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BABI 

PENOAIIULUAN 

1.1 Lalar Belakang Pcmillhan Judul 

Tala kelola penyelenggaraan pernerirrtahan yang baik dalam suatu negara 

meropakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemer\ntah wajib menerapkan 

kaidah-kaidab yang baik dalarn menjalakan roda pemerintahan, termasuk di 

dalamnya kaidah-kaidab dalarn pengelolaan keuangan oegara yang diwujudkan 

dalam bentuk penerapan prinsip good gavernance. 

Dalam rangka mewujudkan tala kelola pemerintahan yang baik., 

Pemer\ntab Republik Indonesia terus melakuka'l. usaba-usaba untuk meningkatkan 

ttanspamusi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan melakakan 

reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. 

Refoi11lllSi pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara : penataan 

peraturan penmdang-undangan sebagai landesan hukum; penataan kelemhagaan; 

peoataan sistem pengelolaan keuangan negarn; dan pengembangan sumber daya 

manusia di bidang keuangan. Reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya 

melibafkan Pemer\ntab Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi 

Pemer\ntah Daerah. 

Di bidang peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) telab mengeluarkan satu paket undang-undang di 

bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tabun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor l tabun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negam dan Undang-Undang Nomor 15 tabun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam semua Undang­

Undang tersebut telab tegas mengamanatkan bahwa dalam rnngka 

pertanggungjawaban keuangan negara, Iaporan keuangan harus disusun dan 

disajikan oleb pemerintab berdesarkan standar akuntarisi pemerintab. Dengan 

I Universitas Indonesia 
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adanya suatu standar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menerbitkan opini 

audit. 

Pada tanggal 13 Juni 2005 merupakan tonggak sejarab bagi pemerintab 

Indonesia, yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintab No. 24 tabun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintaban (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalarn rnenyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. 

Tujuan ditetapkannya SAP ini adalah mengatur penyaJian laporan 

keuangan untuk tujuan umwn (general purpose financial statements) dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan balk terhadap anggaran, 

antar periode, maupun antar entitas sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalarn pengarnbilan keputusan. !nformasi yang disajikan dalarn laporan keuangan 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infonnasi dari semua kelompok penggtl!la 

baik internal maupun ekstemal sehingga tidak terjadi information asymetri yang 

dapat menghasilkan suatu keputusan yang salah (adverse selection) yang akan 

mendorong munculnya moral hazard. 

Laporan keuangan wajib dipublikasikan, karena laporan keuangan adalab 

dokumen publik dan menjadi llllk masyarakat untuk mengetabninya Oleh karena 

itu, Pemerintah harus berupaya menciptak:an pengelolaan keuangan negara yang 

transparan agar ma•yarakat dapat ikut memantau penggunaannya. 

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor I Tabun 2004 tentang 

Perbendabaraan Negara, menyatakan babwa agar informasi yang disampaikan 

dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat dapat memenuhi transparansi dan 

akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintab Pusat (SAPP) 

yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang d.ilaksanakan oleh 

kementerian keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yang dilaksanakan 

oleh kementerian negara!lembaga. 

Setiap Kementerian Negarn!Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem 

Akuntansi Instansi (SAl) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang 
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relevan, andat dapat dimengerti dan dibandingkan serta tepat waktu sehinggga 

dapat dijadikan pijakan dalam pangambilan keputusan. 

Melihat begitu pentingnya sistem akwltansi instansi, maka Direktorat 

Jendera1 Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pend.idikan 

Nasional terns me[akukan pemantauan dan pembinaan, yang tujuannya agar 

pelaksanaan sistem akuntansi instansi ini lebih efektif dalam meningkatkan 

kualitas laporan keuangan Eselon I agar sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) dan tepat waktu. 

Berdasarkan hal tersebut, maka karya akbir ini diberi judul "Evaluasi 

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dalam Meningkatkan Kualitas 

Laporan Keuangan Eselon I di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional". 

1..2 Permasalaban Penelitiaa 

Berdasarkan Jatar belakang di atas, penelitian masnlah terfol.."Us pada : 

J. Apakah pelaksanaan Sistem Akuntarrsi Keuangan (SAK) di Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 

Pendidikan Nasional sudab sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP} ? 

2. Apakah pelakaanaan Sistem lnfurmasi Man,Yemen dan Akuntansi 

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN} di Direktorat Jendernl 

Manajemen Pendidiksn Dasar dan Menengah Departemen Pendidiksn 

Nasional sndah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ? 

3. Kendala-kendala apa yang dlhadapi Direktnrat Jendernl Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengab Departemen Pendidikan Nasional 

dalam melaksanakan SAl, baik SAK maupun SIMAK-BMN? 

4. Apakah palaksanaan SAK dan SIMAK-BMN dapat meningkatkan 

knalitas lapnran keuangan di Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam karya akhir ini, titik awal pembahasan adalah proses penyusunan 

Laporan Keuangan Tahun 2007 Eselon I Ditjen Mandikdasmen Depdiknas yang 

merupakan basil dari pelaksanaan SA! . 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasaJah penelitian yang dirumuskan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini untuk : 

1. Mendapatkan pemahaman terhadap pelak:sanaan Sistem Akuntansi 

Keuangan (SAK) di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Mendapatkan pernahaman terhadap pelaksanaan Sistem Akuntansi 

Barang (SIMAK-BMN) di Direktorat Jendernl Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Memahami kendala-kendala atas pelaksanaan Sistem Akrmtansi 

Instansi (SAl), baik: itu sistem akuntansi keuangan maupun sistem 

akuntansi barang di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 

4. Mendapatkan pemahaman mengenai sejauh manakah pelaksanaan 

sistem akuntansi keuangan maupun sistern akuntansi batang dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan di Direktorat Jendernl 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

I. Bagi Direktorat Jenderal Mandikdasmen 

Diharapkan basil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan sumbangan pikiran bagi Direktorat Jendernl Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 

dalarn melaksanakan Sistem Akuntansi !nstansi (SAl) untuk 

meningk:atkan kualitas laporan keuangan agar sesuai dengan Standar 
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Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tepat waktu, guna mewuj udkan 

good government governance. 

2. Bagi penulis 

Diharapkan basil penelitian ini dapet membantu penulis dalam 

memahami Sistem Akuntansi Instansi serta mengevaluasi 

pelaksanaJ!llllya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Eselon 

l Direktorat Jenderal Mandikdasmen Depdiknas. 

3. Bagi pemhaca 

Diharapkan basil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pijakan bagi 

penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan penerapan 

ide--ide baru dalam penyelenggaraan pemerin\llhan. 

1.6 Metode Peoelitian 

Metode penelidan yang digunakan dalam pembuatan karya akbir ini 

rnencalrup : 

I. Deskriptif Kualitatif 

Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat deskripsi pennasalaban 

yang Ielah diindentifikasi dan berusaba menjelaskan obyek yang diteliti 

dari sudut pandang peneliti dengan menggunakan data yang 

berhubungon. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian dilaksanakan dengan wawancara (tanye jav.-ab ), pengamatan 

langsung terhadap pelaksanaan dan basil kegiatan pelaksanaan serta 

mengumpulkan data-data tertulis dan informasi yang diperlukan 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas. 

3. Penelitian Kepusl.akaan 

Penelitian KepustaklUln dilakakan dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku, majalah, sural kabar, literatur-literatur yang 

berhubungan dengan topik serta data yang Ielah didokumentasikan. 
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l. 7 Sistematika Peuulisan 

Sistematika penulisan karya akbir ini terdiri atas 5 (lima) bah dengan 

sustman sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bah ini diuraikan penjelasan mengenal latar belakang 

pemilihan judul, permasalahan penelitian. pembatasan masalab, 

tujuan dan manfuat penelitian. metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORl 

Dahtm bah ini akon diuraikan mengena1 kajian tooritis yang 

dianggap sesna1. Kajian tersebut dipakai untuk Jandasan dan 

perbandingan dengan p,raktek yang ada sehingga kedepannya 

dapat dilakukan perbaikan. Dalam Kajian teoritis ini penulis 

akan menguntikan rentang apa yang dimakaudkan dengan sistem 

informasi alo.mtansi~ sistem akuntansi instansi baik itu sistem 

akuutansi keuangan dan sistem akuutansi barnng, Japoran 

keuangan dan peratura.n perundangan yang terkait dengan sistem 

akuntansi dan pelaporan keuangan. Dimana kajian teoritis 

tersebut diharapkan dapat mendukung seeara tajam analisa 

terhadap pelaksanaan Sistem Al.:lUltansi Instansi pada Direktotat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasiooal dan peranannya di dalam 

meningkatkan kualitas laporan kenangan {Eselon l ). 

BAB III: 11NJAUAN UMUM DEPARTEMEN PENDIDIKAN 

NASIONAL 

Dalam bah ini diuraikan mengenai gambaran umum Ditjen 

Mandikdaamen Departemen Pendidikan Nasional yang meliputi 

profile, visi misi. stmktur organisasi dan tata kerja, rincian 

tugas, tanggungjawab beserta wewenang yang ada terkait 

dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi lnstansi (SA!). 
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis pcrbandingan antara 

teori dan basil pcnelitian yang dipcroleh, sehingga bab IV akan 

berisi analisis terhadap setiap rumusan pcrmasalahan yaitu 

meliputi: 

a) Analisis dan pcmbahasan mengenai pclaksanaan SAK di 

Di;jen Mandikdasmen Depdiknas apakah sudah sesuai 

dengan SAP. 

b) Anal isis dan pcmbahasan mengenai pclaksanaan SIMAK­

BMN di Diljen Mandikdasmen Depdiknas apakah sudah 

sesuai dengan SAP. 

c) Analisis dan pcmbahasan mengenai keadala-kendala yang 

dihadapi Ditjen Mandikdasmen Depdiknas dalam 

melaksanakan SAI, baik SAK maupan SIMAK-BMN. 

d) Analisis dan pcmbahasan mengenai pclaksanaan SAK dan 

SIMAK-BMN apakab dapat meningkatkan kualitas laporan 

keuangan di Ditjen Mandikdasmen Depdilrnas. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan-kesimpulan yang dipcroleh dari basil 

analisis uraian scbeJumnya dan menyampaikan saran~saran 

yang dianggap perlu dan diharapkan dapat berguna dalam 

meningkatkan kualitas laporan keoangan terutama dalam 

pclaksanaan Sistem Akuntansi lnstansi. 
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LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem Informasi Alwntansi (IliA) 

Jnformasi Keuangan sangat dibutuhkan oleh beroagai pihak sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Dalam implementasinya, Wltuk dapat menyajikan 

informasi keuangan yang baik (informative, akurat dan cepat) maka diperlukan 

sistem yang mampu men go lab data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan. 

2.1.1. Pengertian Sistem Informasi Alwntansi 

Tstilab sistem informasi akuntansi terdiri alas tiga elemen, yaitu: sistem, 

informasi dmt akuntansi. K.etiga elemen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

A. Definisi Sistem 

Ada beberapa defmisi tentang sistem yang dikemukakan oleh banyak 

pakar. Beberapa diantaranya adalab : 

Mascove dmt Simkin (1994) mendefinisikan sistem sebagai berikut: 

"A system is a set of interdependenl parts that together accomplish spesijic 
objective. A system must have organization. interrelation.'>hips, integration, and 
central objectives". 

Wilkinson (1993) mendefiniskan sistem sebegai berikut: 

"A system is a complex entity or framework that is subject to one or more 
objectives, constrains, and controls; that is surrounded by an environment; that is 
composed of interdependeent subsystems; and that undergoes processes with 
inputs and outputs", 

Sedangkan Barry E Chusing (1982) mendefinisikan sistem sebagai berikut: 

"A system is an entity consisting of two or more interrelated components or 
subsystems that interact to achieve a goal". 

Dari ketlga definisi di atas, dapat disimpulkan babwa pengettian sistem 

adalab sepernngkat bagian-bagian yang saling berhubungan emt satu dengan 

lainnya untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. 
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B. Definisi lnfonnasi 

Terdapat perbedaan aotara data dan infonnasi. Data adalab fakta statistik 

dalam bentuk kumpulan simbol yang tidak mengartikan sesuatu. Informasi adalab 

data yang telab tersaring, terorganisir, tcrealisasi, dan saling berhubungao 

sehlngga berguna untuk mencapai tujuan organisasi. 

John F. Nash (1989) memberikan pengertian data dan informasi sebagai berikut: 

"Data are potentially useful but have no immediate value. lnjbrmation, in the 
other hand, is a subset of data that is usefol for some identifiable purposes. 
Information is extracted from the available data to meet a need". 

Robert A, Leitch dan K. Roscoe Davis ( 19&3) mendefinisikan data dan informasi 

sebogai berikut: 

"Data are raw jact, such as transaction details ji-om sales invoices. InjiJrmation is 
communicated knowledge developed by matching and traniforming data so that 
the output is a form that usefol to the recipient". 

Menurut definisi-definisi di alas, dapat disimpulkan habwa informasi 

adalab hasil pengolaban dari data yang digunalum untuk membontu pengambilan 

keputusan. 

C. Dcfinisi Sistem Infonnasi 

Barry E. Cusing (19&3) mendefiniskan sistem informasi sebagai: 

"An organized means ofcollecting entering, and processing data, and of storing, 
managing, controlling, and reporting information so that an organization can 
achieve its objectives and goal". 

Gelinas, Oram dan Wiggins (1990) mendefinisikan sistem infonnasi sebagai: 

"A man made system that generally consists of an integrated set of computer­
based and manual components establish to collect, store, and manage data, and 
to pr()V/de output information to users"'-

Dari dua definisi sistem informasi di atas daPat ditarik garis besar, habwa sistem 

informasi adalab sebagai integrasi suatu cara terorgenisir {mengnmpulkao, 

memasukkan, dan memroses data, mengendalikan, dan menghasiikan informasi) 

dengao berbasis proses maonal atau komputer untuk men<apai sasaran dan tujuan 

organisasi. 

Menurut Purnomo (2002), sistem infonnasi mempunyai sebelas komponen 

yaitu: (I) komponen sasaran dan tujuan, merefleksikan kekuatan pendorong 
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sistem dan alasan keberadaan suatu sistem, (2) komponen input (data), 

(3) kornponen output, informasi untuk pngambilan keputusan, (4) penyimpanan 

data, (5) pemroses, (6) instruksi dan prosedur, rnemproses data rnenjadl informasi, 

(7) batas sistem, (8) kendala sistern, yaitu keterbatasan intern dan ekstern, 

(9) komponen pengaman yang berguna dan menjamin informasi yang dihasilkan 

akurat, (10) kompnnen intetface informasi, berfungsi sebagai penghnbung antar 

pernakai~ antara mesin dengan pemakai* antar subsistem dalam sistem infonnasi, 

(I 1) subsistem, merupakan bag ian sistem informasL Komponen sistem informasi 

terlihat pada ganabar bertkut: 

Lingktngan 

Pemakai 

•pul 

Pengendaian dan 
sekurili 

Sumber : Pumomo, 2002 

D. Definisi AkuntaDSi 

Gambar:U 

Komp&nen Sistem Informasi 

lnstruldurdan 
Prosedur 

Pemroses 

Penyimpar.an 
Data 

Output 

Bisnis slstem 

lntertace infonnasi 

Sasaran dan 
!ujuan 

Kendala 

Pengertian akuntansi menurut AICP A (Am£rican Institute of Certified 

Public Accountanls), seperti dil:utip oleh Muindro Renyowijoyo (2008) adalah: 

"Accounting is the art of recording, classifYin and summarizing, in a significant 
manner and in term of money. transactions and events, which are in part at least, 
of financial character, and interpreting the result there of'. 
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Dengan dem1khm detinisi tersebut mengandung inti mcngenai : 
Recording : Pencatatan kedalam jurnal, 

ClassifYing : Pengklasifikasian, penggolongan kedalam nomor akun atau maia 

anggaran 

Summarizing : Pengihtisarnn, posting kedalam buku besar (ledger) 

Interpreting : Dianalisa, dibandingkan agar berguna untuk pengambilan 

keputusan 

E. Definisi Sistem lnformasi Akuatansi 

Sistem Iulormasi AkWliansl (SIA) menurut Wilkinson (1991) adalah 

merupakan suatu rerangka pengkotdinasian sumber daya (data, meterials, 

equ;pment, suppliers, personal, and.fimds) Wltuk mengkonversi input berupa data 

ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang dlgunalcan untuk 

melaksanakan kegiatan suatu entilllS dan menyediakan infonnasi akuntansi bag! 

pihak-plbak yang berkepentingan. 

Gelinas, Oram dan Wiggins (1990) meadefinisikan sistem infurmasi 

akuntansi sebagai berikut : 

"A specialized subsystem of the management information system whose purpo,w;: 
its to col/eel, process and report information related to financial transaction". 

Dari dua definisi di alas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sistem informasi akuntansi merupekan proses mengumpolkan, mengolongkan, 

mengolah data transaksi, Jalu menganalisis, dan dikomunikasikan basilnya 

dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. 

2. Pomakal informasi keuangan yang dibasilkan oleh sistem infonnasi ukuntansl 

adalah plbak dalarn pemsahal!:n, terutama manajemen dan pihak luar yang 

berkepentingan terhadap pemsahal!:n. 

2.1.2. Manfaat dan Tujoan Sistem Informasi Akuntaosi 

Wilkinson (1993) mengemukukan berdasarkan definisi sistem informasi 

akuntansi maka tujuan dan manfitat sistem infonnasi akuntansi tersebut adalah 

sebagai pengolah transaksi (transaction processing) dan pengolah informasi 

(information processing). 
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Selanjut.nya tujuan dan manfaat sistem informasi ak.untansi tersebut diuraikan 

dibawah ini : 

a. Pemrosesan Transaksi 

Transaksi memungkinkan perusahaan melakukan operasi, menyelenggarakan 

arsip dan catatan yang up to date, dan mencenninkan aktivitas organisasi. 

Transaksi akuntansi merupakan transaksi pertukaran yang mempunyai nilal 

ekonomis. Tipe transaksi dasar adalah: (1) Penjualan produk atau jasa, 

(2) Pembelian bahan baku, barnng dagangau, jasa, dan llSCI tetap dari suplier, 

(3) Penerimaan kas, (4) Pengeluaran kas kepeda suplie.r, (5) Pengeluaran kas 

gaji karyawan. Sebagai pengolah transaksi, sistem informasi akuntansi 

berperan mengatur dan mengoperasionalkan semua aktivitas transaksi 

perusahaan. 

b. Pemrosesan lnformasi 

Tujuan kedua sistem infonnasi akuntansi edalah untuk menyediakan infunnasi 

yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh 

aktivitas yang disebut pemrosesan infoilllllSi. Sebagian dari keluaran yaag 

diperlukan oleh pemroses informasi disediakan oleh sistem pemrosesan 

transaksi, seperti laporan keuangau dari sistem pemrosesan transaksi. Namun 

sebagian besar diperoleb dari smnher lain, balk dari dalam maupuo dari luar 

perusahaan. 

e. Pet1imbangan. Perancangan Sistem Pemrosesan 

Konsep perancangan sistem seharusnya meru:emrinkao pnlllllJ>1'nnstp 

perusahaan. Berikut ini merupakan dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam 

prioritas perascangan sistem menurut Wilkinson (1993), yaltu: 

I. Tujuan dalam perencanaan sistem dan usulan proyek sehamsnya dicapal 

untuk mengbasilkan kemajuan dan kemampuan. sistem yang lebih besar. 

2. Mempertimbangkan trade-off yang memedal antam manfaat dari tujuan 

perancangan sistem dengan biaya yang dike!Ul!rkan. 

3. Berfokns pada pennintaan fungaional dari sistem. 

4. Melayani berbagal macarn nuuan. 
5. Perancangan sistem memperhatikan keberedaan dari peogguua sistem 

(user). 
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Sedangkan Barry E. Cushing (1983) mengemukakan bahwa dasar-dasar yang 

perlu diperbatikan dalam prioritas perancangan sistem adalah sebagai berikut : 

t. Kesesuaian desain sistem dengan tujuan sistem informasi dan organisasi. 

2. Berdasarkan kelayakan ekonomis, berarti sistem memilild net present value 

positif. 

3. Kelayakan opernsional, input dikumpulkan ke sistem dan output-nya dapat 

digunakan. 

4. Kelayakan perilaku, berarti sistem berdampak pada kehidupan kualitas kelja 

users. 

5. Kelayakan teknis, kelernediaan leknologi untuk mendukung sislem serta 

teknologi mudah diperoleh atau dikembangkan. 

6. Disesuaikan dengan kebutnhan informasi users. 

2.1.3. Fungsi Si.stem lnformasi Akuntansi 

Setiap sistem informasi akuntansi melaksanakan lima fungsi utarna, yaitu 

pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data 

(termasuk security), dan pengbasil informasi. Gambar 2.2 menunjukknn hubungan 

fungsi ternebut. Setiap fungsi terdiri alliS beberapa langkah dan urutan langkah 

tersebut membentuk suatu prosedur. 

Gambar2.2 

· Fuogsi Sistem lnfol"'llaSi Akuntansi 
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Dikutip dari "Report of The Committee on Accounting and InfOrmation System," 
in Committee Reports: Supplement to Vol. XLVI of the Accounting Review 
(Evenston. Ill: American Accouming Association. 1971. P-290). 
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A. Pengumplllan Data 

Fungsi pengumpulan data terdiri alas memasukkan data transaski melalui 

formulir, mensyahkan serta memeriksa data Wltuk memastikan ketepatan dan 

kelengkapannya. Jika data bersifat kaantitatif, da!a dihitung dahulu sebelum 

dieatat. Jlka data jauh dari loksai pemrosesan, maka data harus ditransmisikan 

lebih dahulu. 

B. PemrMesan Data 

Pemrosesan data terdiri alas proses pengubaban Input menjadi output. Fungsi 

pemrosesan data terdiri alas langkab-langkab sebagai berikat: 

I. Pengk]asifikasian atau menetapksa data berdasar kategori yang telab 

ditetapkan. 

2. Menyalin data ke dokumen atau media lain. 

3. Mengmulkan, atau menyusun data menurut karnktersitikeya. 

4. Mengelompokkan atau mengumpulkan transaski sejenis. 

5. Menggabungkan atau mengkombinllsikan dua atau lebih data atau arsip. 

6. Melakeksa penghitungan. 

7. Peringkasan, atau penjumiahan data keantitatif. 

8. Membandingkan data untuk mendapatkan persamaan atau pe~ yang 

ada. 

C. Manajemen Data 

Fungsi manajemen data terdiri alas tiga tahap, yaitu: penyimpanan, 

pemutakhiran dan pamunculan kembali (retrieving]. Tabap penyimpanan 

ruerupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data yang disebut 

arsip. Pada tabap pamutakhirnn, data yang tersimpan diperbaharoi dan 

disesuaikan dengan peristiwa terbaru. Kemudian pada tabap retrieving, data 

yang tersimpan diakses dan diringkas kembali untuk diproses lebih lanjut atau 

untuk keperluan pembuatan laporan. Manajemen data dan pemrosesan data 

mempunyai hubungan yang sangat erat. Tahap pengelompokkan dota dan 

pengurutan data dari fungsi pemrosesan data, misainya sering dilakukan 

sebagsi pendahuluan sebelum dilakeksa tahap pamutakhiran dalam fungsi 

marujjemen data. Manajemen data dapat dipandang sebagai bagian dari 

pemrosesan data. Man'liemen data akan menunjang peneapaian efisiensi 
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aktivita.s dalam proses menghasilkan infonnasi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan rnanajemen terutama mengena.i infurmasi aktivitas dan infonnasi 

kebijakan manajemen. 

D. Pengendalian Data 

Fungsi pengendalian data mempunyai dua tujuan dasar: (1) nntuk menjaga dan 

menjamin keamanan aset perusahaan, termasuk data, dan (2) untuk menjamln 

bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serla diproses dengan benar. 

Berbagai telrnik dan prosedur dapat dipakai untuk menyelenggarakan 

pengendclian dan keamanan yang memadai. 

E. Penghasillnfonnasi 

Foogsi penghasil informasi ini terdiii alas tahnpan pemrosesan infonnasi 

seperti peaginterprestasiao, pelaporan dan pengkomWJikasian informasi. 

2.L4. Komponoo Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan sebutth susunan dari orang, aktivitas, data, 

jaringan dan teknologi yang terintegrasi yang berfungsi untuk menduk!Ulg dan 

meningkatkan operasi sehari·hari sebutth bisnis, juga menyediakan kebntuhan 

informasi nntuk pemeeahan masalah dan pengambilan keputu.san oleh manajer. 

Ada dua tipe sistem informasi, personal dan multiuser. Sistem infonnasi 

personal adalah sistem informasi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan 

informasi personal dari seorang pengguna tunggal (single user). Sedangknn 

sistem informasl multiuser didesain untuk: memenuhi kebutuhan informasi dari 

kelompok kerja (departemen, kantor, divisi, bagian) atau keselurahan orgenisasi. 

Untuk membangun sistem informasi, baik personal maupnn multiuser, haruslah 

mengkombinasikan secara efektif komponen-komponen sistem infurmasi yang 

dikelompokkan ke dalam lima building blocks, yaltu: orang, aktivitas, data, 

jaringan, dan teknologi (Jeffiey L, Whitten. Lonnie D Bentley, and Victor M. 

Barlow, 1994). 

A. Orang (People) 

Buildings Blocks yang pei1ama dan terpenting adalah orang. Filosofi yang 

mendasari dari pengembangan sistem, yaltu sistem adalah ootuk orang. Istilah 

Information workers (atau sering disebut brow/edge workers) digunakan untuk 
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mengg:ambarkan orang-orang yang pekerjaannya meliputi membuat, 

roengumpulka14 memroses, menyebarlcan, dan menggunakan informasi. 

Dalam setiap sistem informasi terdapat satu atau lebih pemilik sistem 

(system owners)~ yaitu seorang sponsor atau peoyokong utarna dari sistem 

informasi. System owners bertanggung jawab mengeluarkan dana untuk: 

mengembangkan dan mendukung sistem infonnasi, Dari sisi info.nnasi, system 

owners berkepentingan terbadap infonnasi yang dihasilkan sistem informasi untuk 

me1akukan analisis dan review dan proses pengambilan keputusan. 

Pengguna sistern (system users) merupakan mayoritas terbesar dari 

information workers dalam suatu sistem infurmasi manapllil. Mereka adalah orang 

yang menggunakan dan mengoperasiksn sistem informasi. 

Perancang sistem (system designer) menerjemahkan kebutuban bisnis 

users sezta kendala-kendalanya kedalam solusi teknis yang terdiri alas file 

komputer, input, output, jaringan, dan program komputer untuk memenuhi 

kebutuhan users tersebuL 

Pembangun sistem (system builders) membangun sistem informasi 

berdasarkan spesifikasi desain darl perancang sistem. Building blocks sistem 

infonnasi iainnya dilihat secara berbc.xla dari sudut pandang system owners, 

.system users, system designer, dan system builders. 

Gambar2.3 

Buihiing Blocks orang dari sistem infonnasi 

Sumber : Jeffrey I~ Whitten, Lonnie D Bentley, and Victor M. Barlow, 1994. 
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B. Data 

Data adalah kwnpulan dari fakta men!ah dalam isolllsi. Data 

menggambarkaan organisasi. Fakta yang terisolasi ini membawa makna, namun 

secara umum tidak berguna. 

Data digunakan untuk membangun informasi. Infonnasi adalah data yang 

telah diolah sehingga menjadi berguna bagi seseorang. 

Building Blocks data terkait erat dengan masalah sumber data, bukan 

dengan bagaimana data ditransformasikan menjadi informa•i. 

Rata-rata pemilik sistem (system owflers) tidak tertarik dengan data 

men!ah. [a tertarik dengan hal-hal yang digambarkan oleh data tersebut. 

Sedangkan system users memandang data dengan istilah yang lebih detail. 

Analis sislem berusaha untuk mendapatkan kebutuhan da!a dari pengguna sistem 

yang berkaita.n dengan entitas~ relationship, atribut. dan aturan. Entitas adalah 

sesuatu dimana dam adaleb panting. A!ribut menjelaskan fukta-fukta mengenai 

entitas. Aturan adalah kondisi yang mengatur enti!as dan a!ribut. 

System designer memandang data di dalam batasan teknologi tertentu. 

Pandangan lerbadap data tersebut biasanya dijabarkan dalam file komputer dan 

database. System builders membuat program data dengan menggunakan bahasa 

pemrograman dan database yang akurat. 

Gambar2.4 

Building Blocks data dari sistem informasi 

Sumber: Jeffrey L, Whitten, Lonnie D Bentley, and Victor M. Barlow, 1994. 
C. Aklivitas 
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Building Blocks yang ketiga dari sistem informasi adalah aktivitas. Bisnis 

dan aktivitas sistem informasi menempatkan building blocks data untuk 

menggunakan, menangkap dan mentransformasik:an data menjadi infonnasi yang 

berguna. 

System owners memandang aktlvitas sebagai fungsi tingkat tinggi yang 

disediakan untuk bisnis. Contoh~ pemrosesan transaksi~ pelaporan manajemen, 

pendukung keputusan, simu!asi kepakaran, pembuatan informasi eksekutif, dan 

otomasi perkantoran. System awner.f memandang fungsi tersebut secara umum 

dengan bagaimana aktivitas tersebut dapat meneapai tujuan dan sasaran bisnis. 

Sedangkan system users memandang aktivitas dalam kaitannya dengan 

proses yang menggunakan input dan output tertentu, file data, serta kebijakan, dan 

prosedur bisnis yang harus dijalankan oleh proses. ~stem designer memandang 

aktivitas dalam kaitannya dangan prosos komputer (spesifikasi program). 

Sedangkan system buliders tentu saja memandang komponen software ini sebagai 

program aplikasi komputer. 

Gambar2.5 

Building Blocks aktivitas dari sistem informasi 

System owaer's view of JCi.ivi/ies 

Sysrem desrgnets vrew or aoovilies 

Surnber: Jeffrey L, Whitten, Lonnie D Bentley, and Victor M. Barlow, 1994. 
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D. Jaringan (Networks) 

Building blocks yang ke empat dan sistem infonnasi adalah jaringan. 

Dengan adanya jaringan memungkinkan: (I) distribusi orang, data, aktivitas, dan 

teknologi (building blocks lain) ke lokasi yang sesuai; dan (2) komunikasi data 

anll!r lokasi tersebut Sebagian besar system owners mengbadapi masa1ah yang 

berkaitan dengan gangmfis dari sistem atau lokasi geogmfis perusebaan 

beroperasi. 

System users tertarik dengan jaringan bisnis atau logistik, lokasi kelja, 

somber di loknsi tetSebut, dan komunikasi bisnis yang diperlukan antar lokasi. 

System designer memandang jaringan dalam istilah teknis yaitu arsitektur 

sistem t.erdislribusi dan jaringan komput.er yang mengimplementasikan jaringeu 

bisnis. Arsitektur ini menggambarkan keterhubungan t.eknis anll!r loknsi 

(hardware dan software). 

System designer memandang jaringan sebagai teknologi konektivitas 

seperti local area networ/r.s (LAN) dan wide area networks (WAN). System 

builders menjelaskan progrnm jaringan dengan menggunakan jargon leknis seperti 

address, protocols, line speeds, flow confrols, dan lain-lain. Mereka juga 

menggunekan standar telekomunikasi dan teleprocessing/network /anguagas 

untuk menggambarkan jaringan komputer ini. 

Gambar2.6 

Building Bloeks jaringaD dari sistem informasi 

Sysrem Oltmer's view tY. netwo:i{S 

System user's vrew of ne!worlm 

Sumher: Jeffrey L, Whltt.en, Lounie D Bentley, and Victor M. Barlow, 1994. 
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E. Teknologi 

Building blocks kelima dan terakhir dari sistem infonnasi yaitu teknologi. 

Teknologi data tennasuk semua hardware yang diperlukan untuk meoangkap, 

menyimpan, dan mengelola sumber data. Teknologi pemrosesan termasuk semua 

dan software yang diperlukan untuk mentransfonnasikan data (input) menjadi 

iofonnasi yang berguna (output). 

Teknologi komun.i:kasi meliputi semua har<iH·are dan software yang 

digunakan untuk menginterconnect data dan teknologi proses pada lokasi yang 

berbeda. Terakhir spesialis teknis memilih, meng-insta/1 dan menduknng semua 

teknologi ini. 

2.1.5. Informasi Akuntansi 

Disini akan dibahas mengenai macam iofonnasi yang dibasilkan sistem 

infonnasi akuntansi, pelaporan entitas, informasi strategik, pemakai infonnasi 

akontans~ dan pencapaian sistem informasi aknnll!ruii yang memadai. 

2.1.5.1. Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Aknntansi 

Informasi Operasi, lnfonnasi Akuntansl Manajemen dan Informasi 

Akuntansi Keuangan Informasi yang dibasilkan oleb SIA adalah informasi 

aknotansi yang dapat berupa infonnasi operasi (IO), infonnasi ak1Ultansi 

tllllllajemen (lAM), dan informasi aknotansi keuangan (IAK). 10 disiapkan 

hampir nrlrip dengan lAM. Badanya adalah 10 dikbususkan wrtuk membuat 

laporan yang memuat kegiatan operasi perusahaan. Kegiatan operas! yang 

dimaksod adalah aktivitas utama dan aktivitas lain yang tirnbul dalam perusahaan 

1ersebut. 

Aktivitas utama biasanya berasal dari aktivitas pembelian baban menlab, 

pengolahan atau pemrosesan, dan penjnaian produk basil dari pemrosesan 

sebelumnya. Aktivitas lain dapat berupa aktivitas akuntansi, administrasi dan 

umum dan lain-labmya. 

Aktivitas operas! selain dapat mengbasilkan informasi operasi, dapat pula 

diolah untuk menghasilkan Informasi aknotansi manajemen dan informasi 

aknotansi. 1nformasi akuntansi manajemen disiapkan untuk kebutuhan pihak 

Universitas Indonesia 

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB UI, 2009



21 

internal untuk membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Informasi ini 

tidak dibatasi oleh P ABU, merupakao informasi inovatif yang dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dan situasi parusahaan tertentu. 

lnformasi aknnumsi keuangan adalah informasi bertujuan umum (general 

purposes) yang disajikan sesuai dengan Prinsip Akunumsi Berterima Umum 

(P ABU). Infonnasi ini bertujuan umum sebab disiapkan untuk p<hak internal dan 

ekstemal. IAK disajikan dengan asumsi bahwa infonnasi yang dibutahkan 

investor, kreditor, calon investor dan kreditor~ manajemen, pemerintah~ dan 

sebagainya dapat rnewakili kebutahan infonnasi pihak lain selain investor dan 

kreditor. Dengan demikian dibutuhkan satu informasi serngam untuk semua pihak 

yang berkepentingan dengan bisnis perusahaan. Umurnnya, IAK disusun dan 

dilapnrkan secara periodik, sehingga tidak dnpat memenuhi kebutahan 

manajemen terhadap informasi yang tepat waktu. Selain itu, IAK disajikan dengan 

fonnat yang terlalu kaku, sehingga kurang mampu men1enuhi infbnnasi yang 

dibutuhkan manajemen. 

2.1.5.2. Pelaporan Entitas 

Teknologi infonnasi yang meliputi komputer dan telekomunikasi 

memampakan (enable) suatu entitas mengumpnlkan data, menyimpan, mengolah, 

dan melaporkan serta mendistribusikan infonnasi kepada para pemakai dengan 

cost yang relatif rendah. Teknologi informasi juga memampakan suatu entitas 

menangkap dan menangapi infonnasi aksternal secara efektif (effictive sensing 

radar). 

Menurnt Wilkinson (1991), Teknologi 1nformasi (Tl) digunakan untuk 

melaksanakan bisnis perusabean dan menjadi mata rantru yang menghubungkan 

bisnis perusabean dengan pemasok, bisnis perusahaan dengan pelanggan, dan 

antara pemasok dan pelanggan. Pibak-pihak yang terkait tersebut berhubungan 

karena adanya value chain. Dengan demikian, TI merupakan penghubung value 

chain antara bisnis perusahaan, pemasok, dan pelanggan. TI menticu ada;1ya value 

system. Oleh karena itu, sistem informasi suatu entitas dapat manjadi sistern 

informasi entitas lain, maka akao menimbulkan share interest secara efisien, 

seperti tarapak padagambar2.7. 
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Gambar2.7 

Value Added Chain Melalui EDJ 

Sumbcr: Wilkinson, 1991 

Elliot (I 994) menyatakan bahwa, ada empat tipe aliran infonnasi, yaitu 

(a) ou1b01111d. (b) inbound, (c) intrabountf, dan (d) lhrvughbound, seperti tampak 

pada gambar 2.8 sebagai berikut; 

Gombar2.8 

Alirao Informasi Internal dan Eksternal 

r-::::====:..·-- ------ ----------

------~ InYestor Pesaing 

--------
Sumber: Robber K Ellio1., "Confronting The Future; Choice jiJr the Attest 
Function, " Accounting Horizons, Vol 8, No 3, September 1994. 

Outbound menunjukkan aliran infonnasi yang keluar dari entitas 

pelaporan dan disediakan bagi pibak lain dalam pembualan keputusan tertentu. 

Aliran informasi dapat berupa, loporan keuangan bagi investor dan kreditor, 

infonnasi pemosoran bagi pebmggan prospektif, dan infonnasi yang dibutahkan 

agen-agen pemerinlah, seperti kantor pajak dan pembuat aturan. 

Inbound meounjukkan aliran infonnasi yang menuju ke da!arn pernsablUill. 

infonnasi ini meliputi infonnasi mengenai perusal!lUill pesaing, dan informasi dari 
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pemasok dan pelanggan. Volume ioformasi sangat ditentukan oleh kebutuhan 

inforrnasi manajemen dalam pengelolaan bisnis entitas tersebut. 

lntrabound menunjukkan aliran informasi yang dihasilkan dan digunakan 

untuk mencapai tujuan suatu entitas. Aliran ini lebih banyak ditimbulkan oleh 

sis!em informasi manajemen (SIM). Dalam organisasi ada dua aliran informasi, 

yaitu: alimn informasi fonnal dan intormal. Alirdll informasi formal ada yang 

vertikal antara pusat keputusan, pusat pemrosesan informasi dan pusat kegiatan, 

sedangkaa aliran informasi horisontal terdapat dalam setiap pusat itu sendiri. 

Troughbound menunjukkan aliran infonnasi antara pihak-pihak yang 

dihubungkan malalui sistem infonnasi entitas. Misalnya, hubuogan antara sistem 

infonnasi entitas, para pemasok dan pe!anggan dapat dipaharni melalui electronic 

data interchange (EDJ) yang ruerupakan rantai penghubung bisnis perusabaan 

dengan berbagai pibak yang berhubungan. ED! membari.kan ke\llltungun efisiensi 

bagi pelanggan dan pemasok. Jika pelangean dapet melibat ke belakang melalui 

keseluruban rdlltai sediaan dan pemasok dapat melihat ke depan keseluruban 

rantai pelanggan, maka kondisi ini akan menimbulkan keseluruban rdlltai 

hubungan. 

Bagi eutitas. informasi yang terintegrasi melalui selurub mntai hubungan 

bisnis akan menimbulkan keuntungan stmtegik untuk memaksimumkan value 

bagi pelanggan. Rantai hubungan bisnis ini akan mengarahkan perbatian u!ama 

setiap entitas pada kebutuban pelanggan (customers focus), bukan pada 

kepentingan individu related entities. Gambar 2.8 menggambarkan babwa entitas 

dimuogkinkan memiliki informasi secara real-time. dan beberapa bentuk 

pelaporan real-time kepada investor~ kreditor7 dan pemakai lainnya menjadi suatu 

yang biasa. Tekno!ogi informasi masa depan akan menyebebkan model aliran 

informasi di atas menjadi ketinggalan jaman. Informasi masa depan akan 

disaji.kan secara virtual alan merupakan information-dual, menurut Elliot (1994). 

Manajemen membutuhkan sistem informasi yang bersifill: strategik sampai 

yang bersifat operasional. Penempan tekno!ogi informasi (seperti ED!) dalam S!A 

akan menjadi.kan SIA sebagai sistem informasi strategik (SIS) untuk menciptakan 

information-dual. 

Universitas lndonesta 

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB UI, 2009



24 

Informaliondual akan dapat mempengaruhi semua organisasi yang 

menghasilkan output secara virtual. Informasi 1m dapai digunakan dalam 

pengnkurnn pertanggungjawaban internal dan ekstemaL Information-dual 

menyebabkan perubahan besar lingkungan manajernen dan pertanggungjawaben. 

Sistem informasi ini dapal dianalogikan dengan sistem sensor pemanas, kebakaran 

dan banjir yang ditempatkan di setiap rumah. Untuk merealisasi informalion dual, 

alat sensor akan memonitor dan menangkap sinyal suatu kejadian dan 

memrosesnya secara real~time. Dengan demikian.- manajemen dapat mcncegah 

suatu proses menjadi semakin buruk dan mengubah tindakannya secara eepat 

dengan memonitor prosesproses secara real-time. 

Sistem infonnasi stestegik akan didukung dengan terbentuknya sistem 

infonnasi operasi, sistem infonnasi akuntansi manajemen, dan sistem in:fonnasi 

aknntansi keuangan, bahkan sistem informasi tersebut menjadi sistem informasi 

steategik itu sendiri. 

2.1.5.3. Pemakl!i Informasi Akunlansi 

SJA bertiodak sebagai pemasok informasi akuntansi yang dibutubkan oleh 

semua level dalam organisasi. Data diproses menjadi informasi yang bermanfilat 

dan dikomunikasikan kepada para pemakai. SJA juga melakuken kegiatan 

irlentifikasi berbagai kelompok pemakai dan informasi yang mereka butubkan 

(Caillouet and Lapeyre, 1992}. Ada tiga kstegori pemakai informasi akuntansi, 

yaitu: (a) internal users, (b) external users with direct financial interest dan 

(c) external users with indirect financial interest 

Pemak;ri kategori illlernal users melipoti pemilik, manajemen, dan semua 

level dalam organisasi. Pemakai kategori internal users akan memanfaatkan 

informasi akuntansi untuk pertanggungjawaben dan membuat keputusan. Pemakai 

kstegori external users with direct financial interest, meliputi investor dan 

kreditor atau investor dan kreditor potensial, akan menggunakan inforrnasi 

akuntansi untuk menilai prestasi keuangan perusalutan dan pembuatan keputusan 

investasi dan kredit. 

Pemakai kategori external users with indirect finoncia/ Interest meliputi 

egan pemerintah, organisasi burub, perencana ekonmni, konsultan, pe!anggan, dan 
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masyarnkat. Jnformasi ak:untansi digunakan untuk menilai pertanggungjawaban 

entitas bisnis te!hadap lingkungannya. 

2.1.5.4. Pencapallm Sistem Informasi Akuntansi yang Memadai 

Scbelum melaksanakan metodologi pengembangan sistem, maka perlu 

pemahaman terhadap kebijakan dan sekumpulan hal-hal mendasar yang menjadi 

keyaklnan manajemen suatu orga.nisasi terhadap sistem informasi. Kebijakan ini 

berkaitan dengan filosofi manajemen, dan sistem informasi yang proaktif. 

Secara umum ada dua filosofi yang dapat digunakan dalam pengembangan 

sistern informasi organisasi, yaitu dipandang sebagai senjata pertabaoan taktik dan 

senjata ofensif strategik. 

Pertama, sistem informasi dipandang sebagai senjata pertabanan taktik dan 

operasional untuk menentukan basic data, kebutuhan pem.rosesan dan kewajiban 

peillponm tut!uk membantu perusahaan tetap pada jalur yang barus dilalui dan 

bertaban hidup. 

Kedua, sistem informasi ak:untansi dipandang sebagai senjata ofensif yang 

strategik untuk dapat memenangkan persaingan. Kebijakan sistem informasi yang 

proaktif akan mengbilangkan pemisah antara departemen, perronalia dan fungsi 

garis, serta mengbilanglrnn batas wilayah negara. Kebijakan sistem informasi 

prooktif mengakui penerapan teknologi infonnasi, seperri teleknmunikasi, 

komputer, electronic mail. computer-integrated manufacturing, teleshopping, 

teleconference, multifonctional workstations secant terintegrasi. 

Tujuan sistem informasi dan kebutuban informasi yang dldefiuisikan 

secara jelas adalah salah satu kunci untuk suksesnya sistem informasi. Kesuksesan 

suatu sistem membutuhkan tujuan-tujuan yang terdefinisikan Suatu sistem 

dengan tujuan tertentu akan menyelesaikan lebih banyak untuk suatu organisasi, 

daripade sistem tanpa tujuan, sedikii tujuan, atau tujuan yang ambisius (Calliueot 

and Lapayre, 1992). 

Calliueot and Lapayre (1992) menyatakan bahwa penciptaan suatu 

informasi efektif memhutuhkan suatu pengorganisasian untuk mengembangkan 

sejumlab sistem-sistem pendukung. Penarikan staf yang kompeten dan layak 

ada1ab suatu tindakan yang sangat panting. Investasi yang beser dalam penmgkat 
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keras, perangkat lunak dan pendakung sistem yang lain adalah sesuatu yang 

penting, namun tanpa manusia bersumber daya yang kompeten untuk 

mengkoordinasikan sistem akan menghasilkan informasi yang tidak layak, tidak 

tepa! waktu atan tidak akurat 

Scbuah Sistem lnfurmasi Akuntansi menarnbah nilai dengan earn: 

a. Menyediakan informasi yang akurat dan tepet waktu sehingga dapat 

melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. 

b. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang 

dibasilkan. 

c. Meningkatkan efisiensi. 

d. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. 

l.l. Standar Aknntansi Pemerintah (SAP) 

Stmdar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip aknntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Dengan demikian, SAP merupekan persyaratm yang mempunyai kekuatan b.ukum 

dalam upeya meningkatkan kualitas laperan keuangaa pemerintah di Indonesia 

SAP telah disusun dengan berorinntasi ke International Public Sector 

Aecounting Standlll'S (IPSAS) yang diterbitkan oleh ltlferlUltional Federation of 

Accountant.Selaln itu dalam penyusunannya, SAP juga telah dibarmonisasikan 

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan S!andar 

Akuntansi Keuangan-lkatan Akuntan Indonesia. 

Salah satn upaya koukrit untuk meWl.\indkan transparansi dan akuntahilitas 

pengelolaan keuangan negara adalah penyarnpaian laperan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhl prinsip tepa! waktu dan disusun dengan 

mengiknti s!Jmdar akuntansi pemerintahan yang telah direrima sccara umum. Hal 

tersebut dialnr dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan 

Negara yang mensyaratkan hentuk dan isi laperan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan yang ditetapkan dengau peraturan pemerintah. 

UU No. 17 Tahnn 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. I Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamanatkan tugas 
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penyusunan st.andar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang 

ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komile Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

Sesuai amanat Undang-Undang tersebut di atas, Presiden menetapkan 

Keputusan Presiden Rl Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi 

Pemerintaban (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan teralcbir diubah dengan 

Keputusan Presiden Rl Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengantar Perubahan Alas 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi 

Pemerintaban. Keppres tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah 

dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 

308/KMK.Ol2/2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan 

Daernh tertanggal 13 Juni 2002. 

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara menetapkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Pada tahun 

2005 KSAP telah menyusun draft SAP yang kemudian ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. 

Basis akuntansi yang digunakun pada PP 24 Tahun 2005 tersebut adalah 

basis kas Wltuk pendapatm, belanja, dan pembiayaan; basis akrual untuk aset, 

kewajiban dan ekuitas, atau secara keseluruhan dikeoal sebagai besis "cash 

toward accrual". Sementara itu pasal 70 ayat 2 Ketentuan Peralihan Undang­

Undeag Nomor 1 Tahun 2C04 tentang Perbendaharaan Negara, menetapkan 

bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual 

diterapkan selambat·lamba!nya pada tahun anggaran 2008. 

Standar Akuntansi Pemerintaban (SAP) ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 24 tahun2005. SAP dinyaillkan dalam bentuk Pemyataan Standar 

Akuntansi Pemerintaban (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar 

Akuntansi Pernerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual 

Akuntansi Pemerintaban 

SAP hams digunakun sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan 

pemerintah,baik pemerintah pusat mauptm pemerintah daernh. Peraturan 
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Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah 

sebagai berikut : 

I. Larnpiran II Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

2. Larnpiran Ill PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan 

3. Larnpiran IV PSAP 02 : Lapora:n Realisasi Anggaran 

4. Lampiran V PSAP 03 : Laporan Arus Kas 

5. Lampiran VI PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan 

6. Larnpiran VII PSAP 05: Akuntansi Persediuan 

7. Larnpiran Vlll PSAP 06: Akuntansi Jnvestasi 

8. Larnpiran IX PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap 

9. Larnpiran X PSAP 08: Akuntansi KonstruY.si Dahun Pengerjaan 

10. Lampiran XI PSAP 09: Akuntansi Kewajiban 

11. Larnpiran Xll PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

dan Peristiwa Luar Biasa 

2.3. Laporan Keuangan 

2.3.1. Penman Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan infonnasi keuangan suatu perusahuan 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kinelja p;!n!Sahaan tersebu!. 

Laporan keuangan memuat infonnasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh tr=aksi yang dilakukan oleb suatu entitas pelaporan 

. selama satu periode pelaporan. Lapman keuangan terutarua digunakan untuk 

membandingkann realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan 

anggaran yang ditef.apkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan 

efisiensi suatu entims pelaponan, dan membantu menentukan kemstannya terbadap 

perabaran perundangan. 

Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan ini diperlnkan 

mengingat setiap entitas pelaporan menggunakan sumber dana/anggaran yang 
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berasal dari rakyat dan perlu dipertanggungjawabkan capaian kegiatannya. Oleh 

karenanya laporan keuangan yang disusun oleh suatu enlitas diperlukan untuk 

keperluan: 

I. Akuntabilitas, yaitu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber 

daya serta pelaksanaan kegilrum secara periodik. 

2. Manajemcn, yaitu membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan schingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian alas selmnb ase~ kewajiban dan ekuitas dana. 

3. Transparansi, yaitu memberikan infonnasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat. 

4~ Keseimbangan aotar generasi (intergenerational equity), membantu para 

pengguna untuk mengetahni kecukupan penerimaan pemerintah nntuk 

membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. QJeddi Nordiawan, 2006 ; 

35). 

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Z.3.:U. Tujuan Laporao Kenaogan 

Dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintaban yang merupakan 

salah satu bagian dari standar Akuntansi Pemerintaban, dijelaskan mengenai 

tujuan lapuron keuangau pemerintab. Tujuan lapuron keuangan tersebut adalah 

untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalarn menilai 

akuntabi6tas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, waupun 

pulitik deogan : 

a Kecukupan penerimaan selama periode berjalan uotuk membiayai selmnb 

pengeluaran, 

b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya deogan 

anggsron yang ditetapkan dan peraturan perundangan, 
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c. Jumlah sumberdaya ekonomi yang dignnakan dalam kegiatan entitas 

pelaporan serta basil-basil yang Ielah dicapai, 

d. Bagaimana entitas pelaporan mendanai selurnh kegiatannya dan mencukupi 

kebutuhan kasnya. 

e. Posisi keuangan dan kondisi entitas polaperan berkaitan deogan sumber· 

swnber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk 

yang bcrasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 

f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan 

atau penuruaan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan se!ama pariode 

pelaporan. 

2.3.2.2. Manfaat Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bermanfaat untuk memberikan informasi : 

a. Menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerinlah terkait 

dengan likuiditas dan solvabilita.snya; 

b. Menentukan dan memprediksi kondisi ekonoroi Jremerinlah dan Jrerubahan· 

Jrerubaban yang telah dan aknn teljadi; 

c. Memonitor kinelja, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangaa, 

kontrak yang telab diseJrekati, dan ketentoan lain yang disyaratkan; 

d. Perencanaan dan penganggaran; 

e. Mengevaluasi kinerja man!lierial dan organisasional : 

menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan 

anaiisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang Ielah 

ditetapkaa, membandingkan dengan kriteria yang Ielah ditetapkaa, 

membandingakan dengan kinelja pariode-periode sebe!unillya dan dengan 

kinelja unit yang lain; 

- mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi_ program, 

aktivitas, dan fungsi terrentu di dalam pemerinlahan; 

mengevaluasi basil (outCQme) suatu program. aktivitas, dan fungsi serta 

efektivitas tetbadap peneapaian tujuan dan target; 

mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (equity dan eqU11lity). 
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2.3.3. Karakteristik KualitatifLaporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukunm-ukuran nonnatif 

yang perlu diwujudkan dalam infomasi akuntansi sehlngga dapat memenuhi 

tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat nonnatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kua!ita.s yang 

dikehendaki, yaitu ; 

(a) Relevan; 

(b) Andal; 

(c) Dapm dibandingkan; dan 

(d) Dapat dipahami ( Daddi Nordiawan ; 2006). 

Keempat Karakteristik kuruitatif Japoran keuangan sela.qjutnya diuraikan 

di bawah ini : 

2.3.3.1. Relevan 

Lapornn keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yaag tennuat 

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevalusi peristiwa masa 1alu atau masa kini? dan roernprediksi masa depan, 

serta menegaskan atau mengoreksi basil evaluasi mereks di masa Jalu. Dengan 

demikian, informasi Japoran keoangan yaag relevan dapat dihubungkan dengan 

maksud penggunaannya. Infonnasi yang relevan ; 

a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkink:an pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspekta.si mereka di rnasa lalu. 

b) Memiliki manfaat prediktif (predktiYe value) 

lnfunnasi dapat rnembantu pengguna untuk memprediksi masa yang ukan 

datang berdasarkan basil masa lalu dan kejadian masa kini. 
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c) Tepa! waktu 

lnformasi disajikan tepa! waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna 

dalam pengambilan keputusan. 

d) Lengkap 

lnformasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu 

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan. lnformasi yang melatarbelakangi setiap butir infonnasi utama yang 

tennuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan 

dalam penggunaan informasi tersebut dspat dicegah. 

2.3.3.2. Andal 

Infonnasi dlllam laporan keuangan i:>ebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material~ menyajik:an setiap fBlcta secara jujur, serta 

dapat diverifl.kasi. lnformasi mungkin relevan, telapi jika bekikat alan 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan infonnasi tersebut secara 

potensial dapat menyesatkan.lnformasi yang andal memenubi karakteristik: : 

a) Penyajian Jujur 

lnfonnasi menggambarkan dengan jujnr transaksi serfa peristiwa lainnya yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan notuk disajikan. 

b) Dapat Diverifikasi (verifiability) 

lnformasi yang disajikan dalam laporan keuangan dspat diuji. dan apabila 

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pibak yang berbeda, hasilnya telap 

mennnjukkan simp ulan yang tidak berbeda jaoh. 

c) Nelnllitas 

lnformasi diarohkan pada kebutohan nrnum dan tidak berpibak pada 

kebutohan pibak terteutu. 
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2.3.3.3. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan lapornn keuangan periode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan Jain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 

secara internal dan eksternal. Perbandingan seeara internal dapat dilakukan hila 

suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tabun ke tabun. 

Perbandingan secara ekstemal dapat dilakukan hila entitas yang diperbandingkan 

menerapkankebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintab ukan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan ekuntansi 

yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode 

teljadinya perubahan. 

2.3.3.4. Dapat Dipabami 

lnfurmasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipabami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetabuan yang memadai atas kegiatan dan lingknngan operasi entitas 

pelaponm, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dintaksud. (Deddi Nordiawan., 2006; 38) 

2.3.4. Komponen-Kompooen Laporan Keuangan 

Sesnai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan 

Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Japeran kenangan pemerimah pekok setidak-tidaknya terdiri alas : 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA}, 

b. Neraca, 

c. Laporan Arus Kas (LAK), 

d. Catalan atas Laporan Keuangan (Calk). 

Selanjutnya menurut Pcraturan Pemerintab Nomor 24 tabun 2005 tentang SAP, 

dan dalam PSAP Nomor 01 dijelruikan ke empat komponen keuangan tersebut. 
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Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Hal ini berruti setiap 

menterilpimpinan lembaga wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan di 

atas. Namun demikian, Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang 

mempunyai fungsi perbendeharaan ( Bcndehara Umum Negara/Kuasa Bendahara 

Umum Negara). Oleh karena. itu kepala satuan ke~a sebagai entitas akuntansi dan 

menteri/pimpinan lembaga tidak menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas. 

Di samping menyajikan lapornn keuangan pokok, sumu entitas pelaporan 

diperkenankan menyajikan Laporan Kinelja Keuangan berbasis akrual dan 

Lapuran perubedum Ekuitas. Lapoi311 J(jnelja Keuangan adalab laporan yang 

menyajikan pendapatan dan beban serta surplusfdefisit selama suatu periode yang 

disusun berdasarkan basis akrual. Laporan Perubaban EkWtas adalah laporan yang 

menyajikan mutasi atau perohaban saldo ekuitas dana pemerintab selama suatu 

peri ode. 

2.3.4.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Lapornn Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan selamn suatu periode. 

Laporan Reallsasi Angganm mengungkapkan kegiatan keuangan 

pemeriulah pusatfdaerah yang menunjtlkkan ketaatan terbadap APBNIAPBD 

dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan somber daya 

ekonomi yang dikelola oleh pemeriulah pusatldsemh dalam satu periode 

pelaporan. LRA menggamberkan perbandingan anlara anggaran dengan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

LRA menurut PP 24 Tahun 2005 menY!Yikan seknrang-knrangnya unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan (basis kas) adalah semua penerimaan kas umum nega:rafkas 

daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode lahun anggaran 

yang bersangkutan yang menjadi bak pemerintab pusatfdaerah. 
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b. Bclanja (basis kas) adalah semua pengeluaran kas umum negaralkas daerah 

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode rahun anggaran 

bersangkutan yang tidal< akan diperoleb pembayarannya kembali oleh 

pemerinrah. 

c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang darl suatu entitas pelaporan 

darilkepada entitas pelaporan lain, tennasuk dana perimbangan dan dana bagi 

basiL 

d. Surplus/defisit adalah selisih lebihlkurang antara pendapatan dan belaqja 

selarna satu pariode pelaporan. 

e. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada rahun 

anggaran bersangkutan maupun rahun-rahun anggaran berikutnya., yang dalam 

penganggaran pemerinrah terutama dimakaudkan untuk menutup defisit atau 

memanfaatkan slllj)lua anggaran. 

f. Sisa lebihlkuraug pembiayaau anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih 

lebi.hllrurnng antarn realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama sa!u 

periode pelaporan. 

Unsur-unsur dari LRA dapat digambarkan seperti dibawah ini : 

a. Pwdapatan Rp.XXX 

b. Belanja Rp.XXX 

c. Transfer Rp.XXX 

d. Surplus!Defisit 0
' (a - (b+c )) Rp.XXX 

e. Pembiayaan (Neto) Rp.XXX • 

f. Sisa lebi.hllrurnng pembiayaan anggaran = ( d ·· f) Rp.XXX 
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2.3.4.2. Neraea (Bahlnce Sheet) 

Neraca menggambarkan poSisls keuongan suatu entitas pelaporan 

roengenai asct, kewajiban. dan ekui!Bs dana pada tanggal tertentu. 

Unsur yang dieaknp oleh neraca terdiri dari ase~ kewajiban, dan ekuitas 

dana. 

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : 

a. Aset adalah surnber daya ekonomi yang dikunsai dan atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh 

pemeriotah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya non keuaogan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan surnber-surnbar daya yang dipelibara karena 

alasan sejarah dan budaya. 

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa Ialu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke!uar SIUnber daya ekonomi 

pemerintah. 

c. Ekuitas Dana adalah kckayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. 

2.3.4.3. Laporan Arns KJos (LAK) 

Laporan Arus Kas menyajikan infoiTilliSi kas sehubungan dengan kegiutan 

operasional, investasi aset non keuangan. dana eadangan. pembiayaan, dan 

transaksi non anggoran yang menggamberkan saido awal, penerimaan, 

pengeluaran, dan saido akhir kas pemerintah pusatldaerah selama periode tertentu. 

Unsur yang dieaknp dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan 

pengc1Wll1ll1 kes, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut : 

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas umum negaralkas 

daerah. 
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b. Pengeluaran kas adalah semua a!irnn kas yang keluar dari kas umum 

negarolkas daerah. 

2.3.4.4. Catalan alas Laporan Keuangon (CaLK) 

Catalan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah U!lSUr laporan keuangan 

pokok dan wajib (bukan tl!mbahan) serta bagian yang tak terpisahkan dari lapomn 

keuangan yang menyajikan infonnasi tentang ponjelasan pos-pos laporan 

keuangan da!am rangka pengungkapan yang memadai. CaLK adalah the soul of 

Financial Statement. 

CaLK ditujukan agor laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan 

dengan laporan keuangan entitas lainnya. Setiap entitas wajib menyajikan CaLK 

Selain itu Tujuan membuat CaLK adalah untuk pengungkapan paripmna (full 

disclosure). 

CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut : 

I. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian 

target Undang-Undang APBN, berikut kendala dan bambatan yang dihadapi 

dalam pencapaian target; 

2. ikhtisar peneapaian kinmja keuangan sebnna tahun pelaporan; 

3. infunnasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan­

kebijakan akantansi yang dipilih untuk diternpkun alas transakui-transaksi dan 

kejadian-kejadian penting lainnya; 

4. pengungkapan informasi yang diharuskun oleb PSAP yang belum disajikan 

dalam lembar muku laporan keuangan; 

5. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual alas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan penempan basis kes; 

6. informasi tl!mbahan yang diperlukan untuk penYl\iian yang wajar, yang tidak 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, 
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CaLK meliputi penjel:asan atau da:ftar terinci atau analisis atas nilai suatu 

pos yang disajikan dalam LRA. Neraca, dan LAK. Terrnasuk pula dalam CaLK 

adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP sert.a 

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlakun untuk penyajian yang 

wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen~ 

komitmen lainnya 

Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK setidak-tidaknya menjelaskan hal­

hal sebagai berikut : 

I. basis pengukuran yang digunakan dalam penymrunan laporan keuangan; 

2. sampai sejauh mana kebijakan-kebijukan akuntansi yang berkaitan dengan 

ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas 

pelaporan; dan 

3. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlakun untuk memuhami Japoran 

keuangan. 

Untuk menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkepkan., 

manajemen hams mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat 

membarrtu penggnna untuk memahami sedap transaksi yang tercermin dalam 

laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan 

untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut: 

l. Pengakuan pendapatan; 

2. Pengakuan belanja; 

3. Prinsip-prinslp penyusunan laporan konsolidaninn; 

4. lnvestasi; 

5. Pengakuan dan penghentian/pengbapusan aset berwujuddan tidak berwujud; 

6. Kont.rak-kontrak konstruksi; 

7. Kebijakan kepitalisasi pengeluaran; 

8. Kernitraan dengan pihak ketiga; 

9. Biaya penelitian dan pengembangan; 

I 0. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipaksl sendiri; 

II. Danaeadangan; 
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12. Penjabamn mata uang asing dan lindung nilai. 

Suatu entitas pelaporan juga dapat mengungkapl:an hal-hal berikut ini 

apabila belum diinformasikan dahlin bagian manapun dan laporan keuangan, 

yaitu: 

I. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas 

tersebut beroperasi; 

2. penjelasan mengenai sifat opera.'li entitas dan kegia!an pnkoknya; 

3. ketentuan penmdang-undangan yang menjadi landasan kegiatan 

operasionalnya. 

2.3.5. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setlap pns dalam lapnran keuangan. Pengukuran pns-pos dalam 

laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicaW schcsar 

pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dan imbalan yang 

diberikan untuk memperoleh aset tersel>ut. Kewajiban dicatat sebesar nilai 

nominaL 

Pengulruran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. 

Trnnsaksi yang menggunakan mala uang asing dikonversi terlebih dahulu dan 

dlnyatakan dalam mata uang Rupiah. 

2.4~ S1andar dan Sistem Akuntansi 

l.apnran Keuangan merupakan output sebuah sistem akuntansi. Sistem 

akuntasi barus mampu menghasilkao lapnran keuangan yaog memenuhi 

kebutuhan infonnasi dan semua kelompok pengguna baik internai maupun 

eksternal. 

OJeh karena itu, sebuah sistem akuntansi yang baik barns disesuaikan 

dengan standar akuntansi yang berlaku umum. 
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Sebuah sistem informasi akuntansi, selain mengacu pada standar yang 

berlaku umum juga harus didukung oleh unsur-unsur utama lainnya, sepertl: 

Pedoman Business Process; Bagan Akun Standar; Penetapan Lemhaga dan 

Pejabat Akuntansi; Hardware dan Software; Personil terampil dan terlatih agar 

output herupa laporan keuangan yang dihesilkan dapat memherikan informasi 

yang relevan, reliable, complete, comparable sebagai pijakan dalam pengambilan 

keputusan. Keberadaan semua unsur mama l:ersebut dalam sebuah sistem 

akuntansi edalah sangat penting. Kelemahan salah satu unsur saja mengakihatkan 

sistem tersebut menjedi cacat atau tidak akan berfungsi dengan baik. Jedi baik 

standar maupun unsur-unsur ut.ama saling mendukung daJam suatu sistem 

akuntansi sehiugga lapnran keuangan yang dihasilkan dapat herguna untuk umum 

dan tepat waktu. 

Alur dari sistem dan standar akuntansi dapat dilibat pada gambar di bewah ini: 

Gambar2.9 
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2..5 Peraturao Penmdangao terkait dengan Sistem Akuotansi dan 

Pelaporan Keuangan. 

2.5.1 Sistem Akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI 

Nomor : 59/PMK..06/2005 tentang Sistem Akantansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat 

Sistem akuntansi pemerintaban merupakan rangkalan secara sistematik 

darl prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan 

fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 

organisasi pemerintah. Dengan demikian sistem akuntansi merupakan suatu 

wadah untuk memproses data keuangan sampai dihasilkannya informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 

Sistem akuntansi untuk Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri 

Kwangan. Sistem akuntansi iai disusun sesnai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintaban. Sehingga loporan keuangan yang dihasilkan akan sesnai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintaban. 

Berikut iai merupekan gamharan umurn Sistem Akuntansi Pemerintah 

!'usat berdasarkan Permenkeu Rl Nomor : 59/PMK.0612005 tentang Sistem 

Akuntausi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yaitu : 

I. Dasar Hnkam Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

A. Undang-undang Nomor 17 Tllhun 2003 tentang Keuangan Negara : 

a. Panai 8 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan 

allis pengelolaan fiskal, Menteri Kwangan mempunyai togas anlara 

lain menyuann laporan keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 

b. Pasal 9 menyatakan bahwa Menteri!Pimpinan Lembaga sebagai 

pengguna angganmlpengguna harang Kementerian Negara!Lembaga 

yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan 

menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara!Lembaga 

yang diplmpinnya. 
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c. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden menyampaikan 

rancangan undang·undang tentang pertanggw1gjawaban pelaksanaan 

APBN kepeda DPR berupe laporan keuangan yang me!iputi Lapornn 

Rea!isasi APBN, Ncraca, Lapornn Arus Kas, dan Catalan atas 

Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan 

perusahaan negara dan badan lainnya. 

B. Undang·undang Nomor I TahWl2004 tentang Perbendaharaan Negara: 

a. Pasal 7 ayat (20) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi 

dan pelaporan keuangan Negara 

b. Pasal 51 ayat (I) menyatakan bahwa Menteri KenanganiPejabat 

Pengelola Keuangan Daernb selaku Bendahara Umum 

Negara!Daernb menyelenggarakan akuntansi atas transaksi 

keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi 

pembiayaan dan porhitungannya. 

c. Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa Menterilpimpinan 

lembagalkepala satuan ke!ja perangkat daernb selaku Pengguna 

Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi kenangan, 

aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan 

belanja yang berada dalam tanggangjawahnya. 

d. Pasal 55 ayat (I) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku 

pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintab Pnsat 

untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenahi 

pertanggungjawahan pelaksanaan APBN. 

e. Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa dalam menyusun Laporan 

Keuaogan Pemerintab Pnsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

menterifpimpinan lembaga selaku Penggana. 
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f. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tabun 

2004 tentang Perbendabarnan Negara, menyatakan babwa agar 

iaformasi yang disantpaikan dalatn laporan keuangan pemerin!Bh 

dapat memenuhi prinsip trnnsparansi dan akun!Bhilitas, perlu 

diselenggatakan Sistem Akuntansi Pemerin!Bh Pusat (SAPP) yang 

terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga 

g. Undang-undang Nomor 36 Tabun 2004 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Tabun Anggaran 2005 Pasal 17 ayat (l) 

menyatakan babwa setelah Tabun Anggaran 2005 berakhlr, 

Pemerin!Bh menyusun Pertanggungjawaban alas Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tabun Anggaran 2005 

berupa laporan Keuangan. 

h. Keputusan Presiden Nomor 42 Tabun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg>lnl pada Pasal 

60 ayat (I) menyatakun babwa Menteri!Pimpinan Lernbaga wajib 

menyelenggarakan portanggungjawaban ponggunaan dana bagian 

anggaran yang dilruasainya berupa laporan asalisasi anggaran dan 

nernea Keroenterian NegaraJLembaga beasangkntan kepada Presiden 

melalui Menteri Keuangan. Keputnsan Presiden tersebut telab diubab 

dengan Keputusan Presiden No. 72 !Bhun 2004 tentang Pedornan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Selanjutnya gambaran sistem dan pelaporan keuangan dapat dilihat 

sebagairnana garabar 2. I 0 bariknt : 
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Gambar2.10 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

2. Ruang IJingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pemerin!J!h l'usat (SAPP) adalah serangkaian prosedur 

manual maupun yang terkomputerisasi mu!ai deri pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran sampai dengan peloporan puaisi keuangan dan opernsi keuangan 

Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pemerin!J!h Pusat (SAI'P) berlaku untuk seluruh unit 

organisasi Pemerin!J!h Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam 

rangka pelaksanoan Dekonsentrasi daniatau Tugas Pembantuan serta peloksanaan 

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 

Tidal< termasuk dalam ruang liogkup Peraturan Menteri Keuangan ini 

adalah: 

a. Pemerintah Daerah (sumber daaanya berasal deri APBD) 

b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri deri 

perusahaan perseroan dan pemsahaan uruum. 
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c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pernerintah 

3. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pernerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk : 

a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan insta.nsi-instansinya melalui 

pencatatan, pemprosesan dan pelaporan !rarlsaksi keuangan yang konsisten 

sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yan diterima secara urnum; 

b. Men.yediakan informasi yang akurat dan tepa! waktu tentang anggaran dan 

kegiatan keuangan Pemerlntah Pusat, baik secara nasional maupun instansi 

yang berguna sebagai dasar penllaian kinetja, untuk menentukan ketaatan 

terhadap otorisasi a.~ggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; 

c. Menyediakan informasi yang dapat diporcaya tentang posisi keuangan 

suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruban; 

d. Menyediakun inforrnasi keua.ngan yang berguna untuk perencanaan, 

pengelolaan dan pengendaiian kegiatan dan keuangan pemerintah secara 

efisien. 

4. Ciri-ciri Pokok Sistem Akuntausi Pemerintab Pusat 

Ciri -<:iri pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat antara Jain : 

a. Basis Akuntansi 

Cash toward AccruaL Basis akuntansi yang digw.akan daiam laporan 

keuangan pemerintah adalah ba..ts kas untuk pengakuan pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan daiam Lepomn Rcalisasi Anggaran dan basis 

aicruru untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuita.' daiam nernca. 

b. Sistem Pernbukuan Berpasangan 

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarl<an atas poraamaan dasar akuntasi 

yaitu : Aset ~ Kewajiban + Ekuitas DlliUL Setiap !rarlsaksi dibekukan 

dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit porkirnan yang terkait 
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c. Dana Tunggal 

Kegiatan akuntansi yang mengaeu kepada UU-APBN sebagai landasan 

operasioual. Dana tunggal ini merupalcan tempat dimana Pendapatan dan 

Belanja Pemerint.ah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal. 

d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan 

secara berjenjang oleh unit-nnit akuntansi balk di kantor pusat instansi 

maupun di daerah. 

e. Bagan Perkinsan Standar 

SAPP menggunakan perkinsan standar yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan yang berlaku nntuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. 

f. Standar akuntansi Pemerint.ah (SAP) 

SAPP mengaeu pada Standar Akuntansi Pemerint.ah (SAP) dalam 

melakukan pengakuon, penilaian, pencatatan, penyaJian dan 

pengungkapan terhadap ttansaksi keuangan dalam rangka penyuaunan 

taporan keuangan. 

5. Keraugk.o Umum Sistem Akuntaosi Pemerintah Pusat 

Lapomn Keuangan Pemerint.ah Pusat disampaikan kepada DPR sebagai 

pertru>ggungjawahan alas pelakaanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada 

DPR, laporan keuangan pemerint.ah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh 

pihakBPK. 

Laporan keuangan pemerint.ah pusat terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian 

NegaeaiLembaga yang telah direkonsiliasi. 

b. Neraea Pemerint.ah 

Neraea Pemerint.ah Pusat merupakan konsolidasi Neraea SAl dan Neraca 

SAKUN. 
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c. Lapor..n Arus Kas 

Lapcr.111 Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus 

Kas. dari seluruh Kanwil Ditjen PBN. 

d. Catalan alas Lapcran KeUllllgan 

Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos 

yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Nemca Pemerintah dan 

Laporan Arus Kas. 

Untuk lebih jelasnya gambaran kenmgka umum SAPP dapat dilihat 

pada gambru: 2.11 herikut : 

Gambar2.11 

Kerangka Umum SAPP 
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6. Klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari: 

a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP); 

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Perhendaharnan ( Ditjen PBN) dan terdiri dari: 

SAKUN yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Nemca KUN; 

SAU yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. 

Pengolahan data dalam rangka penynsunan laporan kenangan SAU dan 

SAKUN, dilaksanakan oleh unit-unit Ditjen PBN yang terdiri dari: 

Kantor Pelayanan Perhendaharnan Negam (KPPN); 

Kantor Wilaynh Di\ien PBN (Kanwil Ditjen PBN); 

Kantor Pnsa! Diljen PBN. 

b. Sistem Akuntansi Install!!i (SAl). 

Sisteru Akuntansi Instans~ yang selanjutnya dlsebut SAl, adalah 

semngkaian prosedur manual manpun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan 

posisi kenangan dan operasr kenangan pada Kementerian 

Negara/Lembaga. 

Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggamkan 

SAl untuk menghasilkan laporan keuangan tennasuk Baglan Anggaran 

Penahiayaan dan Perhitungan. 

Sistem Akuntansi Instansi (SAl) dilaksanakan oleb kementerinn 

nega.rallembaga. Kementerian negarallembaga melnkukan pemmgesan 

data untuk mengbasilkan Laporan Keuangan herupa Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraea dan Catalan atas Laporan Keuangan. Untuk lehih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.12 yang merupakan gambaran umum 

dari SAl. 
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Gambar 2.12 Gambaran umum SAl 

SAl terdiri dari Sistem Akuntansi Kewmgan (SAK) dan Sistem 

Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Dalam pelaksanaan SAl, 

kementerian nega.ra/1embaga membentuk unit ak:untansi keuangan dan unit 

akuntansi barang 

Untuk Iebib jelasnya dapat diliha! di Gambar 2. I3 Mekanisme Pelaporan 

SAL 

----
UN'lT AI(UNTANSj 

PENOGUNA AHQ(IJI,l!IA;;( 

(UAPA) 

=~=:::_L_ 
UNiT AI(UNTAM:Sl PEMfMHTIJ 
~HA~~ 

ES!ii._OH I (UAP'PkESl) 

UNIT AIC.UI'ITANs.l 
K!JASAP~NA 
~(IJAAPA) 

... I 
l.AP.KEUANGAN 

& 
LAP.BMN 

UNIT .o..KUNTANSI PEMI!IAHT1J 
I'ENGCiUNAilARAHG • 

mt!LOH I (IJA.PP ... •E$1) 

UNIT NU.IKTNI$1 ~"TU 
~NA.fiARANO. 
\¥lLA:tAH (Wt.PPB-W) 

Gambar 2.13 Mebnisme Pcloporan SAl 

A. Untuk melakaanakou SAK, dibeutuk unit alwntami keuangan. 

Unit akuntansi keuangan terdiri dari : 

I. Unit Akontansi Peugguna Anggaran{UAPA); 

a. UAP A melakukan proses penggabuogan laporan keuangan 

UAPPA-El rermasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan. 
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b. Untuk UAPA yang juga mengelola Anggaran Pembiayaan dan 

Perhitungan barus melakukan proses penggabungan laporan 

keuangan anggaran pembiayaan dan perhitungan. 

c. UAPA menyususn laporan keuangan tingkat Kementerian 

Negara!Lembaga berda.<arkan basil penggabungan laporan 

keuangan tersebut 

d. UAPA menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAPA 

beserta ADK kepada Diljen Perbendabaraan setiap triwulan. 

e. UAPA menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan 

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catalan alas 

Laporan Keuangan. 

f. UAPA melakukan rekofllliliasi atas laporan keuangan dengan 

Diljen Perbendabaraan c.q. Direktorat lnfonnasi dan Akunll!nsi 

setiap semester. Hasil rekonsiliealtersebut dituangkan dalarn Berita 

Acara Rekonsiliasi. 

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselonl (UAPPA­

EI); 

a. UAPPA-EI melakukan proses penggabungan laporan keuangan 

UAPPA-El yang berada di wilayah keljanya termasuk laporan 

keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 

laporan keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah 

UAPPA-El. dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan 

Perhitungan yang diganakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

Kemudian menyusun laporan keuangan tlngkat Eselon I. 

b. UAPPA-EI dapat melakukan rekonsiliasi alas laporan keuangan 

tersebut dengan Diijen Perbendabarnan c.q. Direktorat lnfonnasi 

dan Akuntansi setiap semester. Hasil rekonsiliasinya tersebut 

dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 

e. UAPPA-El menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan 

Neraca tingkat Eselon I beserta ADK kepada UAP A setlap bulan 
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d. UAPPA-El menyampaikan laporan keuangao semesleran dao 

tahunao berupa Laporan Realisasi Aoggaran, Neraca, dao Catalan 

alas Laporan Keuaogao 

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayab (UAPPA­

W); 

a. UAPPA-W melalrukao proses penggabungan !aporan keuangan 

yang bernsal dari UAKPA di wilayab keijanya tennasuk Laporan 

Realisasi Aoggaran Pembiayaan dao Perhitungan yang digunakan 

oleh Kementerian Negara/Lembaga kemudian menyusun laporan 

keuangan tingkat UAPPA-W. 

b. UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan 

Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada Kanwil Dirjen 

Perbendaharaon di wilayab masing-masing setiap bulan. 

c. UAPPA-W melukukan rekonsiliasi alas laporan keuangannya 

dengan Kaowil DiJjen Perbendaharaan setiap triwulao. Hasil 

rekonsiliasinya dituangkan dabun Berita Acam Rekonsillasi 

d. UAPPA-W wajib menyampaikan Lapomn Reallsasi Aoggaran dan 

Ncraca tingkat UAPPA-W bescrta ADK kepada UAPPA-El setiap 

bulan 

e. UAPPA-W menyampaikan laporan keuangan semesleran dao 

tabunan berupa Laporan Reallsasi Aoggaran, Neraca, dao Catalan 

alas Laporan Keuangan 

4. UnitAkuntansi Kuasa Pengguna Aoggaran (UAKPA); 

a Setiap UAKPA wajib memproses dnlrumen sumber untuk 

menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi 

Aoggaran, NOO.C., dao Catalan atas Laporan Kenangao satuan 

kruja 

b. UAKPA yang menggunakan anggaran pembiayaao dao 

perhitungan, juga wajib memproses dokumen sumber untuk 

menghasilkan Laporan Reallsasi Aoggaran dao catat•n alas 

Laporan Keuangan Anggaran Pembiayaan dao Perhitungan. 

Universitas !ndon..,ia 

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB UI, 2009



52 

c. Setiap UAKPA wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran 

dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada KPPN dan UAPPA­

W IUAPPA-EI 

d. UAKP A melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. 

Hasilnya diruangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 

e. UAKP A menyampaikan laponm keuangan semesteran dan tahunan 

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catalan alas 

Lapomn Keuangan. 

Untuk tebih jetasnya gambaran unit organisasi akuntansi keuangao 

dapat dilibat sebagaimana gam bar 2.14 berikut : 

Gambar2.14 

Unit Organisasi Akunta.W Keuangan 

--Tingkat' £seton 1 
Un4t" Akuntansi Petnbantu Pen-gun a Anggaran-Eseh:10n 1 

(UAPPA-E1) -
Tihfi!!k.;~~J; W\layah 

Unif: Akunt-ahst PeiDhant.u Penguna An.ggaran-Witayah 
(UAPPA-W) -- -

n kat Satl.Uth l<.e a 
Unit Akuntansi Kuasa Penguna Anggar,an (UAKPA) 

B. Untuk melaksaoakan SABMN, Kementerian Negora/Lembaga 

membentok Unit Aknntansi Banmg. 

Dimana unit akuntansi ini terdiri dari : 

1. Unit Akunta.w Pengguna &rang (UAPB ) untuk 

Kementerian!Lembaga 
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a. UAPB menyusun Laporan BMN tingkat Kementerian 

Negarn/Lembaga berdasarkan basil ponggabungan laporan BMN 

dari selurub UAPPB-EI di wllayah keljanya 

b. Laporan BMN kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen 

Perbendaharaan setiap semester 

e. UAPB melakukan pemutakhiran data Laporan BMN dengan Dirjen 

Perbendaharaan e,q, Direktorat Pengelolaan Banmg 

Milik!Kekayaan Negara setiap tabun 

2. Unit Akuntansi Pembanm Pengguna Barang- Eselonl (UAPPB-El) 

a. UAPPB-EI menyusun Laporan BMN tingkat Eselon I berdasarkan 

basil penggabungan laporan BMN selurub UAPPB-W di wilayah 

kerjanya, termasuk UAPPA-W Dekonsenttasi dan Tugas 

Pem1r.mtuan serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya 

b. Laporan BMN tingkat wilayah beserta ADK data transaksi BMN 

disampaikan kepada UAPB setiap semester 

c, Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMNjuga 

menjadi behan penyusunan Catalan Atas Laporan Keuangan 

tingkat Eselon I dan lampiran Laporao Keuangan 

3. Unit Akunlansi Pembantu Pengguna Barang- Wilayah (UAPPB-W) 

a. UAPPB-W menyusun Lapornn BMN tingkat wilayah berdasarkan 

basil penggabungan laporan BMN selurub UAKPB di wilayah 

kerjanya 

b. Laporan BMN tingkat wilayah beserta ADK data transaksi BMN 

disampaikan kepada UAPPA-EI dan Kaawil Dirjen 

Perbendaharaan di wilayahnya masing-masing setlap semester 

c, Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN juga 

menjadi buhan penyusunan Catalan Alas Laporan Keuangan 

tingkat UAPPA-W dan lampiran Laporan Keuangan 

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) 

a UAPB menyusun Laporan BMN tingkat Kementerinn 

Negarn/Lembaga berdasarkan basil penggabungan laporan BMN 

deri selurub UAPPB-EI eli wilayah keijanya 
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b. Laporan BMN kepada Menteri Keuangan c.q. Diljen 

Perbendaharaan setiap semester 

c. UAPB melakukan pemutakhiran data Laporan BMN dengan Diljeu 

Perbendaharnan c.q. Direktorat Pengelolaan 

Milik/Kekayaan Negara setiap !ahun 

7. Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari proses komputerisasi 

SAPP adalah dirinci pada tabe! Sistem Akuntansi yaitu pada tabe! 2.1. 

Tabel2.l~ Laponm Keuangan Sistem Akuntansi 

Sistem Jcnis Laporan: Pengguna Laporan: 
Akuntansi 

Laporan Arus Kas - Kepala KPPN 
- Kepala Kanwi! Diljen PBN 
-DiljenPBN 

SAKUN - Menteri Keu~ .. 
- Kepa!a KPPN 

NeracaKUN - Kepala Kanwil Di\jen PBN 
- Dirien PBN 

Laporan Realisasi - Kepala Kl'PN 
Anggaran - Kopala Kanwi! Difjen PBN 

- DiljenPBN 
SAU - Kepala KPPN 

NeracaSAU - Kepala Kanwil Diljen PBN 
~nPBN 

Lapomn Realisasi - Kepala Kantor 
Allggaran - Kopala Kan\\il 

- Kepala Daerab 
SAl - Pimpinan Ese!on-I 

- Menteri/Pimo. LembBJ<a 
NeracaSAI - Kepala Kantor 

- Ka. Kanwil, Ka. Daerah 
- Pimpinan Eselon-I 
- Menteri!Pimo. Lemb!IJ<a 
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2.5.2 Sistem Akuntansi berdasarkan Pcratu:ran Menteri Keuangan Nomor : 

171/l'MK.OS/2007 Pengganti Peraturan Menteri Kouangan RI Nomor 

: 59/l'MK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Kewmgan remerinblh Pusat 

Berikut ini ringkasan darl Peratu.ran Menteri Keuangan Nomor : 

!7!/PMI0::.05/2007 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

59/PMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelapomn Keuangan Pemerintah 

Pusat yaitu berubahnya SABMN menjadi SIMAK BMN yaitu : 

I. Doknmen Su.mber SA! terdiri dari : 

a. Dokumen penerimaan 

1) Estimasi Pendapatan yang dialokasikan 

2) Realisasi Pendapatan 

b. Dokwnen pengeluaran 

I) Alokasi Anggaran DlP A, SKO, dan doknmen lain yang 

dipersarnakan 

2) Realisasi Pengeluaran 

c. Memo Penyesuaian adalah jurnal koreksi dan jurnal aset 

d. Doknmen Piutang 

e. Dokumen Persediaan 

f. Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan 

g. Doknmen lainnya 

2. Barang Milik Negara ( BMN ) 

a. Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua berang yang dibeli atau 

diperoleh alas beben APBN alau berasal deri perolehan lahmy-a yang 

sah 

b. Perolehan lainnya yang sah meliputi: 

l) Barang yang diperoleh deri hihah/sumbangan a tau yang sejenis; 

2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjianlkontrak; 

3) Barang yang diperoleh berdasari<an ketentuan undang-nndang; atau 

4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh ketentuan huknm tetap. 
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c. BMN merupakan bagian dan aset pemerintah pusat. 

d. BMN meliputi unsur~unsur aset lancar1 aset tetap., aset 1ainnya., dan 

aset bersejarah. 

3. Prinsip-prinsip SIMAK-BMN 

a. Ketaatan 

Diselenggarakan sisi peraturan perundang-undangan & prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

b. Konsistensi 

Dilaksanakan secara berkesinamhungan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

c. Kemampubandingan 

Dapet dibandingkan antar periode akuntansi. 

d. Materialitas 

Mengungkapkan seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan. 

e. Obyektif 

Dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenamya. 

f. Kelengkapan 

Mencakup seluruh transaksi BMN yang teljadi. 

4. Kelum-.m SIMAK-BMN 

a. Daftar BMN; 

l) Daftar Barang lntrakomptabel 

2) Daftar Barnng Ekstr&romptabel 

3} Daftar Barang Bersejarah 

4) Daftar Barang Persediaan 

S) Daftar Konstruksi Dalam Pengeljaan (KDP). 

b. Kartu lnventaris Barang (KIB) Tanah; 

c. Kartu lnventaris Barang (KlB) Bangunan Gedung; 

d. Kartu lnventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor; 

e. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan; 

f. Daftar lnventaris Lainnya (DIL); 

g. Daftar lnventaris Ruangan (l:l!R); 

h. Laporan Barnng Kuasa Pengguna (LBKP); 
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•· Laporan Kondisi B!!1'<11lg (LKB) 

5. Dokumen Sumber SlMAK-BMN 

a. Saldo Awal 

Menggunakan cata!an dan atau Laporan BMN periode sebelumnya dan 

apabila dipcrlukan, dapat dilakukan inventarisasi. 

b. Perolehan/Pengembangan!Penghapusan 

L BerimAcara Serab TerimaBMN; 

2. Bukti Kepemilikan BMN; 

3. SPM/ SP2D; 

4. Kuitansi; 

5. F alctur pem belian; 

6. Surat Keputusan Penghapusan; 

7. Dokumen Jain yang sah. 

6. Kebljakan AkanlllnSi BMN 

a sebagui persediaan (aset lancai) apabila dibaxapkan segera dipakai atau 

dimililci untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

pelapornn. 

b. sebagui aset telap epabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan, untuk digunakan tidak dimakaudkan untuk dijual 7 

Tanab; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan; Aset Temp Lainnya; serm Koru;truksi dalam PengeJjaan. 

c. sebagai aset lain-lain apabila BMN berupa aset temp yang sudab 

dibentikan penggunaan aktif pemerinmh. 

7. Pengertian Persediaan adalah : 

a Aset Jancar dalam bentuk banmg atau perlengkspan yang dimaksudkan 

untuk mendukuag kegia!an operasional pemerintah 

b. Barang-banmg yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan 

dalam rangks pelayanan kepada masyarakat. 

c. Persediaan dapat meliputi banmg konsunnti, amunisi, bahan untuk 

pemeliharaan, sukn eadang, persedisan uotuk tujuan sinllegislbe!jaga­

jags, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah 
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jadi, tanah/bangunl!ll untuk dijual atau diserahkan kepada masyruakat, 

dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyruakat 

8. Pengakuan & Pengukuran Persediaan 

a. Persediaan dia!rui pada soat diterima atau hak kepemilikanuya dan!atau 

kepenguasaannya berpindah 

b. Pengukuran persediaan disaji.kan sebesar: 

c. Biaya perolehan adalah apabila diperoleh dengan pembelian. 

d. Biaya standar adalah apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 

e. Nilai wajar adalah apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 

donasi/rampasan 

9. Pengungkapan Persediaan 

a. Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai monetemya 

b. Dalam Catatan Atas Laperan Keuangan harus diungkapk.an 

Selanjutnya gambaran unit organlsasi akuntan.•i BMN dapat dilibet pada 

gamber 2.15 berikut: 

Gambar2.15 

Unit OrganisasiAkunlansi BMN 

Tingkat l<em.enterian Negara/LeiHbaga 

Unit Akuntansi Pengguna ~-~~fl!:!:. (UAPB) -----------·-
Tingkat Esf!<fon 1 . 

Unit Akunt:ansi Pembanttt Penguna ll:il!r:~ogo;~~.~.n 1 
(UAPPB-E1) 

-====-- ~ 

nngkat Wilavah 

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna ~~(~08::-Yil.i•aya_t:-
(UAPPB-W) ----------::---

TlnPkat Satuan Keri a 
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna tl"'r.a~ {UAKPB) 

.. 
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TINJAUANUMUM 

3.1. Profile Direktorat Jenderal M811dikdasmen 

Berdasarkan Pernturan Presiden Nomor !() tahun 2005, yang telah 

disempumakan dalam Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2005 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Diljen 

Mandikdasmen adalah salah satu Direktorat Jenderal di Departemen Penclidikan 

Nasional (Depdiknas). Direktorat Jenderal lainnya ada1ah Diijen Pendidikan 

Tinggi, Digen Pendidlkan Pendlclikan Luar Sekolah, dan Ditjen Peningkatan 

Mutu Pendidlk dan Tenaga Kependiclikan. Pada jaja.'llll yang """"' Depdiknas 

memiliki Sekretariat Jenderal, lnspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan 

Peru.tidikan. Ketujuh lembaga ini dlnamakan unit utama Depdiknas, memiliki 

kedudukan yang sejajar dengan tugas yang berbeda. 

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 rentang Sistem 

Pendidlkan Nasional, Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2005, dan Pemturan 

Menteri nomor 14 tahun 2005, Diijen Mandikdasmen me!Dl1iki tugas pokok dan 

fungsi berikut: 

I. Mem.fitsilitasi pemerintah daerah mengombangkan peru.ticlikan dasar dan 

menengah dl daerah masing-masing. 

2. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi peda tingkat nasional untuk 

pengembangan Pendiclikan Dasar dan Menengah. 

3. Belllll!llll-sruna dengan Pemerintah Daerah memantau pelaksanaan program 

nasional pendiclikan. 

4. Melakukan evaluasi daropak (impact evaluation) kebijakan Diljen 

Manclikdasmen dl bidang pelayanan pendiclikan dasar dan menengah. 

5. Menyediakan perangkat yang dlperlukan untuk memberikan pelayanan 

pendiclikan kepada daerah, sekolah, dan masyamkat mengenai aspek-aspek 

pelayanan pendidikan bermutu. 
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6. Menetapkan kebijakan nasional mengenai pelayanan pendidikan dasar dan 

menengab yang berlaku untuk selnnab wilayab NKRI. 

7. Menfusilitasi, membina dan melaksanakan pengawasan dabun penyelenggaran 

disentmlisasi Pendidikan Dasar dan Menengab. 

3.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Mandikdasmen. 

L Visi Ditjen Mandikdasmen 

Visi Ditjen Mandikdasmen dirurnuskan sebagai berikut: 

"Terwujtulnya pendidilo:m dasar dan menengah bermutu untuk kehidupan 

yang cerdaf alas dasar kepribadian dan akhlak mulia bagi seluroh anak 

bangsa" 

2. Misi Mandikda.'imen 

Misi Di(jen Mandikdasmen adalab: 

a. Meningkatkan akses masyarakat untuk pendidikan dasar dan menengab 

yang be!Illutu. 

b. Membantu/membimbing satuan pendidikan di jenjang Pendidikan Dasar 

dan Menengab untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu . 

c. Menjalin kerjasama yang efektif dan produktif dengan pemerintab daecab 

dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar 

dan menengab yang inamutu. 

d. Membantn pemerintab daerab menyediakan saxana dan prasarana belajar 

pendidikan bermutn. 

e. Melakukan inovasi dalana mengembangkan sistem penyelenggaraan 

pendidikan bermutn dan akuntabel. 

f. Merintis pengembangan lingkungan sekolab sebagai pusat pengembangan 

budaya (a centre for cultural development). 

g. Mengembangkan sistem pelayanan kbusus untuk peserta didik yang 

berru!a dalam konteks sosial, ekonomi, dan kondisi geografis kbusus. 

h. Menfusilitasi daerab dalarn penyusunan arab, pembimbingan, pengatnran 

dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dasar dan 

meoongab. 

Universitas Indonesia 

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB UI, 2009



61 

3.1.2. Struktur Organisasi Ditjen Mandikdasmen 

Berdasarkan Peraturan Menteri Diknas Nomor 14 tahon 2005 tanggal 3 

Agustus 2005, Ditjen Mandikdasmen terdiri dari satu Sekretariat Ditjen dan 5 

Direktorat, yaitu: 

a. Sekertariat Direktorat Jenderal; 

b. Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Seko1ah Dasar; 

c. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; 

d. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Alml; 

e. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; 

f Direktomt Pembinaan Sekolah Luar Biasa 

Struktur di atas merupakan hasil perubahan struktur organisasi Depdiknas. 

Diljen Mandikdasmen dihasilkan sebagai haail pengembmgan dari Diljen 

Dikdasmen ymg memiliki satu Sekretariat Ditjen dan 6 direktorat, yaitu: 

Direktorat TKISD, Direktorat SMP, Direlctorat SMU, Direlctorat Dikrnenjur, 

Direlctorat Pendidikan Luar Blass. dan Direlctorot Tenaga Kcpendidikan. 

Direktornt Tenaga Kependidikan tidak lagi berada di bawah koordinasi 

Ditjen Mandikdasmen. Berdasarkan Kepn!us1li! Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 3110/2005 tanggal 18 Maret 2005, Direlctorat Tenaga Kependidikan 

dipindahkan Direktorat Jenderal barn yaitu Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang mempunyai tugas merumuskan serta 

melaksanakan melaksanakan kahijakan dan standarisasi teknis di bidang 

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependldikan. Nama-nama direlctomt yang 

berada di bawah pembinaan Digen Maadikdasmen pnn berubah, disesuaikan 

dengan nama satuan pendidikan tersebat yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

nomor 20 ta!IUn 2003 tentang Sistem Pendldikan Nasional terlihat"pada gambar 

3.1 ini. 
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Gambar 3.1. Struktur Organisasi Ditjen Mandikdasmen 

"'""""''-'"' ~--.- ..... ~~q. 
•···~·'"~v'''' ,_ .. ,,..,,-,' ~··• '''<'-'• .,, ',,, '' ... _ .... , .... , .. _. .. ,. ,,, ,,, "'"''-'". 

ntt.tcn. 
~.1<lnaJcnHm ;~, n ikU'l~nOn · _,., . . . 

Mengacu pada perubahan tersebut di atas, telah dilreluarkan Peraturan 

Mendiknas nomor 14 tahun 2005, tanggal 3 Agustus 2005, yang menetapkan 

bahwa Direktorat Jenderal Mandikdasmen merupakan direktorat jenderal 

pembinaan. dengan penekanan prula bidang manajemen. Perubahan tugas dan 

fungsi ini selaras dengan perubahan dalam tata pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerab untuk 

penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian., tugas pokok dan fungsi 

Direktorat Jenderal Mandikdasmen ini Jebih terfokus pada aspek manajemen 

sesuai dengan namanya. 

3.1.3. Togas pokok dan Fungsi Ditjen Mandlkdasmen 

Mengacu prula Peraturan Menlllrl Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

nomor 14 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengab Departemen Pendidikan Nasional, 

tugus pokok Di\ien Mandikdasrnen adalah "merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan 

menengah.n 

Berdasarkan Pennen Diknas nomor 14 tabun 2005, fungsi Ditjen 

Mandikdasmen rulalah: 
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a. Penyiapan perumUSilll kebijakan departemen di bidang rnanajemen pendidikan 

dasar dan menengab; 

b. l'elaksanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengab; 

c. Penyu.sunan standar, nonna, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang 

manajernen pendidikan dasar dan menengab; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang manajemen pendidikan 

dasar dan menengab; 

e. Pelaksanaan urnsan administrasi Direlctorat Jenderal. 

3.1.4. Arab dan Strntegi Pengembangan Pendidihan Dasar dan Menengah 

Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengab secara nasional diarabkan 

kepada liga pilar progeam, yaitu: 

!. Pemerataan dan perluasaan akses untuk memperoleb Pendidikan Dasar dan 

Menengab; 

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan 

3. Penguatan tala kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik padn jenjang 

Pendidikan Dasar dan Menengab. 

Untuk mencapai sasaran tersebut maka strategi pengembangan pendidikan 

dasar dan menengab dibegi atas 4 periode: 

a 2005 - 20 l 0 : Peningkatan kapasitas dan modemisasi: pemerataan akses, 

peningkatan !PM, dan penggunaan !Cf 

b. 2010-2015: Penguatan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan dnya saing 

dalarn pelayanan pendidikan yang semaldn besar, desentrnlisasi fiskal dan 

otoncmi dnerah yang semaldn dewasa. 

c. 2015 - 2020 : Day a· saing regional: pengembangan mutu dan pelayanan 

pendidikan dasar dan menengab yang memiliki dnya saing pada tingkat 

ASEAN 

d. 2020 - 2025 : Daya saing intemasional: pengembangan mutu dan pelayanan 

pendidikan dasar dan menengab berkelas intemasional 
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3.1.5. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 

tahun 2005, tentang Organisasi dan Tala Kelja Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, dirnana pacta 

Bah I Bagian Ketiga pasal 5 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan 

Organisasi (Sekretariat Direktorat Jenderal) menyebutlam bahwa Sektetariat 

Direktorat Jeoderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tetaris dan 

administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit orgunisasi dl 

lingkungan Direktorat Jenderal. 

Pacta pasal6 menemngkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dirnaksud dalam pasal 5, Sektetariat Direktorat Jendaral menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, dan program pendidikan 

dasar dan menengah; 

b. koordinasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal; 

c. pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal; 

d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta 

kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal; 

e. pengkoordinasian penyusunan bahan infonnasi dan hubungan masyarakat 

bidang peodidikan dasar dan menengah; 

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan parlengkapan dl 

lingkungan Direktorat Jeoderal. 

Kemudian pasal 7 menjelaskan Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri alas : 

a. Bagian Pereneanaan; 

b. Bagian Keuangan; 

c. Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian; 

d. Bagian Umum; 

e. Kelompok Jahatan Fungsional. 

Dari ke lima bagian terSObut menurut pasal 12 Bagian Keuangan 

mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan eli lingkungan Direktorat 

Jenderal, yaitu sebagai bodkut : 

a. penyusunan reucana anggamn di lingkungan Direktnrat Jenderal; 
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b. pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Direktorat Jenderal; 

c. pelaksanaan urusan perbendabaraan di lingkungan Direktorat Jenderal; 

d. evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal. 

Dalam menyelenggarakan fungsinya tersebut Bagian Keuangan terdiri 

atas: 

a. Subbagian Anggaran dan Pembiayaan yang menpunyai tugas melakukan 

penyiapan baban penyusunan rencana anggaran dan urusan pembiayaan dl 

lingkungan Direktorat Jenderal. 

b. Subbagian Perbandabaraan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, 

penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan 

Direktorat Jenderal. 

c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan 

pembukuan dan verifikasi, pengbitungan anggaran, dan evaluasi serta 

penyusnnan laporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal. 

Menurut l'eraturan Menteri l'endidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 25 Tabun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengab yaitu pada penal 

6, rincian tugas Subbagian Anggaran dan Pembiayaan yaitu : 

a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan penyiapan penyasunan 

program kerja Bagian; 

b. melakukan penyiapan baban penyusunan rencana anggaran di lingkungan 

Direktorat JenderaJ; 

c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan 

Direktorat Jenderal; 

d. melakukan penyiapan baban penyasunan satuan biaya kegiatan; 

e. melakukan penyiapan baban revisi anggaran di lingkungan Direktcrat 

Iendera1; 

f. Melakukan penelitian kabenaran doknmen pencainlll anggaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. melakukan penelitian kesesuaian dan ketersediaan dana sesnal dengan 

doknmen anggaran di lingkungan Direktcmt Jenderal; 

h. melalrukan penyimpanan dan pemeliharaan doknmen Subbagian; 
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Rlncian tugas Subbagian Perbendaharaan memnut 

sebagai barikut : 

a. melakukan penyusunan program ke!ja Subbagian; 
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pasal 7 adalah 

b. melakukan penerimaan dan penyimpanan keuangan Direktorat Jenderal; 

c. melakukan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan 

pembayaran lainnya; 

d. melukakan penelitian dan pengqjian bakti daniaUlu dokumen penerimaan dan 

pengeluaran keuangan Direktorat Jenderal; 

e. melakukan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;. 

f. melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 

g. melukakan penyusunan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

keuangun Direktorat Jenderal; 

h. melukakan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi; 

i. melukakan penyiapan usul bendahara dan calon pemegang uang muka 

kegiaUln unit ke!ja di lingkungan Direkto!llt Jendernl; 

J. me!akukan penyiapan bahan usu! penghentian pembayaran gaji pegawai yang 

pensiun, berbenti, pindah, dan meninggal dunia; 

k. melukakan penyimpanan dan pamelibaraan dokumen Sobbagian; 

!. melukakan penyusunan laporan Subbegian. 

Sedangkan peda pasal 8, memuat rincian tugas Subbagian Evaluasi 

Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut : 

a. melakukan penyusunan program ketja Subbagian 

b. melukakan pengnmpulan, pengolahan, dan analisis perkembangan 

pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; 

c. melakukan pembukuan dan verifikasi keuangan Direkro!llt Jendernl; 

d. melukakan · penyiapan bahan peuyusunan penghitungan anggaran di 

lingkungan Direktorat Jenderal; 

e. melukakan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktomt Jendernl; 

f. melukakan penyiapan bahan penyusunan tindak Janjut basil evaluasi 

pelaksanaan anggaran di lingkungan Direkro!llt Jendernl; 
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g. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan daya serap anggaran di 

lingkungan Direktorat Jendernl; 

h. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di 

lingkungan Direktorat Jendernl; 

i. melukukan penyiapan dan pemelihata!Ul dokumen Subbagian; 

j. melukukan penyusunan laporan subbagian dan penyiapan penyusunan laporan 

Bagian. 

Menurut pasal22 Bagian Umum terdiri dari : 

a. Subbagian T ata Usaha; 

b. Subbagian Runsah Tangga; 

c. Subbagian Perlengkapan. 

Tugas ke tiga subbag tersebut menurut Pasal 23 diterangkan : 

(I) Subbagian Rumah Tangga mempunyai togas melukukan urusan keprotokolan, 

kerumahtanggaan, pemeliharaan dan pengaturan penggunaan sarana prasanma 

di lingkungan Direktorat Jendernl. 

(2) Subbagian Perlengkapan mempunyai togas melukukan urusan pengadaan, 

pendlstribusian, inventarisas~ dan penghapusan barang perlengkapan 

Direktorat Jenderal. Dasar hukumnya yang lahanya. 

Peraturan Menter! Pendidikan Nasiooal Republik Indonesia Nomor 2S 

tahun 2006 tentang Rlneian Tugas unit keJja di lingkungun Direktorat Jendernl 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pade pasal 13 mengatur mengenai 

rincian togas Bagian Umum adalah sebagai berikut: 

a melaksanakan panyusunan rencana kebulnhan, pengadean, pemeliharaan, dan 

perawatan sarona dan P""""""" Direktorat Jendernl; 

b. melaksanakan pengadaan, penyimpana!!, pendistribusian, pemeliharaan, dan 

perawatan sarana dan prasarana Direktorat Jendernl; 

c. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di 

lingkungan Direktorat Jendernl; 

d. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prnsarana di lingkangan 

Direktorat Jendernl; 

Untuk rincian togas Subbagian Rumah Tangga diatur pade pasal 15 

sebagai berikut : 
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a. melak:ukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor) kendaraan dinast 

gedung kantor. rwnah jabatan, dan wisma serta sarana dan prasarana lainnya 

di lingkungan Direktorat Jenderal; 

b. melakukan urusan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di 

lingi<IUlgan Direktorat Jenderal; 

Untuk rincian tugas Subbagian Perlengl<apan diatur dalam pasal 16 

sebagai berikut ; 

a. melakukan penyusunan rencana l<ebutuhan, pengadaan dan penyimpanan 

sarana dan prasarana di lingk!Ulgan Direktorat Jenderal; 

b. melakukan urusan pengadaan, penyimparum, dan pendistribusian samna dan 

prasarana di lingknngan Direktorat Jenderal; 

c. melakukan urusan inventarisasi barang milik negara di lingknngan Direktorat 

Jenderal; 

d. melaknkan penyiapan usul pengbapusan barang milik negara di lingknngan 

Direktorat Jenderal; 

3.2 Organisasi Pengelula Sistem Akunlansi Departemen Pendidik.an 

Nasiona1 

Menurut Peratumn Menterl Pendidikan Nas.ional Nomor 16 tahun 2008 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingknngan Depertelnen Pendidikan 

Nasional, maka organisasi pengelola Sistem Akuntansi Depdiknas meliputi ; 

A. Unit Akuntansi Keuangan dan Baraog Departemen Pendidikan 

L Unit Akuntansi Pengguna Auggaron!Barang (UAPAIB) adalah unit 

akuntansi pada lingkat Departemen. 

2. Unit AkU!llanSi Pembantu Pengguna Auggaran/Barang Eselon I 

(UAPP AIB·El) adalab unit akuntansi pada lingkat Eselon 1 yang 

ditetapkan oleh Menteri sesuai struktur Eselon pada Departemen. 

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Auggaran!Barang (UAPPAIB-W) 

adalab unit akuntansi yang berada pada lingkat provinsi yang ditetapkan 

oleh Menteri sebagai koordinator provinsi. 

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Auggaron/Barang (UAKPAIB) adalab 

unit akuntansi yang berada pada tingkat Satker. 
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Selanjutnya gambaran unit pengelola Sistem Akuntansi Depdiknas 

sebagaimana gam bar 3.2 berikut : 

Gambar3.2 

Unit AlruDtansi Depdiknas 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya babwa Set. Ditjen mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi 

pelaksanaan togas nnit organisasi di linglrnngan Direktorat Jenderai, oleb karena 

itu peogelola pelaksanaan SAl menjadi tanggungjawabnya, yaitu dibawab Sub 

bagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Keuangan dan Sub bagian 

Perlengkapan pada Bagian Umum. Selanjutnya gambaran struktur organisasi 

penanggung jawab SAl Eselon-1 Ditjen Mandikdasmen Depdiknas sebagaimana 

gambar 3.3 berikut : 
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Gambar3.3 

Struktur Organiso.si Penanggung Jawab SAl 

Eselon-1 

Ditjen Mandikdasmen 
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Kabag 
Umum 

Kasubag 
Rumall 
tangga 

Dalmn struktur pengelola SAl pada Diljen Mandikdasmen, yang 

bertanggung jawab atas berjalannya Sistem Alruntansi Keuangan (SAK) adalah 

Bagian Keuangan Set. Ditjen Mandikdasmen, dibawab tupoksi subbag Evaluasi 

Pelaksanaan Anggaran, sedangkan untuk Sistem lnformasi Manajemen dan 

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) menjadi tanggung jawab.Bagian 

Umum Set. Di\ien Mandikdasmen, dibawab tupoksi subbag Pedengkapan. 

Gambamn kerangka umum pengelola dan pelaksana SAl di Ditjen Mandikdasmen 

Depdiknns sebagaimana gambar 3.4 berilrut: 
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Pelalwm:aannya di Direktorat Jenderal 

Manajemen Peodidikan Dasa.r dan Menengah 

Sietem. akuntansi 
Instaasi 

CSAII 

I 

Sistem )nformasi 

Sistem Akuntansi Keuaogao Manajemen & Ak!Ulfllll!li 

(SAK) BMN 
(SIMAKBMN) 

(Bagian Keuangan Subbag. (Bagian Umum Subbag. 

Evaluasi Pelaksanaan Perlengkopan & Subbag. 

Anggaran) Rumah Tangga) 

Set. Ditjen Mandikdasmen, kepala kantomya adalah Sek:retaris Direktomt 

Jenderal, sedang di daerah kepala kantomya adalah kepala dinas. Selanjutnya 

grunbaran hubungan Unit Akutaosi Keuangao dengao Unit Akuntaosi Barang 

pada Struktur Organisasi Kementerian Negard!Lembaga Tingkat Satker 

sebagaimana gambar 3.5 berikut: 
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Gambar3.5 

Hubungan Unit Akuntansi Keuangan dengan Unit Akuntansi Barang pada 

Struktur Organisasi Kementerian Negara/Lembaga 

TINGKAT SA TUAN KERJA 

Kepala Kantor ' 

' ' 
' ' " 

Kasubag Keuangan!Pejabat Kanubag TUIPejabat 

Slstem Akuntansi Keuangan Sistem Informasi Manajemen 
(SAK) 

& Akuntansi BMN 
. "'·----· -· -
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!lAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Salah satu upaya unruk mewujudkan transpamnsi dan akuntabilims 

pengelolaan keuangan negara adalah menyampeikan laporan pertanggungjawaban 

keuaogan pemerintah yang memenubi prinsip tepet waktu dan disusun dengan 

mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal 

te<sebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBNI APBD disusuu dan disajikan sesual dengan standar akuntansi 

pemerintahan yang te]ah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan, 

andal, dapet dibandingkan Jan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan 

neraca selurub transaksi yang dilaknkan oleh suatu entitas pelaporan selama satn 

periode pelaporan. Laporan keuangan terutama untuk membandiogkan realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan, menllai lrondisi keuangan, mengcvaluasi efektiviw dan efisiensi suatu 

entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan 

pemndang-undangan. 

Fenomena dana dekonsentmsi yang terjadi, yaitu ketika Pemerintah 

Daerah mengajukan anggaran dana dekonsentrasi pendidikan, maka dengan 

antusias aparat daerah merasa sebagai bagian dari Diknas. Ketika hams 

melaporkan pertanggungjawaban, rasa antusias tersebut cenderung berlrorang 

karena merasa sebngai aparat Gubemu:r. lni menyebabkan mekanisme pelaporan 

melalui UAPPA-WIUAPPB-W tidak be!jalan, sehingga laporan tidak sampai ke 

pejabat Eselon I Dikdasmen. Akibatnya Depdiknas sebngai penanggungjawab 

penyalunm dana dekonsen-i kosulitan ketika membuat laporan 

pertanggungjawaban. 
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Oleh kareQa itu untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

pencatatan dilingkungan Direktorat Jenderal Mandikdasrnen, baik untuk Kantor 

Pusat rnaupun Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Daerah, Difjen Mandikdasmen 

perlu untuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Alruntansi Tnstansi agar dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan Eselon I, sehingga dapat sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintalum dan tepat waktu. 

4.1. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Ditjen 

Mandikdasmen 

4.1.1. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan di Ditjeo Maodikdasmeo 

4.1.1.1.Dokumen Somber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yaog berhubungan dengan transaksi 

keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasill<an data 

akuntansi. Dokumen sumber yang dlgunakan di tingkat satuan ketja adalah: 

1. Dokumen estimasi pendapatan 

a. Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran (DIP A) Halaman IV; 

b. Fonnulir 1.4. Uralan Anggaran Pendapatan per Mata Anggaran 

Penerimaan (MAP) darl R.encana Ketja dan Anggaran 

Kementerian!Lembaga (RK.A-KL) dan Revisi. 

2. Dokumen penerimaan anggaran: 

a. Sumt Setoran Bukan Pajak (SSBP); 

b. Surat Setoran l'engembaiian Belanja (SSPB); 

3. Dokumen anggaran: 

a. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atau RKA-KIL Formulir 1.5 dan 

Revisi; 

b. Daftar !sian Pelaksanaan Aoggaran (DIP A) dan Revisi; 

e. Sura! Kuasa Pengguna Anggaran (SKP A); 

d. DIP A Luncuran dan Revisi; 
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4. Dokumen pengeluaran Bllggaran: 

a. Surat Perintah Membayar (SPM): 

b. Surat Perintab Pencairan Dana (SP2D); 

c. Surat Perintab l'embukuan/Pengesahan (SP3); 

5. Dokumen Sumber Lainnya: 

a. Berita Acara Opnam.e Fisik Persediaan; 

b. llcrita Acara Opname !Cas pada Bendahara Penerima; 

c. Laporan Persediaan dan Laporan Basil Mapping Persediaan; 

d. Daftru: PNBP yang belwn disetor ke Kas Negara; 

e. Daftar Piutang PNBP, Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), 

dan Piutang Lainnya; 

f. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (L-KDP); 

g. Daftar Aset 11duk Berwujud; 

b. Daftru: aset tetap yang tiduk rugunakan ( dalam proses penghapusan). 

4.1.1.2.Aktivitas Unit Akuntansi 

Aktivitas yang <tilaksanakan pada unit akuntansi adalab sebagai berikut: 

1. Verifikasi Dokumen StHnber, yaitu kegiatan untuk memastikan benya 

dokumen sumber yang sah, lengkap, dan beoar yang <tirekam dalam 

Aplikasi SAl; 

2. Perekaman Dokumen Sumber, yaitu kegiatan memindabkan dala-<lata 

dalam lembaran kertas menjedi data-data elektronik; 

3. Verifikssi Register T!llllSak:si Harian (RTH) yaitu kegiatan untuk 

memastikan data yang <tirekam telah sesual dengan dokumen 

sumbemya; 

4. Proses Penerimaan Data BMN yaitu kegiatan menggabuogkan jumal 

aset tetap ke dalarn file tertentu yang siap untuk diposting menjedi 

bukn besar; 
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5. Proses Posting yaitu rnengubah data-data elektronik trnnsaksi menjadi 

data-<lata elektronik akuntansi, proses pembentukan buku besar 

sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan dengan mengacu pada 

jurnal standar; 

6. Pencetakan Laporan Keuangan yaitu kegiatan untuk mengbasilkan 

infonnasi keuangan untuk kepentingan pertanggungjawaban maupun 

rnanajerial dalam rangka pengambilan keputusan; 

7. Veriftkasi Laporan Keuangan yaitu kegiatan untuk memastikan bahwa 

lapnran keuangan yang dihasilkan berasal dari perekarnan dokunaen 

sumber yang sah, lengkap, dan benar; 

8. Proses Pengiriman Data yaitu kegiatan membentuk file data elektronik 

untuk dikirim; 

9. Distribusi Laporan Keuangan dan Data sebagai sarana 

pertanggungjawaban dan agar data-<lata tersebut bisa dikompilasi 

4.1.1.3.Prosedur Pelaporan dan Pengiriman Data 

1. Prosedur Pelaporan dan Pengiriman Data UAPPA-W ke 

UAPPA-El 

A. Kebijakan 

I. Pelapnran adalab 

pertanggungjawaban 

proses penyusunan 

pelaksanaan anggaran 

laporan 

tingkat 

wilayah/provinsi yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

yang ditunjuk sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 

Anggaran-Wilayab (UAPPA-W) yang terdiri alas Neraca, 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catalan alas Laporan 

Keuangan (CaLK). Neraca dan LRA dihasilkan dari proses 

Aplikasi Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-
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Wilayah (SAPPA-W) yang meliputi proses penerimaan ADK 

dari UAKP A, vcriflkasi buku besar, dan pencetakan lapornn; 

2. Data akuotansi yang ada pada UAPPA-W merupakan 

kompilasi ADK dari UAKPA yang ada pada wilayah/provinsi 

yaog bersangkutao. Kompilasi ADK dari UAKP A diproses 

melalui mekanisme penerimaan data akuntansi pada Aplikasi 

Sistem Akw1tansi Pembantu Pengguna Anggarnn-Wilayah 

(SAPPA-W). 

3. Pengiriman merupakan proses penyampaian laporan 

pertanggung..jawaban pelaksanaan anggaran berupa Neraca, 

LRA, CaLK, dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada Unit 

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I dalam 

bagian anggaran yang sama. 

4. Pengiriman ke UAPPA-EI dilakukao setelah dipastikan bahwa 

seluruh UAKP A pada wilayah/provinsi yang sama telah 

diterima dan digahungkan dalam Aplikasi SAPPA-W. 

5. Kbusus untuk akhir triwulan, pengiriman dilakukan setelah 

dilakukan proses rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB); 

6. Kbusus untuk akbir tahun selain Neraca, LRA, dan CaLK 

dibuat Sural Pemyataan Tanggung Jawab/Statemen of 

Responsibility (SOR). 

7. Jenis dan periode pelaporan pada tingkat UAPPA-W yang 

dikirim ke tingkat UAPPA- EI atau Kanwil DJPB adalah 

sebagai berikut: 
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Jenis . Periode: ~ela~rim ·. 

N• Laporanl 
BUt9nan 

.· 
ADK _-.Triwulanau Se~eSte_ran Ta.hutilln 

L LRA •) X X X X 

2. N'lmlca l X - X X 

3, CaLK - - X X 

4, SOR - - - X ..... _ 
5. ADK X - - -
6. BAR - X X X 

8. Jadwal pengiriman !apornn dan ADK ke tingka.t UAPPA-EI 

adalah sebagai berilrnt; 

>. ·.·· 

2. Triwulan I Tanggal20 April setetah akhir triwulan l 

J, Semester I Tanggai 15 Juli scteiah semester I berakhir 

2. Triwulan m Tanggal 20 OktQher setelah akhir-triwulau I1I 

4. Talrurum T anggal29 Jarmari seteiah akitir talnm bcljalan 

B. Prosedor 

NO. PROSE OUR OLEH 
I. Meneliti registrasi pengiriman dan penerimaan data Petugas 

dart UAKPA dan bandingkan dengan daftar Administrasi 
UAKPA yang ada pacta wiJayah Jcdlg bersangkutan 
untuk memastikan bahwa seluruh data UAKPA 
telah diterima dan digabungkan dalam Aplikasi 
SAPPA-W. 

2. Jika terdapat UAKPA yang belum mengirimkan Pel\lgaS 
diita a tau data yang dildrimkan belum benar, Administrasi 
menyarnpaikan peroberitahuan kepada UAKl'A 
yang bersangkutan untuk mefigirimkan data 
akuntansi atau memperbaikai data akuntansi dan 
meiakukan nenP1riman ulan~. 

3. Melakukan Bm:ku data SAT Onenltor Komvuter 
4. Mencetak formulit berikut ir.i dari Aplikasi SAl: Opmtor Komputer 

a.. Neraca bu.larwn; 
b. LRA Selanja; 
c. LRA Pengembalian Beianja; 
d. LRA Pendapatan Neg= danllibab; 
e. LRA Pengembaiian Pern:lapatan Negara dan 

Hibah. 
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5. Khusus untuk akhir periode triwulanan, apabila Petugas Verifikasi 
belum dilakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB, 
mellakukan prosedur Rekonsiliasi dengan Kanwil 
DJPB. 

Kalau sudah dilakukan rekonsiliasi, melakukan 
langkah berikutnya. 

6. Jika periode yang bersangkutan merupakan akhir Penanggung Jawab 
semester, membuat Catatan atas Laporan Keuangan UAPPA-W 
(CaLK). 

7. Jika periode yang bersangkutan merupakan akhir PenanggW1g Jawab 
tahun, membuat Surat Pemyataan Tanggung UAPPA-W 
Jawab/Statement ofResponsibility (SOR). 

8. Melakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SAPPA- Operator Komputer 
W dan cetak register pengiriman data SAL 

9. Menandatangani register pengiriman data SAl Penanggung Jawab 
UAPPA-W 

10. Melakukan pengiriman forrnulir pada nomor 2, Petugas 
ADK, CaLK, dan SORke UAPPA-EL Administrasi 

11. Menyimpan dan catat dalam register pengiriman Petugas 
data SAl ke UAPPA-El. Administrasi 

2. Prosedur Peoerimaan UAPPA-WfUAKPA Kantor Pusat pada 

UAPPA-El 

A. Kebijakan 

1. Penerimaan Data UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat pada 

UAPPA-El adalah proses penggabWJgan atau kompilasi data 

akuntansi dari Unit AkWJtansi Pembantu Pengguna Anggaran­

Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 

Anggaran (UAKPA) Kantor Pusat pada Unit Akuntansi 

Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-El) yang 

berada dalam satu Unit Organisasi Eselon I. 

2. Input data akuntansi pada UAPPA-El adalah laporan keuangan 

dan ADK yang d.iterima dari UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat 

yang ada pada Unit Organsiasi Eselon I yang bersangkutan. 

3. Penggabungan data diproses melalui mekanisme penerimaan 

ADK pada Aplikasi Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna 
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Anggaran-Eselon I (SAPPA-EI) yang dilakukan setiap bulan 

sesuai dengan jadual pengiriman dari UAPPA-W ke UAPPA­

El. 

4. Proses penerimaan dala meliputi verilikasi ADK dengan LRA, 

Neraca, dan register pengiriman dari UAKP A, penggabungan 

dala pada Aplikasi SAPPA-W, pencetakan bukn besar dan 

LRA UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat yadg bersangkutan, 

serta proses back~up data. 

5. Verilikasi ADK dillaknkan untuk menjamin bahwa data dalam 

ADK memiliki isi yang sama dengan data peda cetakan lapn"'Il 

yangditerimadarl UAPPA-W/UAKPA KantorPusat. 

B~ Frosedor 

NO. PROSJ!DUR oum 
I. Menerima dokumen surober berupa Laporan Petugas 

Keuangan, ADK, dan Register Pengiriman dari Administrasi 
UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat 

2. Mencarat peneriinaan dokumen sumbertersebut Petug,as 
ke dalam buku agenda/ekspedisi dan Administrasi 
menyampAikannya kepada Perugas Verifikasi, 

3. Melakukan veriiikasi dokumen sumber. Petugas Verifikasi 

a. Meneiiti 
keabsaban dokumen sumber, antam iain 
bahwa Laporan Keuangan dan R£gister 
Pengiriman teJah ditandatangani oteh 
penanggungjaw.ab UAPPA-W/UAKPA 
Kantor Pusat; 

b. Meneliti 
bahwa ADK yang diterima memiliki !rode 
UAPPA-WfUAKPA Kantor Pusat dan 
periode pengirlman yang sesuai dengan 
dokumen sumber angka 3.a. di.atas. 

Apabila terdapat dokl.l.ltiell sumber yang tidak 
sah, mengembalikan dolrumen tersebul UAPPA· 
WIUAKPA Kan!w Ptlsat )'>ll8 be>-sangkutan. 

4. Melakukan Penerimsan Data pada Aplikasi Operator Komputer 
SAPPA-El disertal dengan pencetalrnn Jtegister 
Pencrimsan Data dan menyampaibnnya 
kepada Petugas Verifikasi. 

5. Melakukan veritiiGasi (mencocokan ulang) Petugas Verifikasi 
Register Penerimaan Data den:e;an Register 
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---···~ Pengirlman Data da:ri UAPPA-WIUAkPA 
Kantor Pusat untuk memastikanjumlah data 
(record) yang diterima sama dengan jumlah data 
yang dikirlm. 

6. Jik.a terdapat petbedaan jumlah data (record), Petugas Vcriftkasi 
memberlktahukan kepada UAPPA-WIUAKPA 
Kantor Pusat yang bersangkutan Wltuk dilakukan 
pengiriman ulang ADK. 

Selanjulnya mengulangi langkah pada twm(n' I. 
·-

7. Jika jumlah data (record) sama, mencetak LRA Operator Komputer 
dan Buku Besar perkirnan neraca untuk UAPPA-
W/UAKPA Kantor Pusat yang bemmgkutan. 

8. Melak1lkan verifikasi (mencocokan ulang) LRA Petugas Verlflkasi 
dan Buku Besar dengan cetakan LRA dan Neraca 
UAKPA yangditerima untuk memastikan bahwa 
Mgka laporan kewUJgan sama. 

9. Jika terdaPat perbedaan angka laporan keuangan, -·····----~ Petugas Vcrifikasi 
memberiktahukan kepada UAPPA-W/UAKPA 
Kantor Pusat yang bersaogkutan untuk dilakuk:WI 
pengiriman ulang ADK. 

Selanjutnya ulangi langkah pada nomor L 

10. Jika angka. laporan keuangan sama, melakukan Operator Komputer 
back-up dala SAl pada Aplikasi SAPPA-E1. 

. 
IL Mengarsipkan dokumen sumber, register Petugas 

pcnerimaan, LRA dan buku besar yang telab Administrasi 
diverifkasi dan dianggap benar. 

. 

2. Prosedur Pelap&nm dan Pengiriman Data UAPI'A- EI ke UAI'A 

A. Kebijakan 

1. Pelaporan odalah proses _penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tingkat Unit 

Organiso.si llselon I yang disusun oloh Kuasa Pengguna 

Angga:ran yang ditunjuk sebagai Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-El) yang terdiri alas 

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan alas 

Laporan Keuangan (CaLK). Neraca dan LRA dlbasilkan dari 

proses Aplikasi Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna 

AnggatlUl-Eselon l (SAPPA-El} yang meliputi proses 
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penerimaan ADK dari UAPPA-W atau UAKPA Kantor Pusat, 

verifikasi bukn besar, dan pencetakan !aporan; 

2. Data akuntansi yang ada pada UAPPA-El merupakan 

kompilasi ADK dari UAPPA-W atau UAKPA Kantor Pusat 

yang ada pada satu Unit Organisasi Eselon I. Kompilasi ADK 

dari UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat diproses melalui 

mekanisme penerimaan data akuntansi pada Aplikasi Sistem 

Akontansi Pembantu Pengguna Aoggaran-Ese!on I (SAPPA­

EI). 

3. Pengiriman merupakan proses penyampaian laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berupa Neraca, 

LRA, CaLK, dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada Unit 

Akontansi Pengguna Aoggaran dalam bagian anggaran yang 

sama. 

4. Pengiriman ke UAPA dilakukan setelab dipastikan babwa 

selurub UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat pada Unit 

Organsiasi Eselon I yang sama te!ab diterima dan digabungkan 

dalam Aplikasi SAPPA-EI. 

5. Kbusus untuk akbir tabun selain Neraca, LRA, dan CaLK 

d.ibuat Surat Pemyataau Tanggung Jawab/Statemen of 

Responsibility (SOR). 

6. Jenis dan periode pelaporan pada tingkat UAPPA-EI yang 

dikirim ke tingkat UAPA adalab sebagai berikut: 

2. Neraca X X X 

3. CaLK X X 

4. SOR X 
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I 5. IADK X 

7. Jadual waktu pengiriman laporan dan ADK ke tingkat U APPA­

E I arlalah sebagai berilrut: 

'P~riode 
. - . '•'_.'·--- .< 

No --: Jadu8l Waktu_ __ , . 
-r.aporan 

. 
-

I. Bu1anan Tanggal25 buian ~tnya 

2. Triwulanl Tanggal27 April setelah akhir triwulan f 

3. Semester I Tangga120 Juli setelah semester 1 berakhlr 

2. TriwuJan lll Tanggal29 Oktober setelah akhir triwulan UI 
-

4. Tahtman T anggal 08 Februari sete1ab akhir tahtm beljalan 

B~ Prosedur 

--
NO. PROSEDUR OLF.H 

I. Meneliti registrasi pengirinlan dan penerimaan Petugas Administrasi 
data dati UAPPA~WIUAKPA Kantor Pusat dan 
bandingkan dengan daftar UAPPA~WIUAKPA 
Kantor Pu<;at yang ada pada Unit Organisasi 
Eselon I yang bersangkutan untuk mema.stikan 
bahwa seluruh data daftar UAPPA~WIUAKPA 
Kantor Pusat telah diterima dan digabungkan 
dalam Aolikasi SAPPA-El. 

2. Jika terdapat UAl'PA-W!UAKPA Kantor Pusat Petugas Administrasi 
yang belum mengitimkan data atau data yang 
dikirimkan belum benar, mcoyampaikan 
pemberitahuan kepada UAPPA-W!UA.KPA 
Kantor Pusat yang bersangkutan untuk 
mengirimkan data akuntansi atau memperbaikai 
data al"UDtansi dan melakukan pengirim<UJ 
ulan". 

3. Melakukan Backup data SAl Operator Komputer 
4. Mencetak formulir berikut ini dari Aplik:asi Operator Komputer 

SA!: 

a. Neraca bulanan; 
b. LRA Belanja; 
c. LRAPengembalian Belanja; 
d. LRA Pendapatan Negara dan Hibah; 
e. LRA Pengembalian Pendapa!an Negara dan 

Hibah. 
5. lika periode y;mg h=angkutan merupalam Penanggung Jawab 

akhir semester, membuat Catatnn atas Laporan UAPPA-EI 
Kewmgan(Cai.K). 

6. Jil<a periode yang be.-sanglrutan merupakan Penanggung Jawab 
akhlt tahun. membu:at Surat Pemyat.aan UAPPA-El 
't lawab/Statement ofResponsibUity 
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(SOR). 

7. Melakukan pengiriman ADK dari Aplikasi Operator Komputer 
SAPPA-EI dan cetak registerpengiriman data 
SAL 

8. Merumdatangani register pengiriman data SA! Penanggung Jawab 
UAPPA-EI -------· 

9, Melakukan pengiriman formulir pada nomor 2, Petugas Administ.rnsi. 
ADK, CaLK, dan SOR ke UAPA.. 

lO. Menyimpan dan catat daiam register Petugas Adminlstrasi 
pengiriman data SAI Ire UAPA. 

--·--- '"" 

3. Prosedur Tutnp Tabnn pada UAPPA-El 

A. Kebijakan 

L Tutup tabun dilakukan dilakakan untuk menutnp proses 

pengolahan data selama tabun anggaran yang bersangkutan 

untuk dikompilasi menjadi saldo awal tabun anggaran 

selanjutnya; 

2. Proses tutup tabun anggaran yang bersangkutan barn dapat 

dijalaukan setelah tabun anggaran berakhir; 

3. Tutup tabun anggaran yang bersangkutan dilakukan setelab 

dipastikan babwa kegiatan-kegiatan berikut ini telab 

dilaksnnakan pada UAPPA-EJ: 

a. Pencetakan buku besar selama tabun berjalan; 

b. Pencetakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan 

Neraca; 

e. Pengiriruan Arsip Data Komputer (ADK) ke Unit 

Akuntansi PenggunaAnggaran-Eselon I (UAPA); 

d. Backup data SAl pada UAPPA-EL 

4. Apabila setelah dilakukan tutnp tabun anggaran yang 

bersangkutan, terdapat koreksi pembukuan, nrisalnya koreksi 
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basil pemeriksaan aparat pemeriksa eksternal, maka dilakukan 

pembatalan proses tutup tahun melalui Aplikasi SAPPA-EI 

agar dapat dilakukan kembali proses penerimaan data SAl dari 

UAKPAfUAPPA-W. Koreksi data dilakukan oleh UAKPA 

yang mengalami koreksi atau perbaikan data; 

5. Jumal penutup dipergunakan untuk menutnp perkiraan­

perkiraan pundapatan dengan estimasi pundapatan, dan belanja 

dengan alotmen. Selisih pundapetan dengan estimasi 

pundapatan dibukukan peda perkiraan Hutang kepada KUN, 

sedangkan selisib. belanja dengan alotmen dibukukan peda 

perkiraan Piutang dari KPPN; 

a. Jurnal Penutnp Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan 

'i~i}!'iJ·c,f:.' .;..~~;t.~v~; : -:;'<.~?~ -~, . ~ • 
4xxxxx Pendapatm Negara Bukan Pajak+ xxx 

uraian MAP xxxx 

Estimasi Pendapatan Negara 
Bukan Pajak yang Dialokasikan 
xxxx 
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B. Prosedur 

- ---
NO. PROSEDUR OLEH 

1. Mem::::;:an bahwa tahun anggaran yang Petup$-V erlfikasi 
bersan utan telah betak:hir. 

2. Jika buku besar tahun berjalan berlum dicetak., Operator 
melakukan pencetakan buku besar pada Aplikasi 
SAPPA-EI melalui menu Lapora~IBuku Besar. 

Komputer 

3. Ji.kiiRA dan Ncraca tahun berjalan berlum Operator 
dicetak, melakukan pencetakan LRA dan Neruca Komputer 

pada Ap0~i SAPPA·El mel~\~i menu 
Laooran Neraca dan l..aooran LRA. 

4. Jib belum dilakukan pengiriman ADK ke UAP A, Operator 
melakukan pengiriman ADK ke UAPA pada Komputer 
Aplikas! SAJ mcJalui menu ProsesiPengirimao 
Data Ire UAPA. ·---·-5. Melakukan!Jackup data pada Aplikasi SAPPA-El Operator 
melalui menu VtifityJBsckuu. Komnuter 

6. Melakukan proses tutup taltun pada Aplikasi Operator 
SAPPA-El melalui menu Pr tnP Tahun. Komnuter 

7. Jika ~rdapat koreksi pembukuan setelah langkah 
6. metakukan la!!gkah berikut ini: 

•• Memproses pembata1an proses tutup tahun Operator 
pada Aplikasi SAPPA·El roela1ui menu Komputer 
ProsesiBataJ Tutup Tahu."I; 

b. Menyampaikan pemberitabuan kepada 
UAKPAIUAPPA·W yang bersangkutan untuk 
dilakukao ko.reks.i data pada Apiikasi SAKPA. 
untuk sefatljutnya dilakukan kembali proses 
pengiriman data dati UAKPA!UAPPA-W; 

c. Mela.kukan penerimaan data dari 
UAKPAIUAPPA·W pada Aplikasi SAPPA-
El; 

d. Mengulangi langkah 2. 

4. Prosedur Penerimaan Data UAPPA- El pada UAP A 

A. Kebijakan 

I. Penerimrum Data UAPPA-El pada UAPA adalah proses 

penggabungan atau kompilasi data akun1llnsi dari Unit 

Akun1llnsi Pembantu Pengguna Anggaran-Rorelon I (UAPPA­

EI) pada Unit Akun1llnsi Pengguna Anggaran (UAP A) yang 

berada dalam satu kementerian/lembaga. 
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2. Input data akuntansi pada UAP A adalah Iaporan keuangan dan 

ADK yang diterima dari UAPPA-El yang ada pada 

kementerianllembaga yang barsangkutan. 

3. Penggabungan data diproses mela1ui mekanisme penerimaan 

ADK pada Aplikasi Sistem Akuntansi PenggWJa Anggaran 

(SAPA) yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan jadual 

pengirimandari UAPPA-El keUAPA. 

4. Proses penerimaan data meliputi verifikasi ADK dengan LRA, 

Neraca, dan register pengiriman dari UAPPA-El, 

penggabungan data pada Aplikasi SAP A, pencetakan buku 

besar dan LRA UAPPA-El yang bersangkutan, serta proses 

back-up data 

5. Verifikasi ADK dillakukan UJJtuk menjamin bahwa data dalam 

ADK memiliki isi yang sama dengan data pada cetakan laporan 

yang diterimadari UAPPA-EL 

B. Proscdur 

NO. PROSEDUR OLEH 

L Menerima dokumen sumber berupa Laporan Petugas Administrasi 
Keuangan, ADK. dan Register Peogiriman dari 
UAPPA·El. 

2. Men.catat penerimaan dokumen sumber tersebut Petugas Administrasi 
ke dalam buku agenda/ekspedisi dan 
menyampaikannya kepada Petugas Verifikasi. 

3. MeJakukan verifikasi dokumen ·sumber. Petugas V erifikasi 

•• Meneli!.i keabsahan dokumen 
sumber, antara lain bahwa Laponm 
Keuangan dan Register Pcngiri:man telah 
ditandatangani oleh penanggungjawab 
UAPPA-E!; 

b. MeneHti bahwn ADK yang diterima 
memiliki kode UAPPA~El dan perlode 
pengiriman yang sesual dengan dokum.en 
sumber angka 3.a. diatas. 

Apabila terdapat dokumen sumberyang tida.k 
sah, mengembalikan dokumeo tersebut UAPPA~ -
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El yang bersangkutan. 

4. Melakukan Pcncrimaan Data pada Aplikasi Operator Komputer 
SAPA disertai dengan pencetakan Registcl' 
Pencrimaan Data dan menyampaikannya 
kepada Petugas Verifikasi. 

5. Melakukan verifikasi (mencocokan ulang) Petugas Vcrifikasi 
Register Penerimaan Data dengan Register 
Pengiriman Data dari UAPPA-El untuk 
memastikan jumlah data (record) yang diterirna 
sama dcngan jumlah data yang dikirim. 

6. Jika terdapat perbedaanjumlah data (record), Petugas Verifikasi 
memberiktahukan kepada UAPPA-El yang 
bersangkutan untuk dilakukan pengiriman ulang 
ADK. 

Selanjulnya mengu1ang langkah pada nomor L 

7. Jikajumlah data (record) sama. mencetak LRA Operator Komputer 
dan Buku Besar perkiraan neraca untuk. 
UAPPA-El yang bersangkutan. 

8. Melakukan veriftkasi (mencocokkan ulang) Petugas Verifikasi 
LRA dan Buku Besar dengan cetakan LRA dan 
Neraca UAPPA-El yang diterima untuk 
memastikan bahwa angka laporan keuangan 
sam a. 

9. J ika terdapat perbedaan angka laporan Petugas Veri.Eikasi 
keuangan, memberiktahukan kepada UAPPA-
El yang bersangkutan untuk dilakukan 
pengiriman ulang ADK. 

Selanjutnya mengulang langkah pada nomor I. 

10. Jikaangk:a laporan keua.ngan sama, melakukan Operator Kompuler 
back-up data SAl pada Aplikasi SAP A. 

II. Mengarsipkan dokumen sumber, register Petugas Administrasi 
penerimaan, LRA dan buku besar yang telah 
diverifkasi dan dianggap benar. 

4.1.2. Kondisi Faktual Sistem Akuntansi Keuangan di Ditjen 

Mandikdasmen 

Saat ini pelaksanaan SAK lewat SAl di Di~en Mandikdasmen sudah 

berjalan dengan efektif, bahkan untuk memperbaiki kinerja laporan keuangan, 

Ditjen Mandikdasmen dengan jumlah satker yang banyak dan tersebar diberbagai 

propinsi di Indonesia melakukan perbaikan terus menerus terhadap mekanisme 

penyampaikan infonnasi dan laporan dengan memanfaatkan teknologi informasi 
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yang disinergikan dengan Jardiknas sehingga dapat mempercepat sosialisasi dan 

pelapornn keuangan di Eselon I dengan penggunaan : 

l. SMS Broadcast 

2. Optimalisasi WEBSITE SAl MAND!KDASMEN 

3. Optimalisasi Jaringan On line Komputer dengan VPN (Virtnal Private 

Network) 

Telah beljalannya SAK dengan efektif dapat dilihat dengan: 

1. Bahwa sistem telah berjala.• sesual dengan Permenkeu No. 59/PM!<.06/2006 

yang ditunjukkan dengan adanya : 

a. Penyusunan lapornn SAK telah beljenjang 

b. Telah dilakukan ponggahungan antara SAK dan SIMAK~BMN setelah 

dilakukan rekonsiliasi anwa SAK dan SIMAK ~BMN dengan 

pendampingan I\ien dan llPK. 

c. Telah dibuatnya CaLk sebagai penjelasan atas nilai suatu pos yang tersaji 

di dalam LRA dan Neraea. 

2. Selanjutnya berdasru:kan kajian akademis Ielah pula sejalan, yaitu antara lain 

telah dipenubinya beberapa persyaratan karakteristik sistem informasi yaitu 

telah adanya beberapa komponen, antam lain : 

(I) Komponen input data berupa doknmen sumber yang bernsal dari traosaksi 

keuangan. 

(2) Komponen output berupa laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca 

dan CaLK. 

{3) Pemrosesan data berupa peneatatan barian (jumal), pangldaslfikasian 

(posting} dan pengikbtisaran saldo (neraca lajur). 

4.1.2. Kendala Pelaksanaan Sistem Almntansi Keuangan di Ditjen 

Mandikdasmen 

Dari pengamatan langsung dan wawancara dengan petugas SAJ kendala­

kendala yang ada adalah sebagai berikut : 
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a. Kesulitnn dalam memenuhi jadwal yang telah ditentukan untuk pelaporan 

keuangan tingkat Eselon I karena untuk melakukan proses penggabungan 

laporan keuangan dari UAPPA-W ataupun langsung dari UAKPA sering 

mengalami keterlambatan dikarenakan terlambatnya pengiriman laporan 

keuang-m dari UAPPA-W atau UAKPA Keterlambatan ini dikarenakan 

kurangnya sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi serta yang lebih 

dapat memahami penganalisisan terhadap output pekeJjaan yang telah 

dihasilkan. 

2. Data pendnkeng yang tidak lengkap 

3. KetidakhllrnW!lisan dalam organisasi 

4. Adanya revisi atau perbaikan baik dalam jumlah nominal maupun jenis 

aktivitas (perbe<laan antara SPM dan SP2D) 

5. Keterlambatan penyampaian data SPM dan SP2D kepada Bendahara atau tim 

SA!. 

4.1.4. Upaya-upaya Yang Dilakukao Ditjen Mandikdasmen 

4.1.4.l.Upaya yang Telah Dilaknkan 

Beberapa upaya yang telah dilaknken oleh Ditjen Mandikdaamen terhadap 

sa!ker-£atker baik di pusat maupun di daerah antara lain : 

I. Pembinaanlsosialisasi/bimbingan tekais secara tems-menerus dan 

berkesinambungan kepada pengelola SAl melalui worksop, pelatihan serta 

secara online melalui furum web, email dan lain-lain. 

2. Monitoring dan evaluasi secara periodik dalam penyelenggaraan akuntansi, 

penyusunan dan pengiriman laporan keuangan serta pelaksanaan rekonsiliasi 

dengan KPPN. 

3. Jumlah satker yang banyak dan tersebar diberhagai propinsi di Indonesia maka 

dilaknken perbaikan terus-menerus mekanisme penyampaian informasi dan 

laporan dangan memanfaatkan teknologi informasi yang disinergikan dengan 

Jardikuas sehingga dapat mempereepat sosialisasi dan pelaporan kenangan di 

eselonl: 
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L SMS Broadcast 

2. Optimalisasi WEBSITE SAl MANDIKDASMEN 

3. Optimalisasi Jaringan On line Komputer dengan VPN (Virtual Private 

Network) 

4.14.2. Upaya yang Perin Dilakukan 

Bebempa upaya yang dapa1 dilakukan oleh Ditjen Mandikdasmen untuk 

meningkatkan kualitas Sistem Akuntansi Keuangan antara lain : 

1. Sosialisasi mengenai kewajiban dari setiap unit akuntansi dibawah lingkup 

Ditjen Mandikdasmen akan hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam 

mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya, meliputi: 

Undang-undang yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan. 

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antam 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daemh. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggazan Pendapatan dan Belanja Negara 

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Peraturan Menteri Diknas No. 31 tahun 2006 Tentang Unit Akuntansi dan 

Peiaporan Keuangan di Lingkungan Depdiknas. 

2. Perbaikan organisasi pelaksana Sistem Akuntansi Instansi, terutama dari sisi 

pengendalian data : 

Meningkatkan akurasi data. 

Memperbaiki sistem pengoiahan data transaksi mulai dari penerbitan Sural 

Permintaan Pembayaran (SPP) bingga diterbitkannya Sura! Perintah 

Pembayazan (SP2D). 

Memperbaiki sistem penyimpanan dan distribusi da~ mulai dari 

Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK), Subdinas, tim bagian keuangan 
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Dinas Pendidikan (Tim Sistem Akuntansi lnstansi, Bendahara dan Tim 

Veriflkasi). 

3. Optimalisasi tim verifikasi: 

Memastikan bahwa mata anggaran yang terdapat dalam SPM yang 

diajukan sesuai dengan ketentuan dari Menteri Keuangan sehingga 

mernperkecil kernungkinan terjadinya perubahan oleh Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Memastikan bahwa SPP yang diajukan untuk kemudian diterbitkan SPM 

sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian!Lembaga (RKAKL ). 

MemastiY.an bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan anggaran 

sehingga tidak teJjadi permasalahan pada saat pengajuan SP2D di KPPN. 

4. Optimalisasi penggunaan Agenda untuk memastikan dan mengawasi setiap 

aktivitas. 

Setiap SPP yang diterbitkan tercatat beserta kelengkapan dokumen 

pendukungnya 

SPM yang diterbitkan tercatat dengan lengkap dan dibubungkan dengan 

SPP yang diajukan sebelumnya 

SP2D yang telah diterima dari KPPN dicatat dan dikaitkan dengan SPP 

dan SPM sebe!umnya, termasuk apabila terdapat revisi atau tidak. Hal ini 

bertujuan agar setiap transaksi terkendali dari awal bingga selesai sehingga 

permasalahan yang mungkin timbul dapat cepat terdeteksi. 

5. Pengembangan sistem penyimpanan data secara terpadu dengan pendekatan 

DATABASE yang terorganisir dan terkoneksi dengan baik antara PUMK, 

Subdinas, dan Bagian Keuangan Dinas Pendidikan (Tim Sistem Akuntansi 

Instansi, Bendahara serta tim verifikasi). 

6. Penggunaan pendekatan database mencegah teJjadinya duplikasi data, 

kehi!angan data serta memudahkan dalam pengendalian aktivitas yang 

dilakukan. 
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4.2. Evaluasi Pelaksanaan Sistem lnformasi Manajemen dan Akuntansi 

Barang Milik Negara di Ditjeo Mandikdasmen 

4.2.1. Pelaksaoaan Sistem Informasi Maoajemen dan Akuntansi Barang 

Milik Negara di Ditjeo Mandikdasmen 

Pelaksanaan Sistem lnformasi dan Akuntansi BMN di Di~en 

Mandikdasmen bcrdasarkan : 

1. kepada Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggnng Jawab Keuangan Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peiaporan Keuangan dan 

Kinmja Instansi Pemerintah; 

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

8. Keputusan Menteri Keuangan nomor OI/KM.I2/200I tentang Pedoman 

Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalarn Sistem Akuntansi 

Pemerintah; 

9. Keputusan Menteri Keuangan nomor I8/KMK.Ol8/I999 tentang Klasifikasi 

dan Kodefikasi Barang lnventaris Milik/Kekayaan Negara; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.0612005 tentang Bagan 

Perkiraan Standar; 
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l L Pemturan Menteri KeUlUlgan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelapordll Keuangan Pemerin!ah Posat; 

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharnan Nomor PER -66/PB/2005 len tang 

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Behan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang 

Pelak:ianoan PeuyusU!!all Lapornn Keuangan Kemenrerian Negara/Lernbega; 

14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/20061entang 

Pedoman Akuntansi Konstruksi Da!am PengeJjaan; 

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharnan Nomor PER-40/PB/2006 tentang 

Pedoman Akuntansi Persediaan; 

4.2.l.l.Dokumen Somber 

Untuk mengltasilkan output berupa laporau keuangan maka input yang 

diguuakau adalab. dokurnen sumber. Dokurneu Sumber adalah dokurnen yang 

berhubungan deugan transaksi BMN yang diguuakau sebagal sumber a!l!u bakti 

untuk meogltasilkan data BMN. Dokumen sumber yang diguuakau di tingkat . 
satuan keqa adalah: 

1. Dokmnen saldo awal 

a_ Laporan BMN sebelumnya; 

b. Baku Inventaris; 

c. Bakti Kepemilikan BMN; 

d Laporan Hasil Inventarisasi BMN. 

2. Dokurnen perolehan/perubahanlpengltapusan: 

a. Berita Acara Serah Terima (BAS1) BMN; 

b. Bakti Kepemilikaa BMN; 

c. SPMISP2D; 

d. Faktur Pembeuan; 
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e. Kuitansi; 

f. Surat Keputusan Penghapusan; 

g. Dokumen Lainnya yang sah. 

4.2. t.2.Aktivitas Unit Akuntansi 

Aktivitas yang dilaksaoakan pada unit akuntansi barang adalah sebagai 

berikut: 

!. Verlfikasi Dokumen Sumber, yaitu kegial.an un!uk memastikan hanya 

dokumen sumher yang sah, lengkap, dan benar yang direkarn dalam ApHkasi 

SAl; 

3. Perekaman Dokarnen Sumber, yairu kegiatan un!uk memindahkan data-data 

daJam lembaran kerms menjadi data-data elektronik; 

4. Verlfikasi Register Transaksi Harlan (RTH), yaitu kegial.an u.ntuk memastikan 

data yang direkam telah sesuai. dengan dokumen sumbemya; 

5. Proses Pengirlman Data BMN, yaitu kegiutan pengirlman data BMN ke Unit 

Aknntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) untuk menggabungkan data 

aset tetap ke dalam Sistem Akuntansi Keuangan; 

6. Proses Backnp Data, yaitu penyimpanan data SIMAK-BMN dalam ben!uk 

softcopy; 

7. Pencetakan Buku!Daftar/Laporan, yaitu kegiatan Wl!uk menghasilkan 

informasi BMN Wl!uk kepentingan pertanggungjawaban maupWl manajerlal 

dalam rangka pengarnbilan keputusan; 

8. Proses Pengirlman Data, yaitu kegial.an un!uk memhen!uk file data elektronik 

untuk dikirim; 

9. Distribusi I..apnran BMN dan Data sebagai sarana pertanggungjawahan dan 

agar data-data tersebut bisa dikompilasi; 
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4.2.1.3.Prosedur Pelaporan dan Pengiriman Data 

1. Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pengiriman Data UAKPB ke 

UAPI'B-W/El 

A. Kebijakan 

l. Pelaporan adalah proses penyusunan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan barang oleh Kuasa Pengguna 

Barang yang terdiri darl Lapornn BMN, Laporan Kondisi 

Barang (LKB), dan Catatan Ringkas BMN. Lapomn BMN dan 

LKB dihasi!kan darl proses Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa 

Pengguna Barang (SAKPB) yang meliputi vfl!'ifikasi dokmnen 

sumber, perekaman, verifikasi RTI!, dan peneetakan laporan; 

2. LKB dibual pada akhir tahun setelah dilakukan pengeeekan 

ulang kondisi barang oleh Penanggung Jawab R1mngan unrek 

BMN yang ada pada DIR, bendahara barang/pengurus barang 

untuk BMN yang ada pada KIB dan DIL. Hasil pengeeekan 

ulang dituangkan dalarn laporan inventarlsasi perubahan 

kondisi dan direkam melalui Transaksi l'erubaban 

BMN/Perubaban Kondisi (203) pada Aplikasi SAKPB; 

3. Pengiriman merupakan proses penyampa1an laporan 

pertanggungjawahan penggunaan barang berupa Laporan 

BMN, LKB, dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada unit 

akuntansi berang yang lebih tinggi dalarn bagian anggaran yang 

sama. Pengiriman dilakukan setelah dilakukan proses 

rekonsiliasi internal dengan UAKP A; 

4. Jenis dan periode pelaporan pada tingkat UAKPB yang dikirim 

ke tingket UAPPB-WIEI adalah sebagai beriket: 
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-~- ~-~ 

~ ~ Peri~Jf!e PetaPQ~ 
No lJrnis:n 

Semesteriin- Tahunan 

I. Laporan Barnng X X -- -------
2~ Calatan Ringkas BMN X X 

3~ LKB - X 

1--- 4~ AOK X -
L-~--L-----~ -

5~ Jadual waktu pengiriman laporan dan ADK ke tingkat UAPPB~ 

WIEI adalah sebagai berikut: 

~ ~ 
~~ : .. ·-.· :~-,- --_: J~dnal·~~~;_:?Yt_-> _No 

~ Periode ~ 

·,_:~rmn!n 
'. --

1. Semester I TIUlggai 5 Juli 

2~ s~mester n TanggallO Januari setelah akhir tahun berjalan 

3~ Tahunan Tanggall5 Janu.ari setelah akhir ta.hun beljalan 

6. Tujuan pengiriman lapornn daa ADK UAKPA diatur sebagai 

berikut: 

~ 

' 

i __ ,_ ~_q_·_:._ ~"- ;e~~-s~-~~n:~~~~--)\::~{:--.; >-: --~fii,~~:~~~~~~~-n_;. ··:~'~-'~ 
,-:_'>.: ____ -._.-- -._ ':'><'·.:.:-~;'i,;-,_;_·,--------~---_:·· ----,;-· ,_ ·- .. ,_.~'-, 

I, Kantor Pusat UAPPA~EI 

2. Kantor Daerah UAPPA-W 

3~ Dana Dekonsentrasi UAPPA-EI 

4. UAPPA-EI 

B. Prosedur 

-
NO. PROSEDUR OLEH 

I. Meiakukan hac~ data SABMN rKomputer 
2. Mencetak formutir berikut ini dari ApHkasi Operator Komputer 

SAKPS: 
a. Laporan SMN lntrak<!mptabel; 
b. 1apm>n BMN Ekstrakomptabel; 
c. Laporan BMN lntrakomptabel dan 

Ekstralromptsbel~ 
d. Laporan BMN Bmejarah; 
e. l..aporan Kondisi Barang (khusus untuk 

aldtir talrun). 
3. Jika periode akhir tahun: 

a. Melakukan pengecekan uliUJg kondisi Pe Jawab 
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barang; Ruanganl Bendahara 
BatangiPengurus Brg 

b. Melakukan prosedur Transaksi Perubahan Operator Komputer 
BMN/ Peruba:ban Kondisi (203); 

c. Mencetak Laporan Kondis! Barang (LKB); Operator Komputer 
d. Mencetak Laporan BMN Tahunan. Operator Komputer 

1--4. Membuat Catatan Ringkas BMN. Penanggung Ja>~o;ab 
UAKPB 

5. Melakukan pc;ngirlman ADK dari Aplikasi Operator Komputer 
SAKPB dan cetak register peugiriman data 
SABMN. 

6. Menandatangani register peogirimao data Penanggung Jawab 
SABMN UAKPA 

7. Melakukan pengiriman fonnulir pada nomor 2 Petuga.s Administrasi 
dan nomor 3, ADK. Catatan Ringkas BMN ke 
UAl'PB-W/EI. 

8. Menyimpan dan catat dalam register Perugas Administmsi 
pengirimandataSABMN ke UAPPB~WIEI. 

2. Prosedur Pelaporan dan Peogirimao Data UAPPB-W ke UAJ'PB­

El 

A. K£bijakao 

I. Pelaporan adalah proses penyusunan laporan 

pertanggungjawahan penggunaan barang oleh Kuasa Pengguna 

Barang yang ditunjuk sebagai Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) yang terdiri dan 

Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang (LKB), dao Catatan 

Ringkas BMN. Lapornn BMN dan LKB dihasil.kan dan proses 

Aplikasi Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Barang­

Wilayah (SAPPB-W) yang meliputi proses penerlmaan ADK 

dari UAKPB, verifikasi Laporan BMN, dan peoeetakan 

laporao; 

2. Data BMN yang ada pada UAPPB-W merupakan kompilasi 

ADK dari UAKPB yang ada pada wilayahlprovinsi yang 

bersangkutao. Kompilasi ADK dari UAKPB diprosos melalui 
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mekanisme penerimaan data BMN pada Aplikasi Sistem 

Akunt.ansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (SAPPB-W). 

3. Pengiriman merupakan proses penyampaian lapornn 

pertanggungjawaban penggunaan barang berupa Lapnran 

BMN, LKB, dan Alsip Data Komputer (ADK) kepada Unit 

Akunt.ansi Pembantu Pengguna Barnng-Eselon I (UAPPB-El} 

dan Kanwil DJPB. 

4. Pengiriman ke UAPPB-EI dan Kanwil DJPB di!akukan setelah 

dipastikan bahwa seluruh UAKPB pada wilayah/provinsi yang 

sama telah diterima dan digabangkan dalam Aplikasi SAPPB­

W. 

5. Jenis dan periode pelapnran pada tingkat UAPPB-W yang 

dikirim ke tingkat UAPPB-El dan Kanwil DJPB ad.alah 

sebagai berikut: 

1. Laporan Bar.mg X X 

2. C.t!l<m Rillgkas BMN X X 

3. LKB X 
!--"~ 

4. ADK X 

6. Jadual waktu pengiriman laporan dan ADK ke tingkat UAPPB­

El/Kanwil DJPB ad.alah sebagai berikut: 

:~•' i{~~~"~::lf.; H~· ··~?!~~~~.~~~ .. :;; '·; .· <. 

1. Semester I Tanggal !I Juli 

2. Semester n Tanggal 20 Januarl setelah akhir tahun berjalan 

3. Tahunan Taoggal25 Januari setelah akhir tahun berjalan 
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B. Prosedur 

NO. PROSEDUR OLEH 
I. Meneliti registrasi pengiriman dan penerimaan Petugas Administrasi 

data dati UAKPB dan bandingkan dengan 
daftat UAKPB ~g ada pada wilayah yang 
bersangkutan untuk memastikan bahwa selunth 
data UAKPB telah diterima dan digabnngkan 
dalam Apllkas; SAPPB·W. 

2. Jika terdapat UAKPB yang belum rnengirimkan Petugas Administrasi 
data atau data yang dikirimkan belum benar, 
menyampaikan pemberitahuan kepada UAKPB 
yang bersangkutan untuk mengirimkan data 
alruntansi atau memperbaikai data akuntmsi 
dan melakukan · - ulang. 

3. Mclruadwn backuo data SABMN Overntor Komputer 
4. Mencetak formulir berikut ini dari ApHkasi Oper.llor Komput<:r 

SAPPB-W: 
a. Laponm BMN lntrakomptabel; 
b. Laponm BMN Eksttakomptabel; 
c. Laporan BMN Intrakomptabel dan 

Ekstrnkomptabel; 
d. Laponm BMN Be=jarnb; 
e. Lapomn :;~i Barnng (khusus untuk 

akhrr talum . 
s. Jika periode akhir tahun: Operator Komputer 

a. Mencetak Laponm Kondisi Barang (LKB); 
b. Mencetak LaPQ:nm BMN" TahWian. 

6. Membuat Ouatan Ringkas BMN. Peuanggung Jawab 
UAKPB 

7. Melakukan pengiriman ADK dari Aplikasi Operator Komputer 
SAPPB-W dan cetak registerpengirlman data 
SABMN. 

8. Menandatangani register pengiriman data Penanggung Ja'Niib 
SABMN UAKPB 

.. . 
9. Melakukan pengirim.an formulir pada nom or 4 Petugas Administtasi 

dan nomor 5, ADK., Catatan Ringkas BMN ke 
UAPPB-El/Kanwil DJPB. 

8. Menyimpan dan ~t dalam register Pctugas Administrasi 
pengiriman data SABMN ke UAPPB-
E!/Kanwil DJPB. 

3. Prosedur Penerimaan Data UAPPB-WfUAKPB KPfDKITP pada 

UAPPB-El 

A. Kebijakau 

1. Penerimruln Data UAPPB-WfUAKPB UAPPB-W/UAKPB 

Kantor Pusat (KP)/Dana Dekonsentrasi (DK)ffugas 
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Pembantuan (TP) pada UAPPB-El adalah proses 

penggabungan atau kompilasi data BMN dari Unit Akuntansi 

Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W)/Unit 

Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) KPIDK!I1' pada 

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (UAPPB­

E I) yang berada dalam saw Unit Organisasi Eselon I. 

2. Input data akuntansi pada UAPPB-El adalah Laperan BMN, 

LKB, Catalan Ringkas BMN, dan ADK yang diterima dari dari 

UAPPB-W/UAKJ'B KPIDK!I1' yang ada pada Unit Organisasi 

Eselon I yang bersangkutan. 

3. Penggabungan data diproses melalui mekanisme penerimaan 

ADK pada Aplikasi Sistern Akuntansi Pembantu Pengguna 

Barang-Eselon I (SAPPB-El) yang dilakulam setiap semester 

sesusi dengan jadani pengiriman dari UAPPB-WIUAKPB 

KPIDK!I1' ke UAPPB-El. 

4. Proses penerbnaan data meliputi verifikasi ADK dengan 

Laporan BMN, dan register pangiriman dari UAPPB­

W/UAKPB KP!DK!fP, penggabuogan data pada Aplikasi 

SAPPB-W, pencetakan Laporan BMN UAPPB-W/UAKPB 

Kantor Pusat/Dana Dekonsentrasi! Tugas Pembantoan yang 

bersangkutan, serta proses back-up data 

5. Verifikasi ADK dilakukan untuk menjamin bahwa data dalam 

ADK memilild isi yang sama dengan data pada cetakan lajlornn 

yang diterima dari UAPPB-W/UAKPB KPIDK!fP. 

B. Prosedur 

NO. PROSEDUR OLEH 
L Mecerlma dokumen sumber berupa Petugas Adrninistrasi 

Laporan BMN, LK.B (untuk p:eriode akhir 
tahun), Calahln !tinp BMN, ADK, dan 
Re~ Peas,iriman dari UAPP8-
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WIUAKPB KP/DKITP. 
2, Men<;a~.at pcnerimaan dokumen sumber f>etugas Administrasi 

tersebut ke rlalam buku agendalek.'>pedisi 
dan menyampaikannya k:epada Petugas 
VerifikasL 

Petugas Verifik~-i --1 3, Melak-ukan verifikasi dokumen sumber: 

"' Meneliti 
keabsahan dokumen sumber, antara lain 
bahwa Uiporan BMN, LKB, Catalan 
Ringkas BMN, dan Register Pengiriman 
telah ditandatangani oleh penanggung 
jawab UAPPB-WilfAKPll KP/DK!fP; 

b, Meneliti 
bahwa ADK yang dit~rima memiliki 
kode UAPPB·WIUAKPB KPIDK!l'P 
dan periode pengiriman yang sesuai 
dengan dokumen sumber angka 3.a. 
diatas. 

Apabila terdapal dokumen swnbcr yang 
tidak sah, mengembalibn dokwnen 
tersebut UAPPB-W/UAKPB KP!DKIIP 
yang bersangkutan. 

4. Me!akukart Penerimaart Data darl Opcmtor Komputer 
UAPI'B-W/UAKPB KPIDKJTP pada 
Aplikasi SAPPB·El disertai dengan 
pcncetakan Register Penerimaan Data dan 
menyampaikannya kepada Petugas 
Verifikasi. 

5. Melakukan verifikasi (mcncoookan uJang) Petugas Verifikasi 
Register Pcneriruaan Data dengan Register 
Pengiriman Data dari UAPPfi..W/UAKPB 
KP/DKJTP untuk memastikanjumlah data 
(record) yang diterima sama dengan jumlah 
data yang dikirim. 

6, Jika rerdapat perbedMn jumlah data Petugas Veritikusi 
(record}. agar diberitahukan kepada 
UAPPB-W/UAKPB KPIDKITP yang 
bersangkutan untuk dilakukan pengiriman 
ulang ADK. 

Sclanjutnya ulaogi tangkah pada notnor t. 

7. Jika jumlab. data {rioord) sarna, mencetak Operator Komputer 
Lapor.m BMN un!uk UAPPB-WIUAKPB 
KPIDK!l'P yang bmssngkunm. 

8, Melakukan verifikasi (mencocokan ulang) Petugas Verifikasj 
Laporan BMN dengan cetakan Laporan 
BMNUAPPB·WIUAKPB KPIDK!l'P yang 
ditcrima untuk mernastikan bahwa angka 
laporan BMN sama. 

9. rlka terdl;pat perbedaan angka laporan Peblgas Vuifikasi 
keuangan, agar diberitahukan kepada 
UAPPB-WIUAKPB KP/DKfiPVane 
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------ .. 
bc~tan untuk dilakukan pengiritnan 
ulangADK. 

Selanjutnya ulangi langkah pada nomor I. 

10. Jika angka laporan keuangan sam~ Operator Komputer 
mclakukan back-up data SABMN pada 
Aplikasi SAPPB-EI. 

lL Mcogarsipbn d()kumen sumber, register Perugas Administrasi 
pencrimaan, Laporan BMN yang tetah 
diverifkasl dan dianggap benar. 

·-·· 

4. Prosedur Pelaporan dan Pengirimon Data UAPPB El ke UAPB 

A. Kebijakan 

1. Pelapornn adalab proses penyusunan !aporan 

pertanggungjawaban penggunaan barnng oleh Unit Akuntansi 

Pembantu Pengguna Barnng-Eselon l (UAPPB-EI) yang terdiri 

dari Laporan BMN, Laporan Kondisi Barnng (LKB), dao 

Catalan Ringkas BMN. Laporan BMN dan LKB dihnsilkan dari 

proses Aplikasi Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Barang­

Eselon I (SAPPB-EI) yang meliputi proses penerimaan ADK 

dari UAPPB-W/UAKPB Kantor Pusat (KP)/Dana 

Dekonsenirnsi (DK)Ifugns Pembantuan (TP), verifikasi 

Laporan BMN, dao pencetakan laporan; 

2. Data BMN yang ada pada UAPPB-El 

ADK dari UAPPB-W/UAKPB 

merupakan kompilasi 

Kantor Pusat/Dana 

Dekonsentrasi!fugas Pembantuan yang ada pada Unit 

Organisasi Eselon I yang bersangkutan. Kompilasi ADK dari 

UAPPJ3..W/UAKPB KPIDK!TP diproses mela1ui mekanisme 

penerimaan data BMN pada Aplikasi Sistem Akuntansi 

Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (SAPPB-EI ). 

3. Pengiriman merupakan proses penyampa.ian !aporan 

pertanggungjawaban penggunaan barang berupa Laporan 

Universitas Indonesia 

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB UI, 2009



104 

BMN, LKB, dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada Unit 

Aktmtansi Pengguna Barang (UAPB). 

4. Pengiriman ke UAPB diiakukan setelah dipastikan bahwa 

se!uruh UAPPB-W/UAKPB KPIDK!fP pada Unit Organisosi 

Eselon I yang sama te!ah diterima dan digabangkan dalam 

Aplikasi SAPPfi..El. 

5. Jenis dan periode pelaperau pada tingkat UAPB-El yang 

dikirim ke tingkat UAPB adalah sebagai berikut 

l. l..aporon Barnng X X 

2. Catalan R.ingkas BMN X X 

f---:3::.. -J..L=:KB:::._ _____ ---ii-----J..-·-::X __ _ 
4. ADK X 

6. Jadual waktu pengiriman laperan dan ADK ke tingkat UAPPB­

El adalah sebagai berikut: 

f~.~~:~_~!; ,·:f:ii~~~tS,:~:-~ 1 })I~{-:~;~f;:t1~~f:.~~~:~\~~~;(~,i_:,;_:;:;;:-.:;_-S·{·:~ ·- \ 
1, Semester 1 Tanggall4 Jufi 

2. Semester II Tanggal28 Januari setelah akhirtnhun berjalan 

J. lahunan Tangga12 Februari setelah akhir tahun berjalan 

B. Prosedur 
. 

NO. PROSEDUR OLEH 
I. Meneliti registrasi pengiriman dan penerimerm Petugas 

datadari UAPPB-WIUAKPB KPIDKfiP 0.. Administmsi 
bandingkas dengan daftar UAPPB-WIUAICPB 
KPIDKITP )'llllg ada pada wilayah y.wg 
bersangkutan untuk mernastilum bahwa seluruh 
dala UAPPB-W/UAICPB KPIDKITP telah 
diterima dan digabungkan dalam Aplikasi 
SAPPB-EI. 

2. J'tka terdap:at UAPPB-W!UAKPB KP/DKfi'P P<tugas 
yang be!um mengirimkan data atau data yang Administrasi 
dikirimkan belum bena:r: men . 
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SAP?B-El: 
a Laporan BMN Tntrakomptabel; 
b_ Lapornn BMN Ekstrakomptabel; 
c. Laporan BMN lnttalwmp!abel dan 

Ekstmkomptabel; 
d. Laporan BMN Bersejatah; 
e. Kondisi Barang (khusus untuk akhir 

7, 
SAPPB-EI 
SABMN. 

SABMN 

dan nomor 
UAPB. 

register data 

nomor4 
Catalan ke 

5. Prosedur Tulup Tabun pada UAPPB-EI 

A. Kebijakan 

105 

L Tutup tahun dilakukan dilakukan untuk menutup proses 

pengolahan data selama tahun anggamn yang bersangkutan 

untuk dikompilasi menjadi saldo awal tahun anggaran 

selanjutnya~ 

2. Proses tutup tahun anggarao yang bersangkutan baru dapat 

dijalankao setelah tahun anggaran berakbir; 

3. Tutup tahun anggaran yang bersangkutan dilakukan setelah 

dipastikan bahwa kegiatan-kegiatan berikut ini Ielah 

dilaksanakan pada UAPPB-BI: 
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a. Pencetakan Buku lnventaris (Bl) dan Buku Barang 

Bersejarah tahun yang bcrsangkutan; 

b. Pencetakan Laporan Barang Milik Negara (BMN) 

lnnakomtabcl dan Ekstrakomtabcl dan Lnporan Kondisi 

Barang Tahunan; 

c. Pengiriman Anlip Data Kompub:r (ADK) ke Unit 

Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (UAPB); 

d. Backup data SABMN pada UAPPB-El. 

4. Apabila setelah dilakukan tutup tahun anggaran yang 

bersangkutan, terdapal koreksi pembuk:uan, misalnya koreksi 

basil pemeriksaan aparnt pemeriksa ekstemal, maka dilakukan 

proses restore data SABMN alas backup data SABMN (nngka 

3.d.) melalui Aplikasi SAPPB-El untuk selanjutuya dilakukan 

penerimann kern bali data BMN dari UAPPB-W; 

B. Prosedur 

NO. PROSEDUR OLEH 
I. Mcmastikan bahwitai.Un anggaran yang Petuga5 Vcrifikasi 

bcrsan~tan tetah berakhir, 
2. Jika Bl dan Buku llatang Benejarnb mhunyang Operator Komputer 

bersangkutm belum dicetak. me!akukan 
peooetakan Bt dan Buku Barnng Bersejarah pada 
AplikasJ SAPPB-El melalui menu 
Buku!DaftariBuku Jnventaris!Buku Barang 
Berseia:mb:. . .. 

3. Jika Laporan BMN dan LJCS tahun betjalan Operator l(Qmputer 
berlum dicctak, melakukan pencetakan Laporan 
BMN dan LKB pada Aplika.si SAPPB·El melalui 
menu r..:~onmjLaporan lJMN dan 
Lanoran Laooi-an Kondisl Bara02. 

4. Jika betum dilakukan pengiriman ADK ke Operatoc Komputer 
UAPPB-El, melak:ukanpengiriman ADKke 
UAPPS.~;;,~da Aplikasi SAPPB-El melalui 
menu Utili Penrdriman ke UAPB. 

5. Melakukan back!lp data pada Aplikasi SAPPB~ Opemtor Kompurer 
El melalui menu UtilitviBacknp. 

6. McJakukan proses tlltup tahun pada Aplikasi 
SAPPB~BI melalui menu Otiiity!Proses Tutup 

Operot(lf'Komputer 

Tshun. 
7. Jika terdapat koreksi pembukuan seteiah langkah 

6, melakukan langkah berikut ini: 

a. Restore data BMN atas badam data :BMN l Onerntor Konmuter 
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pada ApHkasi SAPPB-E I mel a lui menu 
Utility!Rcstore; 

b. Melakukan penerimaan data BMN dart 
UAPPB·W yang relah diperlJaiki; 

c. Mengulangi laugkab 2. 
----

4.2.2. Kondisi Faktual Pengelolaan BMN di Ditjen Mandikdasmen 

107 

Berdasarkan pengamatan Secant langsung pada Diljen Mandikdasmen 

Depdiknas, bebempa hal yang sudah dilalwkan te!kait BMN, yaltn : 

I. Penertiban BMN di lingkangan Ditjen Mandikdasmen, melalui inventarisasi 

BMN bekeJjasnma dengan BPKP, validasi alas basil inventarisasi, pemisahan 

aset, revaluasi BMN bekeJjasama dengan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), 

serlifikasi tanab, dan seterusnya. Upaya penertiban tersebut dilaknkan 

terhadap selurab satker Ditjen Mandikdasmen dan telab mencapai progress 

98% berdasa!kan lapnran penertiban BMN. 

2. Pendataan aset dekonsentrasi dan aset yang dihasilkan dari realisasi belanja 

bantuan so sial melalui DIP A satker pusat dan DIP A dekonsentmsi, yang telab 

digunakan oleh sekolab-sekolah penerima bantuan, dan koordioasi dengan 

DJKN dalam upaya pengbibabanuya yang sampai saat ini masih teru.' menjadi 

kendala bagi Ditjen Mandikdasmen. 

4.2.3. Kendula l'elakaanaan SIMAK-BMN di Ditjen Mandikdasmen 

Beb"'"!'a kendala yang ada dari basil wawaru:am dan pengamatan 

langsung dilnpengan, adalab sebagai beriknt : 

L Belum adanyn pernisahan togas yang jeJas antara : 

a Petugas yang menerima, menyimpan, dan membaynrlmenyerabkan 

barang-barang negara; 

b. Petngas yang menerima dan menyimpan dokumen sumber; 

c. Petugas yang melaknkan varifikasi doknmen somber dan register trnnsaksi 

harian (RTII); 
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d. Petugas yang melakukan perekaman dokumen sumber pada Aplikasi 

SIMAK-BMN. 

2. Dokumen sumber yang sah yang digunakan sebagai dasar pencatatan atau 

perekarnan transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN adalah dolrumen yang 

kadang belum memiliki elemen data yang lengkap dan benar. 

3. Verifikasi perekaman atm pencatatan data transaksi dilakukan dengan 

mernbandlngkan register trensaksi herian (RTil.) deogan dokumen sumbernya 

untuk memastikan bahwa data yang direkam telah sesoai dengan dolrumen 

sumber belum sepenuhoya betjalan. 

4. Invenlat:isasi alas keberadaan fisik dan lrondisi BMN belum dilakukan secara. 

berkala untuk memperolel:t data jumlah dan oilai BMN yang akurat. 

5. Rekoosiliasi internal antara Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi 

Barang Milik Negara belwn dilakukan secara. berkala untuk memastikan 

bahwa semua transaksi BMN Ielah dicatat dalam SIMAK-BMN dan 

dilaporkan pada neraca yang dihasiikan oleh Sistem Akantansi Keuangan 

6. Sumber Daya Manusia pelaksana SIMAK-BMN kurang faham Standar 

Akantansi Pemerintahan (SAP). 

7. BMN tidak tercatat dan tidak dilaporl<an. 

8. Penyajian BMN dalarn Neraca tidak sesnai SAP. 

9. BMN dikuasai pihak lain. 

I 0. BMN hilang/rusak. 

II. BMN tidak didukung bukti kepemilikan 

12. Penghibahan BMN basil block grant tidak segera dilakukan. 

4.2-4. Tujuan Pengelolaan BMN yang akan dicapai Diljen Mandikdasmen 

Untuk mendapatlam opini dari BPK, yaitu Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) atau Wajar Tanpa Peogecualian (WTP) ada 3 (tiga) hal pentiog yaog horus 

dilakukan dalarn pengelolaan BMN di Ditjen Mandikdasmen, yaitu : 

1. Tertib Administrasi, dengan cam : 
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Adrninistrasi lengkap 

Nilai wajar 

Laporan BMN mengbasilkan informasi yang memadai 

2. Tertib Hukwn, dengan cara: 

• Sertifikat lengkap etas naJIUl Pemerinlah Republik Indonesia 

3. Tertib Pengelolaan, dengan earn: 

Penggunaan dan pemanfaatan optimal 

- Pemindahtanganan dan pengbapusan BMN rusak 

Pengbernatan belanja modal dan belanja pemelibarnan 

4.2.5. UP"ya-upaya yang barns dilakukan Ditjeu Mandikdasmen 

109 

A. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan 

SIMAK-BMN 

I. Melakukan persiapan penyusunan, memuat antara lain: 

a. Pennasalahan spesifik; 

b. Standar Akuntansi BMN; 

c. Langkah-langkah nntuk problem solving; 

d. Contoh killrus. 

2. Melaknkan identifikasi tnmsaksi BMN; 

3. Menyuaun druft Buku Panduan; 

4. Melaknkan penyempurnaan Buku Panduan berdasarkan masukan 

dari Unit Utama dan lnstansi terkait; 

5. Melakukan koordinasi dan pembahasan terpadu dengan pihak lain: 

a. lnspak:torat Jenderal; 

b. BPK-RI; 

c. Departemen Keuangan; 

d. Unit Utama Pusat Depdiknas. 

6. Melaknkan workshop dan diseminasi pada selurub satker. 

B. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Persediaan. 

C. Perbelkan Menuju Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Handa! 

I. 8oftcantral, rneliputi : 
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a. Perilaku Pengelo!a BMN baik atasan maupun bawahan, 

khususnya petugas Verifikator, V alidator dan Operator; 

b. Etika organisasi. 

2. Hardcontrol. meliputi 

a. Standar Operasi Prosedur, termasuk tugas fungsi petugas SA! 

(Veriflkasi, Validator dan Operator) 

b. Buku Manual yang dinanris dan up to date, 

e. Sistem Aplikasi yang handal 

D. Penyesuaian dengan Standat Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

lnventarisasi pada seluruh Satker 

Penuntasan Revaluasi dan Updating SIMAK-BMN; 

Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan masing-masing 

akun dalam Laporan Keuangan; 

Penertiban Rekening; 

Pengelolaan PNBP 

- Penerapan BLU 

Dari uraian diatas sangat jelas bahwa Ditjen Mandikdanmen Depdiknas 

berusahn torus mengevaluasi dan melakukan upaya-upaya porbaikan dalam 

palaksanaan dan SIMAK-BMN, memang masih banyak yang perlu dibenahi 

dalam pengelolaan BMN untuk dapat menghasilkan laporan keunngan yang sesuai 

dengan SAP, iru dapat dilihat dari : 

I. Penyusunan Laporan BMN telah betjenjang; 

2. Penertiban BMN di lingkangan Depdikna• melalui 9 tahapan bekeJjasama 

dengan BPKP dan DJKN; 

3. Pendatallll aset dekonsentrasi, tugas pembantuan dan aset yang dihaailkan dan 

realisasi belanja sosial serta upaya penghibahannya kepada SKPD; 

4. Pembentukan Satuan Pengawas lntem, penetapan petuga.s verifikator, 

validator dan operator dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan satker di 

lingknngan Depdik.•as 

5. Telah dilakukan Rekonsiliasi antara SAK dan SIMAK-BMN dengan 

pendampingan ltjen dan Depkeu. 
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4.3. Kendala-kendala atas Pelaksanaan SAI baik SAK maupun SIMAK­

BMN di Diljen Mandikdasmen 

Berdasarksn atas pengamallm dan perbandingan antara kondisi yang ada 

dengan yang sebarusnya ada sehingga menjadi kendala-kendala dalam 

pelaksanaan SAl di Ditjen Mandikdasmen, yaitu : 

I. Manajemen Satker Pusat 

Kondisi yang ada adalah: 

a. Belum beJjalan koordinasi setiap satker dalam rnelaksanakan revisi DIPA 

dengan database SAl Direkiorat Jendera!, hal ini mengak:ibatkan kesulitan 

pada saat proses Rekonsiliasi dengan KPPN. 

SPP, dan Revisi DIP A 

dilaksanalamldilakuk.;m Satker Eselon I Mandikdasmen tujuannya agar 

terintegrasi dalam satu data base untuk penerbilan SP M, Pelaporan SAl 

dan sebagai kontroljika ada Revisi/Pergeseran Biaya 

b. Masalah sentralisasi penerbitan SPM diluar satker Mandikdasmen 

mengak:ibatkan terlambatnya proses input data. 

Sehmusnya penerbitan SPM berada di dalam satker agar terintegrasi 

dalam satu data base sehingga proses input data sesuai dengan jadwal 

yeng te/ah ditentukan, sehingga UAPPA-EI dapat menyampaikan /aponm 

ke UAPA tepat walrJu. 

e. Masih adanya saldo negatif yaitu realisasi be!anja me!ebihi pagu 

anggaran. Hal ini diak:ibatkan adanya proses pembahan DIP A tidak 

dilaporkan ke Sekretarlat 

Seharusnya agar menghindari saldo negatif, sehingga perlu dii/cuti aturan 

melamisme kerja dan lwordinasi antara satker di Direktorat dengan 

Setdiijen dalam proses perubahan program dan anggaran biaya, 

d. Masih terdapat kesalahon pembebanan maupun kode mala anggaran pada 

SPM yang tidak sesuai dengan DIP A 
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Seharurnya dengan adanya data base yang terintegrasi, diharapkan setiap 

revisi agar melalui satker eselon I sehingga terkontrol perubahan 

program maupun pergeseran pembiayaan. 

2. Manajemen Satker Daerah 

Kondisi yang ada adalah: 

a. Pembentukan TIM SAl di masing-masing propms1 fungsi dan 

wewenangnya masih belum optimal. 

Seharusnya pembentukan TIM SAl horus optimal, dengan adanya 

pemisahan fungsi dan wewenang sehingga semua fungsi dan wewenang 

yang ada dapat berjalan dengan optimal. 

b. Sering terlambatnya penyerahan Re,isi DIPA, SP2D dan SSBP/SSPB 

sebagai sumber data dari pemegang kegiatan kepada pengelola laporan 

keuangan yaitu Seksi Evaluasi dan Pelaporan sehingga sering teijadi 

kendala dalam pembuatan laporan keuangan. 

Seharusnya petugas pengelola Laporan Keuangan setiap akhir bulan 

melaksanakan pengumpulan sum her data berupa, revisi DIP A, SP2D dan 

SSBPISSPB hila perlu langsung menjemputnya ke masing-masing 

pemegang kegiatan untuk menghindari keterlambatan penyusunan 

laporan keuangan 

c. Kepala-kepala sekolah masih lammg memahami petnnjuk teknis dalam 

pengelolaan subsidi. 

Seharusnya Meningkatkan peran serta stakeholder dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan 

d. Rekonsiliasi masih seeing terjadi ketidaksesuaian diakibatkan dari Sistem 

Penerimaan (SSBP, SSPB) yang tidak sesuai baik MAK, MAP atau kode­

kode yang tertera dalam format 
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Seharusnya perlu adanya la!sadaran PUMK dalam hal la!tepatan waklu 

penyerahan data SPM dan SP2D la!penge/ola SAl sehingga tidak ada lagi 

keterlambatan proses Rekonsiliasi ke KPPN 

Dari kondisi-kondisi yang ada tersebut menjadi kendala-kendala dalam 

pelaksanaan SAl di Ditjen Mandikdasruen sehingga perlu dilakukan upaya-upaya 

pembenahan sehingga penyelenggaraan SAl diba:rapkan menghasilkan laporan 

keuangan yang sesuai dengan SAP dan tepa! waktu. 

4.4 Evaluasi Pelaksanaau SAl dalam Meningkatbn Kualitas Laporan 

Keuangan Ditjen Mandikdasmen 

Secant khusus dari pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan SAl 

yaitu dalam pro,;es pen)'US\IMll Laporan Keuangan Tahun 2007 ditemnkan 

beberapa hambatan dan kendala yang ada, karenanya barns dicarikan solusi sCita 

straregi yang dianggap perlu dalam meningkatkan kualitas laporan kenangan 

Ditjen Mandikdasmen. 

4.4.1. Permasahtban Manajemen Satker Pusat 

a. Permasalaban SDM 

Pelaksanaan Sis'.em Al.-untansi lnstansi (SAl) perlu didukung oleh 

SDM yang mempunyai komperensi di bidang akuntansi khususnya 

akuntansi pemerintahan. Beberapa kendala dalam pen)'US\IMll laporan 

keuangan ini adalah : 

1. Sebagian sumber daya manusia yang sudah terlatih dan kompeten 

di bidang akuntansi dipindahkan atau dimanfaalkan oleb satker­

satker yang lain untuk membantu pekerjaan yang sama. 

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai 

komperen.si di bidang akuntansi untuk mengelola SAl serta 

penguasaan yang baik terhadap tools/software akuntansi dari 

Departemen Keuangan. 
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3. Belum optimalnya kemampuan dalam menganalisa suatu transaksi 

serta output dan laporan keuangan yang diha.<ilkan. 

4. Kurangnya kesadaran dari PUM unwk segera memberikan 

dokumen-dokumen transaksi sebagai dokmnen sumber SAl 

sehingga dapat menghambat proses penyusunan laporan kenangan 

{komitmen yang tidak memadai). 

b. Pennasalahan Barang Milik Negara 

Adapun permasalah barang milik negara dan pengamatan langsung 

dan wawdllcara yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Data yang ditampilkan dalam neraca adalah data yang dillasilkan 

oleh ADK SIMAK-BMN dimana untuk beberapa wilayah terdapat 

perbedaaan yang cukup signifikan dengan data yang diperoleh dan 

BPKP. 

2. Data aktiva tetap yang berasal dan BPKP memiliki nilai yang 

cukup tinggi hila dibandingkan dengan data yang diS<lrtai dengan 

ADK, hal ini karena: terdapat aktiva tetap yang perlu disesuaikan 

karena terjadi reorganisasi di tingkat F:selon 1 {pemisahnn 

Mandikdasmen dengan PMPTK). 

<. Permasalahan ten tang SPM dan revisi DIPA 

Selain permasalnban mengenai BMN terdapat pula pennnsalahan 

mengenai Sural Perintah Membayar (SPM) dan edanya revisi DIP A 

sebagaimana barikut : 

I. Masalah sentralisasi penerbitan SPM diluar satker Mandikdasmen 

mengakibatkan terlambatnya proses infut data. 

2. Masih terdapat kesalahan pembebanan maupun kode mata 

anggaran pada SPM yang tidak sesuai dengan DIP A. 

3. Masill edanya saldo negarif yaitu rearisasi belanja melebihi pagu 

anggaran. Hal diakibalkan oleh proses perubahan DIPA tidak 

dllaperkan ke Sakretariat. 

4. Belum berjalan koordiaasi setiap satker dalam me!aksanakan revisi 

DIPA dengan Database SAl Direktorat Jendera!, hal ini 
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mengakibatkan kesulitan pada saat proses Rekonsiliasi dengan 

KPPN. 

4.4.2. Solusi Manajcmen Satker Pusat 

Untuk Memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan SA! di manajemen 

saCker pusa~ maka perlu dilakukan langkah-langk.ah atau solusi sebagai 

berikut: 

I. Scbaiknya pcnerbitan SPM dilaknkan Satker Eselon I Mandikdasmen 

tnjnannya agar terintegrasi dalarn satu Data base nntuk penerbitan 

SPM, Pelaperan SAl dan sebagai kontrol jika ada Revisi/Pergeseran 

Biaya. 

2. Dengan adanya data base yang terintegmsi, dibarapkan setiap revisi 

agar melalui satker eselon I sehingga terkontrol perubaban program 

maupun pergescran pembiayaan . 

3. Agar mengbindari saldo negatif dimana realisasi belanja melebilri pagu 

anggaran, maka perlu diikuti aturan mekanisme keda dan koordinasi 

antara satker eli Direktorat dengan Setditjen dalam proses perubahan 

program dan anggaran biaya. 

4. Agar setiap satker melaknkan pelaporan sesuai dengan jadwal yeng 

telah ditentukan, sehingga UAPPA-El dapat menyampaikan Japoran 

ke UAPA tepatwaktu. 

5. Perlu dilakakan koordinasi !ebih baik melalui perbaikan sistem atau 

internal kontrol agar terjadi sinkronisasi antara Sistem Aknntansi 

Keuangan (SAU) dan SABMN sehingga kedua sub sistem tersebut 

saling menduloang SAl. 
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4A.3. Strategi yang dilakukan olch Manajemen Satker Pusat 

Satuan kelja dari wilayah/ provinsi yang lokasinya jauh dari Kantor Pusat 

sangat mempengaruhi keberhasilan kelengkapan infurmasi dalam penyusunan 

Laporan Keuangan secara kese!uruhan. 

Atas kondisi yang terjadi tersebut diarns, maka seharusnya perlu dilakukan 

hal·bal sehagai berikut : 

l. Sosialisasi/pemhinaan terns menerus kepada UAKPA, UAPPAW dan Satker 

pusat tentang penyelenggaraan akuntansi yang sesuai dengan SAl dan 

diharapkan menghasilknn laperan keuangan yang : 

a. Cepat yaitu tepat waktu penyu•unan dan penyampaian laporan 

b. l.engkap yaitu mencakup selnmh data 

e. Cermat yaitu tidak memiliki kesalahan cacat. 

d. Tepat yaltu sesuai dengan atumn SAL 

e. Monitoring dan evaluasi secara periodik alas basil pemhinaan tentang 

penyelenggaraan akuntansi, penyusunan dan pengiriman laporan 

keuangan. 

2. Pengawasan alas pelaksanaan rekonsiliasi keuangan ditiogkat UAKPA, 

UAKPAW sampaisatkerPusatdan UAPPA ElagardataLRA Wajar. 

3. Pernbinaan dan monitoring alas pelaksanaan inventarisasi fisik alas saldo 

persediaan akhir tahun maupun interim. 

4. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam penyusunan l.eporan Keuangan terns 

dilakukan agar dapat menyajikan informasi sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah untuk kepentingan para pengguna infomrmasi dalarn pengarnbilan 

keputusan. 
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4.4.4. Hambatan don Kendalo Tingkat Satker Daerah (Dekolllientrasi ) 

Dalam pelaksanaan SAl Tmgkat Satker Daerab mengalaml hambatan dan 

kendala, diantaranya berkaitan dengan : 

1. Fungsi da:n Wewenang 

Fungsi dan wewenang yang merupakan kendala adalah : 

1. Pembentukan TIM SAl di masing-masing propinsi fungsi dan 

wewenangnya masih belum optimal. 

2. Di bebernpa daerah belum terbentuk tim SAl yang diperkuat dengan Sural 

Keputusan dari Pimpinan di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat 

Daerah). 

3. Rendahnya koordinasi antam pelaksana kegiatan dengan pelaksana 

akuntansi dalam rangka proses Sistem Akuntansi lnstansi. 

4. Proses verifikasi dan analisa atas proses sist:em akuntan.si dalam rangka 

penyampaian !aporan masih kurang efektif sehubungan dengan 

kemampuan SDM yang masih perlu ditingkalkan. 

5. Sering terlambatnya penyerahan Revisi DIPA, SP2D dan SSBP/SSPB 

sebagai sumber datn dari pemegang kegiatan kepada pengelola laporan 

keuangan yaltu Saksi Evaluasi dan Pelaporan sehingga sering terjadi 

kendala dalam pembualan laporan keuangan. 

6. Bendahara Pengeluaran menga!aml kesulitan untuk mengnmpulkan bukti 

SP2D Pembayaran LS Block GI>U1t dan Pembayaran LS kepada Pihak 

Ketiga, karena para pemegang Kegiatan kurang perbatian terbadap fungsi 

laporan. 

2. Mana.Jemen Sistcm Pelaporan Kcuangan 

Yang menjadi kendatn-kendala dalam manajemen sistem pe!aporan keuangan 

adalah sebagaimana berlkut : 
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l. Penyusunan data nemca untuk aset tetap belum menggunakan data yang 

berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negarn (SABMN), sehingga 

terdapat asset yang be1wn disesuaikan. 

2. Kurang tersosialisasinya prograna SAl yang dikelola oleh SATKER, yang 

membutuhkan administrasi pendukong (SP2D dan SPM) dari pam 

Pengelola Uang Muka Kerja (PUMK). 

3. Kurang koordinasi secam beijenjang antara pihak PUM dan Satker. 

4. Kurang adanya koordinasi dalam me1akukan pembalum RKAKL, 

perubaban yang dilakokan oleh masing-masing PMU sehingga kesulitan 

dalam pembuatan 1aporan keuangan. 

5. Perlunya adanya koordinasi dengan tim SIMAK-BMN untok mendata 

nilai persediaan pada akbir tahun. 

6. Permasalaban yang timbul dalam setiap pelaksanaan kegiatan adalab 

kurang koordinasi dan keijasama dalam tugas serta fungsi dalam setiap 

kegiatan. 

3. Somber Daya Manusia 

Hal-hal yang menjadi kendala dalam mengenai SDM adalab sehagai berikut : 

l. Terhatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memponyal kompemnsi 

di bidang akontansi umumnya dan akontansi pemerintah khusnsnya. 

2. Belnm optimalnya kemampnan dalam menganalisa terbadap output 

laporan keuangan yang telab dibasillam. 

3. Kepala-kepala sekolab masih kurang memabami potunjok teknis dalam 

pengelolaan subsidi. 

4. Rekonsiliasi masih sering teijadi ketidaksesnaian diakibatkan dari Sistem 

Penerimaan (SSBP, SSPB) yang tidak sesnai haik MAK, MAP atau kode­

kode yang tertera dalam format. 
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5. Data dari Kabupaten kola yang masuk tidak akurat sehlngga pemberian 

bantuan banyak yang dikembalikan ( tidak terserap). 

6. Kurang adanya kesadaran dari PUM Wltuk memberikan bukti setoran sisa 

dana UP kepada Bendabara Pengeluaran dan setelab dilakukan rekonsiliasi 

dengan KPPN baru diketabui ada setoran yang belum direkum. 

7. Pada umurnnya sumber daya manusia yang sudab dilatih dan kompeten di 

bidangnya dimanfuaikan oleh satker-satker yang lain untuk merabantu 

pekc(jaan yang sama. 

4. Kebijakan 

Kendala-kendala yang te(jadi akibat kebijakan yang ada adalab sebagai 

berikut: 

!. Anggaran Wltuk Dana Bantuan Operasional (BOS) yang datanya herasal 

dari kabupaten/Kota selalu berubah-ubab disebabkau oleh berkurangnya 

siswa dikarenakan putns atau pindab luar propinsi, beneana alam yang 

mengklbatkan sekolab dignbungkan, maka Realisasi Anggaran banyak 

tidak terserap. 

2. Anggaran untuk belanja Bantuan Sosial pada kegialan peningkatan mutu 

kejuruan lebih besar dari jumlab siswa, sebingga dana tidak terserap. 

3. Terlambatnya data dari Kabupaten/Kota kbususnya untuk penyaluran 

subsidi disebabkan adanya proposal yaog tidak memenuhl syarat. 

4. Terdapat beberapa sumber data berkaitan dengan Aktiva Tetap, terutama 

untuk data Aktiva Tetap yang dibiayai oleh Dana Dekonsentrasi, yaitu: 

5. Data aktiva berdasarkau ADK yaog berasal dari BPKP 

6. Data aktiva output dari software SIMAK-BMN yang dikunsolidasikao 

dengan software SAK 

7. Data aktiva tetap yang berasal dari BPKP memilik.i oilai yang cukup 

tinggi bila dibandingkan dengao data yang disertai dengan ADK. Hal ini 
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karena terdapat aktiva tetap yang perlu disesuaikan yang mana data 

tersebut bergabung dengan data aset lainnya baik yang berasal dari 

berbagai Direktorat serta aset Kab/Kota. 

4.4.5. Solusi Manejcmen Satker 

Pcmecahan rnasalah tersebut diatas Wltuk perbaikan Manajemen Satker 

sebagai berikut : 

1. Petugas pengelola Laporan Keuangan setiap akhir bulan melaksanakan 

pengumpulan sumber data berupa, revisi Dll'A, SP2D dan SSBP/SSPB bila 

perlu langsung menjemputnya ke masing-masing pemegang kegiatan untuk: 

menghindari keterlambatan penyusunan laporan keuangan. 

2. Bekeljasama dengan petugas pembuat SPM di Sub Bagian keuangan untuk 

mengontrol pengeluaran SPM sehingga dapat mengatasi perobahan/pergeseran 

anggaran yang mungkin teljadi. 

3. Perlu adanya kesadaran PUMK dalam hal ketepatan waktu penyerahan data 

SPM dan SP2D kepegelola SAl sehingga tidak ada lagi keterlambatan proses 

Rekonsiliasi ke KPPN. 

4. Menambah sumber daya yang mempunyai kompetensi di bidang akuntasi 

umum dan akuntasi pemerintahan pada khususnya. 

5. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

6. Mengacu pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI 

No. PER-24/PB/2006 tentang pelaksanaan penyusuuan laporan keuangan 

Kementerian Negara!Lembaga, Sekretariat Direktorat Jenderal Mandikdasmen 

telah membentuk kegiatan Pengendalian Perencanaan Dikdasmen di 33 

Propinsi yang menangani masalah pelaporan dana Dekonsentrasi dan telah 

dilakukan Pelatihan kepada pera Pengelola pelaporan pada setiap SKPD 

Propinsi seluruh Indonesia. 

Materi yang disampaikan meliputi : 
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a. Kebijakan program koordinasi antara Ditjen Mandikdasmen dengan 

UAKP A dan PUMK seluruh Indonesia. 

b. Tata cara pembuatan lapordll keuangan dan penggunaan Aplikasi SAl 

tabun 2007. 

c. Pengernbangan Sistem melalui jaringan Web Based. 

d. Melakukan pelatihan konscp-konsep akuntansi secara umum dan akuntansi 

pemerintaban khllSUSnya. 

e. Melakukan Workshop asistensi penyusunan pelaporan keuangan. 

4.4.6. Strategi yang dilakulwl oleh Manajemen Satker Pusat 

Selaln Solusi perln juga dilakulwl strategi-strategi, sebagai berikut : 

a Pembinaan I sosialiasi I bimbingan teknis yang dilakukan terus 

menerus berkesinambungan kepada pengelola SAl baik di pusat 

maupun di daerah tentang Sistem Akuntansi Instansi (SAl} yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintaban (SAP). 

b. Monitoring dan evallll'ISi seeara periodik atas basil pembinaan tentang 

penyelenggaraan akuntansi, penyusunan dan pengiriman laporan 

keuangan serta pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN. 

c. Pembinaan dan monitoring atas pengelolaan persediaan serta 

pelaksanaan inventarisasi fisik atas saldo persediaan pada setiap 

periode laporan. 

d Melakukan koordinasi terbadap dengan SA-BMN (berubah menjadi 

SIMAK-BMN) sehinggakedua sub sistem tersebut (SAK. dan SIMAK­

BMN) saling roendukuug dalam Sistero Akuntansi Justansi (SAl}. 

e. Sehubungan jumlah satker yang banyak dan tersehar diherbagai 

propinsi di Indonesia maka perlu dilakukan perbaikan terns menerus 

mekanisme penyampaian lapornn dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. Difjen Mandikdasmen melakukan ino-vasi terus menerus 

dalam pengelolaan laporan SAl yang disinergikan dengan Jardiknas 
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menggunakan teknologi informasi sehingga mempermudah 

koordinasi serta mempercepat pelaporan keuangan di eselon~ 1, 
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5.1 Kesimpulan 

BABV 

KESIMI'ULAN DAN SABAN 

S.l.t. Evaluasi Pclaksanaan Sistent Akuntansi Keuangan Ditjen 

Mandikdasmen. 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakoo pada bab-bab sebelumnya pada 

bagian ini akan diuraikan secara ringkas kesimpulan yang berbasil dibimpun 

mengenai pelaksanaan SAK di Ditjen Mandikdasmen, yaitu sebagai berikut: 

L T elab beijalannya SAK dengan efektif dapat diliha! dengan : 

a. Bahwa sisrem telah beljalan sesuai dengan Permeakeu No. 

59IPMK.0612006 yang ditunjukkan dengan adanya : 

(1) PenyusWlalllaporan SAK telnb beljenjang 

(2) Telab dilllkukan penggabungan antara SAK dan SIMAK-BMN 

setelab dilllkukan rekonsiliasi antara SAK dan SIMAK-BMN 

dangan pendampingan l~en dan BPK. 

(3) Teiab dibuatnya CaLk sebagai penjelasan alas ni!ai suatu pes yang 

teJ'S1\ii di dalam LRA dan Neraea. 

b. Selanjutnya berdasarkan kajian akademis te!ah pula sejalan, yaitu antara 

lain telah dipenuhinya beberape persyaeatan karakteristik sistem informasi 

yaitu telab adanya bebempa komponen, antara lain : 

(I) Knmponen input data berupa dolrumen sumber yang berasal dari 

trnnsaksi keuangan. 

(2) Komponen output berupa laporan keuangan yang terdlri dari LRA, 

Nemca dan CaLK. 

(3) l'emrosesan data berupa pencatatan barian (jumal), pengldasifikasian 

(posting) dan pengikhtisamn saldo (neraca I~ur). 
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2. Selain itu untuk menunjukkan komitmennya dengan jumlah satker yang 

banyak dan tersebar diberbagai propinsi, Diljen Mandikdasmen (dalam hal ini 

bagian keuangan Set. Ditjen Mandikdasmen ) melakukan perbaikan terus 

rnenerus terhadap mekanisme penyampaikan informasi dan laporan mengenai 

SAK dengan memanfaatkan teknologl informasi yang disinergikan dengan 

Jardiknas sehingga dapat mempercepat sosialisasi dan pelaporan keuangan ill 

Eselon l dengan penggunaan : 

a. SMS Broadcast 

b. Optimalisasi WEBSITE SAl MAND!KDASMEN 

c. Optimalisasi Jaringan On line Komputer dengan VPN (Virtual Private 

Network) 

Namnn demikian ada beberapa hal yang meJ1jadi kendala dalam pelaksanaan 

SAK. scperti : 

1. Banyaknya satker yang tidak melengkapi data pendukung Iaporan keuangan 

(tertib dokomen, pencatatan aknn!rulsi dan pelaporan yang tidak memadal). 

2. Perencanaan anggaran tidak sesuai dcngan polaksanaan anggaran. 

3. Kapasitas SDM yang terbatas dan knmltmen yang tidak memadai terutama 

pada satker Dekonsentrasiffugas l'embantuan. 

4. Penguasaan tentang ketentuan keuangan dan aknntansi yang rendah, baik 

peraturan maupun aplikasinya 

5. Jumlah satker yang terlalu banyak 

5.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi 

BMN 

Berdasarkan ape yang tclah dikcmukakan pada bah-bab sehclumnya pada 

bagian ini akan diuraikan secara ringkas kesimpulan yang bcrhasil dihimpun 

mengenai pelaksanaan SIMAK-BMN di Di~en Mandikdasmen, yaitu sebagai 

barikot: 

I. Dati pelaksanaan SAJ terutama SJMAK-BMN, masih banyak keknrangan 

sehingga hasil laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diyakini 
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kelengkapan dan kewajarannya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

sebagai berikut : 

a. lnventarisasi 3llet milik negara masih banyak yang belum rlicatat dan 

dilaporkan. 

b. Pertanggungjawaban Anggaran dana dekonsentrnsi yang belum tertib. 

c. Aset-aset eks dana dekonsentrnsi yang belum rlicatat, rlilaporkan dan 

diamankan secara memadai. 

d. Be!um tertatanya pencatalall atau pengarsipnn data barang milik negara 

(BMN) 

e. Benyaknya satker yang tidak melengkupi data pendakung laporan 

keuangan. 

f. Perencanaan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran 

2. Namun demikian saat ada beberapa hal yang telah dilaknkan oleh Ditjen 

Mandikdasmen sehubungan dengan pengelolaan BMN, yaitu : 

n. Penerliban BMN di lingkungan Diljen Mnndikdasmen, melalui 

inventarisasi BMN beketjasamadengan BPKP, vnlidasi atas basil 

inventarisasi, pemisahan aset, revaluasi BMN bekeljasama dengan Di\jen 

Kekuyaan Negaro. (DJKN), sertifikasi tanah, dan setel\ISnya. Upaya 

penertiban tersebut rlilaknkan terbadap selurub satker Dl\ien 

Mandikdasmen dan telah mencapai progress 98% berdasarkun lapornn 

penertiban BMN. 

b. Pendataan aset dekonsentrnsi dan aset yang dibasilkan dari realisasi 

belanja bantuan so sial melalui DIP A salker pusat dan DIP A dekonsentrasi, 

yang telah rligunakan oleh sekolah-sekolab penerima bantuan, dan 

koorrlinasi deogan DJKN delam upaya penghibahannya yang sampai saat 

ini masih terus menjarli kendala bag! Ditjen Manrlikdasmen. 
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5.1.3. Kcndala-kendala alas Pelaksanaan SAJ baik SAK maupun SIMAK· 

BMN di Ditjen Mandikdasmen 

Dalam pelaksanaan SAl, baik itu SAK maupun SIMAK-BMN kendala­

kendala yang dapat dihimpun baik dari pengamatan langsung maupun dengan 

melakukan wawancara adalah sebagai berikut : 

!. Didalam melaksanakan tugas sebagi pengelola dan pelaporan keoangan. 

sumber daya manusia yang ada masih kurang kompeten dan kurang dapat 

diandalkan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikat: 

a. SDM pelaksana SAl kunmg memahami SAI dan Standar Akuntansi 

Pemerin!ahan (SAP) secara memadai, disamping itu kendala dari sanma 

dan prasarana yang belum memadai, terutama ditingkat satker. 

b. Sanksi berdasarkan Permendikaas No. 31 Tahun 2006 tidak pemah 

ditcrapkan seeara tegas. 

c. Kurangnyakaantitas dankaalitas SDM Akuntasi. 

d. Kemampuar. audit masih perlu ditingkatkan 

e. Produktivitas staf masih rendah. 

f. Pelatibau belum terprogram secara sistemetis. 

g. Tidak ada regenerasi pada Diljen Mnndikdasmen, sebingga sumber daya 

manusia yang bergerak dalam pengelolaan laporan keuangau masih 

kurang, dan jika ada, mereka berlatih dengan sendirinya sebingga 

pernahaman terhadap penge!olaan laporan keuangan kurang memadai. 

h. Pada Diljen Mandikdasmen, seringkali yang meugikuti diklat adalah orang 

yang tidak mempunyai kernampuau didalam melaksanakan pengelolaau 

laporan keuangau. 

L Tidak adanya pelatiban yang beakelanjutan, dan bila ada pelatihan yang 

berkelaujutnya seringkali dlikuti oleh orang yang berheda, sebingga tidak 

ada pel!1ahaman yang mendalam. 

2. Hambatan dan kendala yang te!jadi dalam pelaksanaan SAl dalam 

menghasilkan Laporan Keuangan Di\jen Mandikdasmeu Tahun 2007, peda 

tingkat Manajemen Satker Pusat adalah : 
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a. Pelaksanaan Sistem Akuntansi lnstansi pada tingkat Manajemen Satker 

Pusat perlu didukung SDM yang mempunyai kompetensi di bidang 

akuntansi, kbususnya akuutansi pemerintahan. Saat ini masih minim sekali 

SDM yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi uotuk mengelola 

SAl serta yang memiliki penguasaan yang baik terhadap tools/software 

akuntansi dari Departemen Keuangan. Selain itu kemampuan dalam 

menganalisa suatu transaksi serta output dari laporan keuangan yang 

dibasilkan masih belum optimal. 

b. Mosalab sentrnlisasi penerbitan SPM diluar satker Mandikdasmen 

mengakibatkan terlambateya proses ioput data. 

c. Masih adanya saldo negatifyaitu realisasi belanja melebihi pagu anggaran. 

Hal ini akibat dari proses perubaban DIP A tidak dilaporkan ke SekretarlaL 

d. Masib terdapat kesalaban pembebanan maupuo knde mata anggaran pada 

SPM yang tidak sesuai dengan DIP A. 

3. Hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses penyusunan Laporan 

Keuangan Ditien Mandikdasmcn Tabun 2007 pada tingkat Manajemen Sntker 

Daerab adalab : 

a. Pembentukan TIM SAl di ruasing-masing propinsi belum optimal 

sehingga fungsi dan weweaang belum berjalan efektif. 

b. Seeing rerlambalnya penyeraban Revisi DIP A, SP2D don SSBPISSPB 

sebagai sumber data dari pemegang k<giatan kepada pengelola laperan 

keuangan yaitu Seksi Bvaluasi dan Pelaporan sehingga sering rerjadi 

kendala dalarn pembuatan laporan keuangan. 

c. Rekouailiasi masib sering rerjadi ketidnksesuaian diakibatkan dari Sistem 

Penerimaan (SSBP, SSPB) yang tidak sesuai, baik pada MAK, MAP a1au 

kode-kode yang tertera dalam format. 

d. Kepala-kepala sekolab lllllSih kerang memahami petunjuk tekais dalam 

pengelolaan subsidi. 
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4. Poda umumnya yang menyebnkan terjadinya kendala-kendala atau bambatan 

yang ada adalab : 

a. Kapasitas SDM yang terbatas dan komitmen yang tidak memadai terutama 

pada satker Dekonsentrasi!Tugas Pembantuan 

b. Penguasaan tentang ketentuan kenangan dan akuntansi yang rendah, balk 

peraturan maupun aplikasinya 

c. Keterbatasan fasilitas kerja (komputer) dan prasarana tugas. 

d, Jumiab satker yang terlalu banyak 

e. Belum tertibnya dokurnen peneatatan akuntansi dan pelaporan yang 

memadai. 

5.1.4. Evaluasi Pelaksanaan SAl dabun Meningkatkan Kualitas Laporan 

Keuangan 

Berdasarkan apa yang tclab dikemukaknn pada bab-bab sebelumnya pada 

bagian ini akan diuralkan secara ringkes kesimpulan yang berbasil dibimpun 

mengenai pelaksanaan SAI di Ditjen Mandikdasmen, yaitu sebagai berikut : 

!. Koordinasi antarn pengelola SAK dengan pengelola SIMAK-BMN pada 

beberape satker mernpunyai permasaiaban sebagai berikut : 

- Rekonsiliasi antarn SAK dan SIMAK-BMN belum berjalan rutin setiap 

bulan. 

Belum terselenggaranya sistem SIMAK-BMN poda beberapa satker. 

Pemabaman atas peneatatan Barang Milik Negara pada SAK dan SIMAK­

BMN masih terdapat perbedasn, kbasusnya tentang barang intrakomptabel 

dan ekstrakommbeL 

2. Sosialisasi, bimbingan teknis dan koordinasi T'JID SIMAK-BMN Pusat kepada 

Ttm SIMAK-BMN Daerab perlu ditingkatkan. 

3. Komitmen dari PPK dan PUMK terhadap pentingnya laporan keuangan yang 

dihasilkan dari proses SAl masih kurang. 
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4. Kapasilas SDM yang terbatas dan komitmen yang tidak memadai terutama 

pada salker Dekonsentmsi!fugas Pembantuan, 

5, Penguasaan tentang ketentuan keuangan dan akuntansi yang rendah, baik 

peraturan maupun aplikasinyn. 

6. Keterbatasan fasilitas ket:ia (komputer) dan prasarana tugas. 

7. Jumlah sa!ker yang terlalu banyak dan letak geogrnfis yang remote bagi 

banyak salker. 

8, Ter6b dokumen, penca1atan aknntansi dan pelaperan yang tidak mernadai. 

5.2. Saran~.saran 

Beberapa saran kepada Direktorat Jenderal Mandikdasmen yang dapat 

disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian : 

L Bebernpa hal yang perlu dilakukan dan diupayakan dalam pelaksanaan 

SIMAK-BMN serta pengelolaan BMN, sebagai berilrut: 

a Rekonsiliasi antam bagian barang (SIMAK-BMN) dan bagian keuangan 

(SAK), untuk meningkatkan kualitas laperan keuangan, pelaksanaan 

rekonsiliasl dipertahanka.n secara terus-menerus. 

b, Perlu lebih ditingketkan implementasi aplikasi persediaan dan Pelaporan 

KDP di lingkungan Satker Depdiknas. 

c. Melakukan reldasifikasi barang msak berat dari akun aset tetap ke akun 

aset laiunya 

d. Pelaksanaan pengembangan SDM terns diupayakan untuk terus dilakukan 

secara berkesinambungan. 

e. PenY'&npaian Laporan BMN secara berjenjang dapat dilaksanakan secara 

tepatwaktu 

f. Salker yang telab menerima BA flasil Pener6ban untuk segera melakukan 

updating ke SIMAK-BMN 

g. Penyusunan SOP Penatausahaan SIMAK-BMN, dengan: 

L Melakukan peralapan penyusunan, mernuat antara lain: 
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a. Perma'*'laban spesifik; 

b. Standar Alruntansi BMN; 

c, Langkah-langkah untuk problem solving; 

d. Contoh kasus. 

2. Melakukan identifikasi transaksi BMN; 

3. Menyusun draft Buku Panduan; 
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4. Melakukan peoyempuma.an Buku Panduan herdasarkan masukan dari 

Unit Ulama dan lnstansi terlcait; 

5. Melakukan koordinasi dan pembahasan terpadu dengan pihak lnin: 

a. lnspektoratJenderal; 

b. BPK-RJ; 

c. Departemen Keuangan; 

d. Unit Uiama Pusat Depdiknas. 

b. Melukukan workshop dan diseminasi pada seluruh satker 

1. Penyusunan SOP Peogelolaan Barang Pernediaan 

j. Perbaikan Menuju SPl yang Handa! 

1. Soj/control, meliputi : 

a Perilalru Pengelola BMN baik atasan maupun bawahan, kbususnya 

petugas Verifikator, Validator dan Operator, 

b. Etika organisasi. 

2. Hardcontrol, meliputi : 

a Standar Opernsi Prosedur, termasuk togas fungsi petugas SAl 

(Verifikasi, Validator dan Operator) 

b. Buku Manual yang dinamis dan up to date, 

c. Sistem Aplikasi yang banda! 

k. Penyesuaian dengan SAP, dengan melakukan: 

1. Inventarisasi pada seluruh Saiker 

2. Penuntasan Revaluasi dan Updating SIMAK-BMN; 
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3. Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan masing-masing akun 

dalam Laporan Keuangan; 

4. Penertiban Rekening; 

5. Pengelolaan PNBP 

6. Penerapan BLU 

2. Sehubungan peningkatan kualitas SDM porlu di!akukan pembinaan dan 

bimbingan teknis tentang akuntansi umum dan dilanjutkan dengan akuntansi 

pemerinlllhan, sehingga dulam penyusunan !aperan keuangan dapat 

menyajikan informasi sesuai dengan SAP untuk kepentingan para penggann 

infunnasi dalam pengambilan keputusan. 

3 Sehubungan jum!ah satker yang banyak dan tersebar diberbagai propinsi di 

Indonesia maka periu dilakukan perbaikan terns menerns mekanisme 

penyampaian laporan dengan memanfaatkan teknologi infurmasi. Ditjen 

Mandikrlasmen melakukan inovasi terns menerns dalam pengelolaan laporan 

SAl yang disinergikan dengan Jardiknas menggunakan teknologi inforrnasi 

sehingga mempermudah koordinasi ser1a mempercepat pelBporan keuangan di 

Eselon I. 

4. Saran untuk Manajemen tingkat Satker Pusat adalah : 

a Menambah SDM yang rnempunyai kornpetensi di bidang akuntansi umurn 

dan akuniansi pemerintahan dan SDM yang terlibat dengan penge!olaao 

laporan keu.angan agar diberikan insentif khusus berupe tunjangan. 

b. Sebsrusnya agar setiap satker melakukan pelaporan sesuai dengao jadwal 

yeng telab ditentukan, sehingga UAPPA-El dapat menyampaikan laporan 

ke UAPA tepat waktu 

e. Sebarusnya penerbitan SPM dilakukan Sa!ker Ese!.on I Mandikdasmen 

tujuannya agar terintegrasi dalam satu data base untuk penerbitan SPM, 

Pelapoll!1l SAl dan sebagai kontrol jil:a ada RevisiiPergeseron Biaya 

d. Diupayakao agar rnengbjndari saldo negetif, perlu diikoti atu:ran 

mekanisme ketja dan koordinasi antara satker di Direktorat dengan 

Setditjen daJarn proses pembaban program dan anggaran biaya. 
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e. Seharosnya dengan adanya data base yang terinteg!liSi, diharapkan setiap 

revisi agar melalui satker eselon I sebingga terkontrol perubahan program 

rnaupun pergeseran pembiayaan 

5. Sar<l!l nntuk Manajemen tingkat Satker Daerah (De!mnsentrasi} adalab: 

a Pembinaan I sosialiasi I bimbingan teknis yang dilakukan terus menerus 

berkesinnmbungan kepada pengelola SA! baik di pusat maupnn di daerah 

tentang Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yang sesuai dengan Staadar 

Aknntansi Pemerintaban (SAP. 

b. Seharosnya petugas pengelola Lapnran Keuangan setiap akbir bulan 

melaksanakan pengumpulan sumber data berupa, revisi DIP A, SP2D dan 

SSBP/SSPB bila perlu langsung menjemputnya ke masing-masing 

pemegang kegiatan untuk menghindari keterlambatau penyusuuan laporan 

keuangan. 

6. Sebarusnya perlu adanya kesadanm PUMK dalam hal ketepntan waktu 

penyerahan data SPM dan SP2D kepengelola SAl sebingga tidak ada lagi 

keterlambatau proses Rekonsiliasi ke KPPN (¢rl1mya komitmen). 
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